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ABSTRAK

Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh
perbankan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.
Penelitian ini mengenai pemberian pembiayaan ijarah multijasa BPRS ABC
(bukan nama yang sebanarnya) kepada nasabah yaitu XXX dan YYY (bukan
inisial yang sebenarnya). BPRS ABC memberikan pembiayaan ijarah multijasa
yang berupa sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- dan ujrah Rp. 180.000.000,-
selama 60 bulan sejak tanggal 13 September 2011 sampai 13 September 2016.
Pembiayaan tersebut digunakan nasabah dalam mengembangkan usahanya untuk
membiayai biaya cetak tabloid pada pihak percetakan. Dalam proses pembiayaan
nasabah menunggak angsuran karena direktur percetakan kabur dan nasabah
mengalami kerugian. Kemudian BPRS ABC melayangkan beberapa surat somasi
dan menyatakan nasabahnya wanprestasi. BPRS ABC dirugikan secara materiel
yang perinciannya pertanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp. 257.393.450,-.
Selanjutnya BPRS ABC mengajukan gugatan dan meminta ganti kerugian kepada
nasabah di Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., BPRS ABC selaku pemberi manfaat seharusnya
bertanggung jawab bila tidak terpenuhinya jasa percetakan yang digunakan
nasabahnya.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui pembiayaan
ijarah multijasa pada BPRS ABC dan penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah
multijasa bermasalah pada BPRS ABC. Penelitian ini menggunakan teori akad
ijarah dalam perspektif hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder, maka dalam
pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini, pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC, beberapa
ketentuan sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam,
namun ada beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan perundang-undangan
dan ketentuan hukum Islam, yaitu BPRS ABC tidak menyediakan jasa cetak yang
seharusnya disediakan karena hanya memberikan uang. Pembayaran pembiayaan
menggunakan metoda flat rate, sebaiknya menggunakan metoda yang bersifat
progresif dan terdapat kesalahan dalam membuat akad pada Akad Pembiayaan
ljarah Multi Jasa Nomor: 01 vyaitu terdapat ketentuan: “pendapatan atau
keuntunggannya akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang
(proporsional).” Beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama
Purbalingga sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum
Islam, namun masih terdapat kesalahan dalam mempertimbangkan perincian
kewajiban nasabah, bukti saksi, dan hukuman cidera janji pihak nasabah kurang
tepat dengan ketentuan pada Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01.
Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga maupun Pengadilan
Tinggi Agama Semarang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank
Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan syarat-syarat
rukun akad ijarah dan belum mengungkap mekanisme penyediaan jasa oleh BPRS
ABC sebagai bahan pertimbangan. Penelitian ini semoga berkonstribusi bagi
perkembangan perbankan syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,
khususnya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf .
P Nama Huruf Latin Keterangan

f Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba’ b be

< Ta’ t te

& Sa’ 5 es (dengan titik di atas)
d Jim j je

C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
& Kha’ kh ka dan ha

3 Dal d de

3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r er

J zai z zet

o sin S €es

U syin sy es dan ye
ol sad s es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
5 & ) zet (dengan titik di bawah)
I ‘ain koma terbalik di atas

& gain g ge

o fa’ £ ef
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3 qaf
d kaf

J lam

) mim
g nin
K] waw
-2 ha’

s hamzah
¢ ya’

qi
ka
el
em
en
w
ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Badia ditulis Muta ‘addidah
dae ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h.
da ditulis hibbah
e ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang ‘“‘al” serta bacaan kedua terpisah, maka

ditulis dengan h.

el Wida) S

ditulis

karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t.

Jhadl) 318

ditulis

zakatul fitri




D. Vokal Pendek

Fathah ditulis A
e en Kasrah ditulis i
Dammah ditulis u
Jab Fathah ditulis fa‘ala
S Kasrah ditulis Zukira
[ R Dammah ditulis yvazhabu
E. Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis a
lala ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + ya’ mati ditulis a
oS ditulis tansa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis r
A S ditulis karim
4. Dammah + wawu mati ditulis i
R A ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
1. fathah + ya’ mati ditulis ai
P ditulis bainakum
2. fathah + wawu mati ditulis au
Je8 ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis A’antum
el ditulis U‘iddat
Al Sl ditulis La’in syakartum




H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

OlAl
)

ditulis
ditulis

Al-Qur’an
Al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

PAPVA|]
eadd)

ditulis
ditulis

As-Sama’

Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

a9 Al (s 4

AL Al

ditulis

ditulis

Zawi al-furid

Ahl as-sunnah
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan
yang sangat pesat, hal ini memicu semakin menjamurnya lembaga perbankan
yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai suatu kenyataan yang baru
dalam keuangan internasional. Tumbuhnya lembaga perbankan syariah tersebut
karena kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Sistem
perbankan syariah semakin dikembangkan, karena hal ini salah satunya bertujuan
untuk memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep
bunga.

Sejak pertengahan tahun 1970-an, perbankan syariah berkembang pesat,
namun dalam prakteknya dan asas-asasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu pada
abad tahun 1400 tahun yang lalu. Karena falsafah dan asas-asanya telah ada di al-
Qur’an dan dilaksanakan oleh Nabi Muhamad Saw. Perbankan syariah pertama
kali muncul di negara Mesir yang kemudian semakin tumbuh dan berkembang
tidak hanya di negara-negara Islam. Bukan hanya pada negara-negara Islam saja,
perbankan syariah tumbuh dan mengalami perkembangan di negara yang
mayoritas penduduknya non muslim seperti di benua-benua Eropa dan Amerika.*
Di Indonesia sendiri eksistensi perbankan syariah secara yuridis dimulai dengan

keluarnya paket kebijakan oleh Menteri Kordinator Ekonomi Keuangan dan

! Mervyn K. Levis, Latifa M. Algound, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek,,
terj. Burhan Subrata, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), him. 9-13.



Industri yaitu Paket Kebijakan Desember 1983 dan Paket Kebijakan Oktober
1998. Kemudian secara kelembagaan lahirnya perbankan syariah dimulai dengan
adanya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang resmi beroperasi
pada 1992. Perbankan syariah semakin berkembang dengan dikeluarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam peraturan perundang-
undangan ini prinsip syariah diperbolehkan, akan tetapi hanya disingung secara
implisit, yaitu menyatakan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan
dalam peraturan pemerintah.?

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia ini memberikan pelayanan kepada
masyarakat Indonesia yang belum dapat menerima prinsip bank konvensional
yang sudah ada, sehingga dapat mengembangkan potensi ekonomi masyarakat
Indonesia. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia berkembang semakin pesat
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan yang merubah dan menyempurnakan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan semakin
berkembangnya perbankan syariah di Indonesia ini, maka perbankan nasional
Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan berganda (dual banking system),
yaitu adanya perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berlangsung di
satu negara.® Pada akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 Indonesia membuat

peraturan mengenai perbankan syariah ini secara tersendiri dengan Undang-

2 pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

® Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merubah dan
menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.



Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya
disebut UU Perbankan Syariah). Dalam UU Perbankan Syariah, memberikan
pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutanya bank
syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat
syariah.*

Tujuan pengembangan sistem perbankan syariah bank konvensioanl
mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan
(financial intermediary instution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana
dari masyarakat, juga menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk
kredit atau pembiayaan.’ Istilah kredit digunakan pada praktek perbankan
konvensional, sementara untuk istilah pembiayaan dikenal dalam perbankan
syariah. Perbedaan kredit perbankan konvensional dan pembiayaan perbankan
syariah adalah dimana perbankan syariah melakukan kegiatan penyaluran dana
tersebut tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian
keuntungan dan kerugian (profit an loss sharing principle) atau yang lebih dikenal

dengan prinsip bagi hasil.

* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. Pada Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangakan pasal 1 ayat (9)
menjelaskan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

® Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajahmada
University Press, 2009), him. 104.



Kegiatan usaha perbankan syariah telah mengikuti dan menyesuaikan diri
dengan kegiatan usaha-usaha perbankan dan lembaga keuangan lain. Produk-
produk perbankan syariah itu menawarkan seperti yang biasa diberikan oleh
perbankan konvensional. Namun demikian, dengan fleksibelitas, produk-produk
perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibanding dengan
produk-produk perbankan konvensional.’

Pemberian pembiayaan pada perbankan syariah harus didasarkan pada suatu
kepercayaan bahwa bank sebagai penyalur pembiayaan harus percaya kepada
pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa yang sudah diterima sesuai
dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam penyaluran
pembiayaannya kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah
yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain
untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan
sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam UU Perbankan Syariah pemberian
pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
(ijarah muntahiya bitamlik).

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabakah, salam, dan istisna .

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

® Sumarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,
2004), him. 60.



Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit
usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.’

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah
adalah pembiayaan multijasa berdasarkan akad ijarah. Penelitian ini mengenai
proses pembiayaaan ijarah multijasa pada perbankan syariah, menganalisa akad
yang digunakan serta penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada
pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa. Pada proses pembiyaan ijarah multijasa
oleh perbankan syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan
bermasalah sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak akibat pembiayaan
ijarah multijasa ini. Seperti yang terjadi pada kasus yang diputus Pengadilan
Agama Purbalingga dengan perkara nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg antara Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah ABC (bukan nama yang sebenarnya) dengan XXX
(bukan inisial yang sebenarnya) dan YYY (bukan inisial yang sebenarnya) tentang
kasus cidera janji yang dilakukan oleh XXX dan YYY dalam pembiayaan ijarah
multijasa BPRS ABC. Dalam perkara tersebut pihak BPRS ABC menerangkan
bahwa XXX dan YYY menerima pembiayaan ijarah mutijasa sejak tanggal 13
September 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan
waktu pembiayaan selama 60 bulan atau lima tahun sejak tanggal 13 September

2011 sampai 13 September 2016. Pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya

" Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



cetak, dalam proses pembiayaan XXX dan YYY menunggak angsuran sehingga
BPRS ABC melayangkan beberapa surat peringatan atau somasi. BPRS ABC
telah memberikan kesempatan kepada XXX dan YYY sampai gugatan ini
diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga tidak dapat menyelesaiakan kewajiban
kepada BPRS ABC. Maka XXX dan YYY dianggap melakukan cidera janji yang
sangat merugikan BPRS ABC. Pihak BPRS ABC merasa dirugikan secara
materiel yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sejumlah nilai Rp.
257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan tiga ribu empat
ratus lima puluh rupiah). Kemudian BPRS ABC menggugat XXX dan YYY
membayar kerugian materiel sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus lima puluh
tujuh juta tiga ratus sembilan tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).®
Berdasarkan keterangan XXX dan YYY, menjelasakan pada awalnya XXX
dan YYY mendapat tawaran dari karyawan BPRS ABC pembiayaan ijarah
multijasa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu
lima tahun guna pengembangan atau pembiayaan usahanya di bidang penerbitan
tabloid Inspirasi (bukan nama yang sebenarnya). Setelah pembiayaan cair XXX
dan YYY langsung digunakan untuk membayar kontrak percetakan tabloid
Inspirasi sebanyak 72 edisi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh
ratus dua puluh juta rupiah). Ketika pihak percetakan baru mencetak 17 edisi
yang berarti masih tersisa 55 edisi lagi, direktur percetakan kabur tanpa diketahui
sampai sekarang. XXX dan YYY mengalami kerugian 52 edisi atau sebesar Rp.

520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan dikuatkan surat

& putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, him. 2-5.



perjanjian dan laporan dari pihak aparat kepolisian. Hal itulah yang membuat
XXX dan YYY mengalami kesulitan bukan dengan alasan tidak mempunyai
iktikad baik dan mengingkari kewajibannya membayar hutang. Dan memang
benar mengalami kesulitan untuk membayar pembiayaan ijarah multijasa pada
BPRS ABC. Bahkan XXX dan YYY berupaya bertemu dengan direktur BPRS
ABC namun selalu ditolak. Selain itu XXX dan YYY juga meminta kesempatan
lagi untuk melunasi hutang karena waktu pembiayaan selama 60 bulan atau lima
tahun sejak 13 September 2013 sampai 13 September 2016.°

BPRS ABC selaku pemberi manfaat seharusnnya bertanggung jawab bila
tidak terpenuhinya jasa percetakan yang digunakan XXX dan YYY. Pada
dasarnya kewajiban bank syariah sebagai pemberi manfaat barang dan jasa pada
akad ijarah adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan,
menanggung biaya pemeliharaan barang, dan menjamin bila terjadi cacat pada
barang yang disewakan.’® Memang tindakan BPRS ABC tidak seutuhnya benar
dalam meminta ganti rugi materiel sekaligus sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus
lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan tiga ribu empat ratus lima puluh
rupiah), padahal dalam perjanjian Akad Pembiayaan ljarah Multijasa Nomor: 01
tanggal 13 September 2011 tersebut telah disepakati pembayaran angsuran kepada
BPRS ABC sejak angsuran pertama tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan
tanggal 13 September 2016 atau selama lima tahun. Keadaan XXX dan YYY

bukan dilakukan dengan kesengajaan, hal itu dilakuan karena XXX dan YYY

® putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, him. 6-10.

19 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.
Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan
Multijasa.



memang dalam keadaan yang sangat sulit ataupun keadaan memaksa (overmacht),
tidak bisa membayar pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC dan ada
iktikad baik darinya untuk membayar hutang tersebut. Namun BPRS ABC
meminta XXX dan YYY untuk mengganti kerugian materiel secara langsung
sejumlah total angsuran yang belum dibayar, total ujrah, total denda
keterlambatan, dan beberapa biaya lainnya, padahal waktu pembiayaan belum
berakhir.

Bertitik tolak dari kasus diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai
permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk tesis yang berjudul: “Tinjauan
Yuridis Pembiayaan ljarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa persoalan
yang cukup urgen dan signifikan untuk dikaji secara mendalam. Persoalan-
persoalan itu peneliti tuangkan dalam bentuk rumusan pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC sudah sesuai dengan
perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam?
2. Apakah penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada
BPRS ABC dalam putusan nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg sudah sesuai

dengan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC.

b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah multijasa
bermasalah pada BPRS ABC.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan dunia
perbankan, khususnya perbankan syariah diharapkan hasil penelitian
ini dapat memberikan masukan berkaitan dengan pembiayaan ijarah
multijasa pada perbankan syariah.

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum
Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
memberikan bahan masukan serta sumbangan pemikiran di bidang
penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada

perbankan syariah.

D. Kajian Pustaka

Dari berbagai literatur yang mengungkap dan membahas pembiayaan ijarah
multijasa di perbankan syariah, belum ada suatu kajian yang secara khusus
mengfokuskan pembahasannya pada persoalan tinjauan yuridis pembiayaan ijarah
multijasa di Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor:

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg).
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Oleh karena penelitian ini bersifat pustaka, maka ada beberapa literatur yang
penulis pandang perlu dikemukakan di sini. Di antara beberapa literatur yang
membahas seputar akad ijarah, pembiayaan ijarah multijasa di perbankan syariah
maupun penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah:

Ajeng Mar‘atus Solihah dalam jurnalnya yang berjudul: Penerapan Akad
ljarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, membahas
tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa
di perbankan syariah. Dari hasil penelitiannya, penerapan akad ijarah pada
pembiayaan multijasa di perbankan syariah ditinjau dari segi teknis
pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum Islam, akad ijarah yang diterapkan
dalam pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah untuk biaya kesehatan
dan biaya pendidikan kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam
pelaksanaan akad ijarah, pihak penyedia objek sewa dengan lembaga keuangan
harus terlibat kerjasama atau harus saling mengetahui. Solusi untuk menyesuaikan
praktik yang terjadi dengan teori hukum Islam penulis menyarankan kepada
lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa
menggunakan akad kafalah bil ujrah dimana lembaga keuangan syariah sebagai
penjamin yang menjamin dengan cara memfasilitasi dana pembiayaan bagi
anggota yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akad kafalah
bil ujrah ini diberlakukan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan kesehatan
dan pendidikan dan anggota tersebut belum berstatus mempunyai hutang kepada

pihak rumah sakit atau sekolah. Sedangkan bagi anggota yang mengajukan
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pembiayaan dan ia sudah berstatus mempunyai hutang kepada rumah sakit atau
sekolah maka akad yang digunakan adalah akad hiwalah bil ujrah.*

Selanjutnya Mardhiyah Hayati dalam jurnalnya yang berjudul: Pembiayaan
ljarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian
Teradap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang
Pembiayaan Multijasa), membahas alternatif pembiayaan ijarah multijasa untuk
pembiayaan pendidikan. Hasil penelitiannya pembayaran biaya pendidikan dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu pihak bank bisa melalui investor untuk
melakukan pembayaran ke lembaga pendidkan dan melalui nasabah itu sendiri
dengan akad wakalah. Dengan adanya transaksi ijarah multijasa diharapkan orang
tua yang terkendala masalah keuangan yaitu sulit membayar biaya pendidikan
anaknya dapat mengajukan pembiayaan ini, sehingga fenomena anak putus
sekolah dapat diminimalisir, akan tetapi agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai
dengan prinsip Syari’ah, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk
dijadikan pedoman agar transaksi yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dengan
tujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan baik.*?

Masih dalam batas kajian pembiayaan ijarah multijasa lembaga keuangan
syariah, Alkiya Fata llahy dalam skripsinya yang bejudul: Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Akad Pembiayaan ljarah Multijasa di BMT Batik Mataram Wirobrajan

1 Ajeng Mar‘atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam
Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Az Zarga, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, Pdf, him. 103-120.

12 Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan ljarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan
Pendidikan (Kajian Teradap Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 44/DSN-MUI/V11/2004 Tentang
Pembiayaan Multijasa)”, Jurnal ASAS, VVol.6, No.2, Juli 2014, Pdf, him. 78-86.
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Yogyakarta, meninjau paktek pembiayaan ijarah multijasa di BMT Batik
Mataram Wirobrajan Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. Hasil
penelitiannya bahwa praktek pembiayaan tersebut kurang sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VI11/2004, karena bagi hasil yang digunakan BMT
Batik Mataram dalam akad ijarah. Di dalam akad ijarah pada fatwa tersebut
adalah menggunakan fee atau ujrah. Akan tetapi penetapan besaran nominal fee
atau ujrah yang dilakukan BMT Mataram berdasarkan kemampuan yang dimiliki
oleh nasabah dan nasabah diberikan kesempatan negosiasi besaran fee atau ujrah,
hal tersebut merupakan telah mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam bentuk
tanpa adanya paksaan dan mengangkat nilai keridaan dari pihak yang
berkepentingan.™

Kemudian Sofyan Zefri, dalam tesisnya yang berjudul: Penyelesaian
Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Kasus Sengketa Pembiayaan
al-Musyarakah), membahas faktor-faktor yang menjadi analisis hakim Pengadilan
Agama Purbalingga dalam memberikan pertimbangan hukum guna menyelesaikan
sengketa terkait pemenuhan kewajiban akad al-musyarakah dan relevansinya
terhadap sistem hukum perbankan syariah yang berlaku di Indonesia. Adapun
hasil dalam penelitian tersebut pertimbangan hakim yang dijadikan dalam
memutus maupun menyelesaikan sengketa pembiayaan al-musyarakah terkait
dengan faktor pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi (ta 'wid), dan faktor

penyebab terjadinya sengketa dalam aplikasi pembiayaan al-musyarakah, masih

B3 Alkiya Fata Ilahy “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan ljarah Multijasa
di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta, ” Skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2013, Pdf.
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perlu mendapat perhatian lebih. Sedangkan relevansi praktik hukum penyelesaian
sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama ini sangatlah relevan, sebagai
bentuk komitmen Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum yang
berkeadilan, untuk menciptakan stabilitas ekonomi berbasis syariah yang relevan
dengan sistem hukum perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.*

Sementara Ahmad Rais, dalam tesisnya yang berjudul: Tinjauan Yuridis
Akad ljarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) dan Akad Musyarakah Mutanagisah
dengan Jaminan Hak Tangggungan dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi
Penerapan Akad Pada Bank Syariah (Bank X) dan Unit Usaha Syariah Bank
Konvensional (Bank Y), membahas tentang praktik penerapan akad ijarah
muntahiya bitamlik (IMBT) dan musyarakah mutandagisah, akad terebut dapat
dipersamakan dengan akad pinjaman uang yang berakibat nasabah berutang
kepada bank dengan jaminan obyek akad tersebut. Hal ini telah terjadi perubahan
tujuan akad itu sendiri di mana pada akad ijarah muntahiya bitamlik (IMBT)
adalah sewa dengan opsi membeli. Sedangkan pada akad musyarakah
mutandgisah adalah perkongsian modal antara bank dan nasabah.*

Masih dalam kajian akad ijarah, Wahyu Heru Pamungkas, dalam tesis yang
berjudul: “Penentuan Tarif ljarah di Perbankan Syariah (Studi Terhadap Gadai

Emas di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam),”

 Sofyan Zefri, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan
Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Kasus Sengketa Pembiayaan
al-Musyarakah),” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.

> Ahmad Rais, S.H., "Tinjauan Yuridis Akad ljarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) dan
Akad Musyarakah Mutanagisah dengan Jaminan Hak Tangggungan dalam Pembiayaan
Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank Syariah (Bank X) dan Unit Usaha Syariah
Bank Konvensional (Bank Y)," Tesis Universitas Indonesia tahun 2012, Pdf.
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membahas tentang proses penentuan tarif ijarah gadai emas dan pelaksanaanya di
BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta. Hasil penelitiannya dalam menentukan tarif
ijarah gadai emas menggunakan empat komponen yaitu: margin yang diharapkan
bank, nilai likuiditas jaminan, kadar emas, dan harga standar pasar. Namun
terdapat persoalan dalam penentuan tarif gadai emas, yaitu mempersamakan
antara waktu yang berbeda yang berkategori time value of money. Dan masih ada
persoalan terkait dengan payung hukum adanya multi akad (‘uguzd al-murakkab)
dalam transaksi tersebut.*®

Di samping alasan-alasan di atas, menurut pengamatan penulis, selama ini
wacana pembiayaan ijarah multijasa di perbankan syariah dan penyelesaian
pembiayaan ijarah multijasa bermasalah di perbankan syariah masih dianggap
sebagai sesuatu yang bisa dikategorikan ke dalam persoalan urgen dalam
perkembangan perbankan syariah dan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi
syariah. Dalam arti, semakin pesat perkembangan perbankan syariah, semakin
besar pula kemungkinan terjadinya perselisihan atau persengketaan dalam
masalah perbankan syariah. Maka membutuhkan penanganan yang profesional

dari lembaga-lembaga yang berwenang tersebut untuk menanganinya.

E. Kerangka Teoritik
Dalam UU Perbankan Syariah pemberian pembiayaan adalah penyediaan
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.

'® Wahyu Heru Pamungkas, “Penentuan Tarif ljarah di Perbankan Syariah (Studi Terhadap
Gadai Emas di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam),” Tesis UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012.
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2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
(ijarah muntahiya bitamlik).

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabakah, salam, dan istisna .

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gard.

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit
usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.*’

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak,
bermacam-macam dan kata jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi
orang lain, manfaat, jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang
bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Pembiayaan multijasa adalah
pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dalam memperoleh manfaat atas
suatu jasa. Peminjaman atas jasa seseorang, seperti yang terdapat dalam surat al-

Qur’an surat al-Bagarah ayat 233:
Al Lo aralu 13 SCle L M Syl Lo i 0f 233,51 ol

. &

“... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Bagarah [2]: 233)

17 pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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Menurut lbnu Katsir sebagaimana yang dikutip dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, dikatakan bahwa jika kedua
orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka
diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah atau pembayaran yang
baik atau patut kepada orang tersbut. Hal ini menunjukan adanya jasa yang
diberikan dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang
diterima.™®

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab ijarah berasal dari kata “ajara”,
yang sinonimnya: “akrg” yang berarti menyewakan, “a fahu ajran” yang berarti
ia memberinya upah, “asabahu” yang berarti memberinya pahala.'® Secara bahasa
ijarah berasal dari kata ajara-ya juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam
suatu pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu
manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang
dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas
suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.”

Heri Soedarsono dalam bukunya mengatakan bahwa al-ija rah berasal dari
kata al-ajru yang berarti al- ‘iwad (ganti), ijarah berarti lease contract dan juga
hire contract. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract

dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment)

8 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi
Syariah, Cet. I, Eds. I, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 843.

¥ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 315.

2 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, etal, Ensiklopedi Figh Muamalah dalam
Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), him. 311.
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kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah
ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).*

ljarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun
jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka
disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga
kerja disebut upah mengupah.? Dia juga menjelaskan bahwa transaksi ijarah
dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan
(hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun
perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek
transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat
dari barang maupun jasa, dengan ijarah bank syariah dapat pula melayani nasabah
yang hanya membutuhkan jasa.?

Sengketa yang terjadi harus diselesaikan agar tidak ada para pihak yang
merasa dirugikan. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap
permasalahan-permasalahan yang ada dalam ekonomi dapat terselesaikan dengan
sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang
berujung pada ketidakadilan. Dalam tradisi Islam klasik, terdapat tiga bentuk
mekanisme penyelesaian sengketa yang pernah berkembang, baik pada masa

Rasulullah Saw, para sahabat, Khalifah Bani Umayyah, dan Bani Abbasiah, yaitu:

2l Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan llustrasi,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), him. 73.

22 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, Eds. V, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2013), him. 74.

2 bid, him. 137.
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sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan proses litigasi yang disebut dengan
wilayat al-aqda (kekuasaan kehakiman).

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan masalah ekonomi.
Menganalisis pembiayaan bermasalah ini lebih sulit dibanding pada pengajuan
pembiayaan baru. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya
berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.** Berdasarkan
ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang
Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:
9/9/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI1/2008, kualitas
pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek: prospek usaha, Kkinerja
(performance) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan
menyerahkan barang pesanan.”®

Penyelesaian sengketa perbankan syariah terdiri dari penyelesaian non
litigasi dan penyelesaian sengketa litigasi, masing-masing mempunyai keunggulan
dan kekurangannya. Maka penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di

perbankan syariah dapat dilakukan dengan kedua cara tersebut.

F. Metode Penelitian
Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk

ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis

2 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Eds. I,
Cet. Il, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 66.

% peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PB1/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum
yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
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penelitian yang bertumpu pada data sekunder sebagai data rujukan utama. Fokus

yang diteliti adalah sistematika dan perangkat dari kaedah hukum perbankan

syariah dalam pemberian pembiayaan ijarah multijasa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.?

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka dalam
pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen.
Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari,
mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan
perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti. Berdasarkan pada metode pengumpulan data tersebut maka
jenis data sekunder yang digunakan penulis meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu: Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.,
Salinan Putusan Sela Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, Salinan Putusan
Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa
Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri
Wahyono, S.H., M.Kn, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Eds. 1, cet. XIll, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), him. 13-14.



20

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2006, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia
Tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa
Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan ljarah, dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Multijasa.

2. Bahan hukum sekunder: literatur yang sesuai dengan masalah, hasil penelitian
hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini, dan makalah atau artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Bahan hukum tersier: kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan lain yang dapat
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer
dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Setelah terkumpul data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
akan diidentifikasikan dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan
masalah yang dibahas.?’

Pada analisis data menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada
aspek analisis subjektif penelitian dengan menekankan pada data yang diperoleh,
dan pendekatan yang dilakukan peneliti apakah menekan pada peraturan
perundang-undangan, putusan hakim atau perbandingan. Dari metode yang
digunakan sehingga menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif
analistis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh?

2 1bid, him. 116.

2 1bid, him. 250.
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yang tujuannya untuk menggambarkan dan menganalisa data yang telah didapat

yang kemudian dituangkan dalam penulisan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam tesis ini tersusun secara organis dan sistematis,
maka pembahasannya akan dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika
pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pengantar, bab ini memaparkan segala hal yang
menjadi dasar dilakukannya penelitian, yang mencakup urain latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan maupun kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang teori tentang akad dalam persepektif hukum Islam,
akad ijarah dalam perepektif hukum Islam, tinjauan umum mengenai ijarah
multijasa, aplikasi akad ijarah multijasa pembiayaan di perbankan syariah, serta
penyelesiaan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah sebagai gambaran
awal dalam memahami konstruksi akad pembiayaan ijarah multijasa, serta
penyelesiaan sengketa pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

Bab ketiga membahas secara utuh tentang pembiayaan ijarah multijasa di
BPRS ABC, serta penyelesiaan sengketa pembiayaan bermasalah di BPRS ABC.
Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pembiayaan
ijjarah multijasa di BPRS ABC, serta penyelesiaan sengketa pembiayaan

bermasalah di BPRS ABC.
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Bab keempat merupakan bab terakhir ini, penulis menutup penulisan tesis
ini. Bab ini berisi kesimpulan atas apa yang telah dibahas oleh penulis pada bab
sebelumnya, dan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam
pokok permasalahan dan yang terakhir adalah saran-saran yang dikemukakan oleh
penulis yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan
pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam bab
pendahuluan. Selain itu, peneliti juga mencantumkan saran-saran penelitian yang
belum tercover atau terlewatkan dalam tesis ini untuk ditindaklanjuti, sehingga
diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya seputar tema pembiayaan

ijarah multijasa serta penyelesiaan sengketa pembiayaan di perbankan syariah.



BAB Il
AKAD IJARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
APLIKASINYA DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI

PERBANKAN SYARIAH

A. Akad Dalam Perspektif Hukum Islam
1. Definisi Akad dan Dasar Hukumnya
Akad® (al-‘aqd, jamaknya al-’ugad) secara bahasa berarti al-raby, yaitu
ikatan atau mengikat.*® Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan
sebagai berikut:

Menurut Wahbah az-Zuhailt dan Mustahfa Ahmad az-Zarqa, akad adalah:

alae o il g g pleday o sl ol Ll )|
“Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’
yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.*
Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum

bagi obyeknya.*

Z|stilah Akad dalam hukum Islam, disebut sebagai perjanjian dalam hukum positif di
Indonesia. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Eds. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), him. 68.

®Mustahfa Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-Fighiy al-‘4m, Juz |, (Damaskus: Dar al-
Qalam, 1998), him. 381. Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz wa Adillatuh, Juz 1V, (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1985), hIm. 80. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., him. 68.

#\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam7 wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 80-81 dan Mustahfa
Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-Fighiy al-‘4m, Juz I, ..., him. 382.

#|jab adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu
pihak. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak
lain.

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Eds. I, ..., him. 68.

23
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah®* (selanjutnya disingkat
KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau
lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.®

Menurut penulis, kesimpulan dari beberapa definisi akad adalah kesepakatan
kedua belah pihak atau lebih yang sesuai dengan syara’ dan mempunyai akibat
hukum bagi obyeknya.

Adapun dasar hukum akad, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1:

759 25800 gyl Tgals w1 Ly L

“Wahageorang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji” (Q.S. al-Maidah
[5]: 1).
b. Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 33:

< s
Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah
menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya
dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya, Allah
Maha Menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa [4]: 33).%

%*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008.

*pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
% Janji di sini adalah janji setia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam
pergaulan sesamanya. Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani,

2005), him. 141.

" 1bid., him. 108.
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2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun® akad, menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad ada
empat:*°
a. Para pihak yang membuat akad (al- ‘agida’in).

b. Pernyataan kehendak para pihak (sigatul- ‘aqd).
c. Obyek akad (makalul- ‘agd).
d. Tujuan Akad (maudi’ al- ‘agd).*

Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:*!
a. Syarat* terbentuknya akad (syurath al-in ‘igad)

Syarat ini diperlukan agar rukun-rukun akad dapat berfungsi membentuk
akad. Syarat-syarat tersebut antara lain, pertama rukun para pihak yang membuat
akad (al-‘agida’in), harus memenuhi dua syarat yaitu tamyiz dan berbilang (at-
ta’addud). Kedua, pernyataan kehendak para pihak (sigatul-‘agd), harus

memenuhi dua syarat yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul (dengan kata lain

*Rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat
internal (dakhilz) dari sesuatu yang ditegakkannya. Mustahfa Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-
Fighiy al- ‘4m, Juz I, ..., him. 389-400.

*\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, ..., him. 94, Mustahfa Ahmad
az-Zarqa, al-Madkhal al-Fighiy al-‘4m, Juz 1, ..., hlm. 399-400. Syamsul Anwar, Hukum
Perjanjian Syariah, ..., hIm. 96-98. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

“Rukun yang kempat ini adalah tambahan dari ahli hukum Islam kontemporer. Para ahli
hukum pra modern tidak menyebutkan tujuan akad sebagai rukun akad. Rukun yang keempat
mirip dengan syarat keempat perjanjian menurut hukum perjanjian kontinental pada umumnya,
yaitu kausa. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tujuan akad adalah salah satu rukun
dalam akad.

“Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 99-106. Fathurrahman Djamil,
Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Cet. I, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), him. 162.

*Syarat adalah sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya
sesuatu yang lain, sedangkan ia bersifat eksternal (khariji). Mustahfa Ahmad az-Zarqa, al-
Madkhal al-Fighiy al- ‘4m, Juz I, ..., him. 392,
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tercapainya kata sepakat) dan kesatuan majelis akad. Ketiga, obyek akad
(ma/alul- ‘agd), harus memenuhi tiga syarat yaitu obyek dapat diserahkan, obyek
dapat ditentukan, dan obyek bisa ditransaksikan. Tujuan akad (maudii’ al- ‘agd),
harus memenuhi syarat-syarat yaitu tidak bertentangan dengan syara’.*®

b. Syarat keabsahan akad (syurit as-sihah)

Syarat ini diperlukan untuk kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna.
Unsur-unsur penyempurna ini disebut dengan syarat keabsahan akad. Syarat ini
dibedakan menjadi dua. Syarat keabsahan umum yang berlaku dalam semua akad
atau paling tidak berlaku pada semua akad dan syarat keabsahan khusus yang
berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. Pertama, rukun para pihak yang
membuat akad (al- ‘agida’in) dengan dua syarat tamyiz dan berbilang pihak, tidak
memerlukan unsur-unsur penyempurna. Kedua, pernyataan kehendak para pihak
(sigatul- ‘agd), dengan kedua syaratnya tidak memerlukan unsur penyempurna.
Namun menurut jumhur ulama figh syarat dari kedua rukun kedua ini memerlukan
penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas
tanpa paksaan. Ketiga, obyek akad (mafkalul-‘aqd) dengan ketiga syaratnya
memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat obyek dapat
diserahkan memerlukan unsur penyempurna, Yyaitu penyerahan itu tidak

menimbulkan kerugian (darar). Syarat obyek bisa ditransaksikan memerlukan

**Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menambahkan bahwa akad tidak sah apabila
bertentangan dengan syariat Islam, perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. pasal
26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid,** dan bagi akad atas
beban harus bebas dari riba.
c. Syarat berlakunya akibat hukum (syurit an-nafaz).

Syarat ini adalah syarat akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat
dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad mauquf
(terhenti atau tergantung). Agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya suatu akad
harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, adanya kewenangan
sempurna atas obyek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang
dilakukan. Kewenangan sempurna atas obyek akad terpenuhi dengan para pihak
mempunyai kepemilikan atas obyek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari
pemilik dan obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Kewenangan atas
tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan
bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Jadi
akad yang sah, yaitu telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat
keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pertama akad mauqf,
akad yang sah tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya, karena belum
memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. Kedua, akad nazis, yaitu akad yang
sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat
berlakunya akibat hukum.

d. Syarat mengikatnya akad (syurit luzam).
Syarat ini adalah syarat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak

menarik kembali persetujuannya atau kesepakatannya secara sepihak tanpa

“Empat sebab yang menyebabkan fasid suatu akad, meskipun telah memenuhi rukun dan
syarat terbentuknya akad yaitu: penyerahan yang menibulkan kerugian, garar, syarat-syarat fasid,
dan riba.
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kesepakatan pihak lain. Walaupun akad telah memenuhi rukunnya, serta syarat
terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum. Namun
syarat mengikatnya akad (syurzt luzizm) tidak berlaku bagi semua akad walaupun
rukun dan syaratnya terpenuhi. Karena disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau

adanya hak khiyar pada salah satu pihak.

3. Sah dan Batalnya Akad

Akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi,
tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Akan tetapi
karena syarat-syarat akad itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan
akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai sejauh mana rukun dan syarat-syarat
terpenuhi. Madzhab Hanafi membagi tingkatan kebatalan dan keabsahan akad
menjadi lima peringkat, yaitu: akad baril, akad fasid, akad maugaf, akad nafiz gair
lazim, dan akad nafiz lazim. Madzhab-madzhab lain tidak membedakan akad batal
dan akad fasid, bagi mereka keduanya adalah akad yang batal.*

Dalam pasal 27 KHES keabsahan akad terbagi dalam tiga kategori,
selanjutnya pasal 28 KHES memberikan penjelasan tentang kategori tersebut.
Kategori akad beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:*®
a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

b. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya,

tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena

pertimbangan maslakat.

** Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., him. 244-245.

“®pasal 27 — 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat

KUHPerdata), suatu akad yang sah harus terpenuhi empat unsur:*’

a. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri, artinya kedua
belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan itu harus
dinyatakan. Tidak adanya paksaan, berarti seseorang memberikan
persetujuannya karena takut pada suatu ancaman.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, artinya para pihak cakap menurut
hukum untuk bertindak sendiri.

c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, artinya suatu barang yang cukup jelas
dan barang harus ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab (“oorzaak) yang halal (tidak dilarang), artinya para pihak
menghendaki yang diperjanjikan. Perjanjian tanpa suatu klausa atau memakai
klausa palsu tidak mempunyai kekuatan. Klausa yang tidak diperbolehkan
adalah klausa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan

ketertiban umum.

4. Akibat Hukum Suatu Akad
Akibat hukum dari suatu akad ada dua, yaitu terhadap para pihak dan

terhadap isi pada akad, antara lain sebagai berikut:

“’Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti, Pokok-Pokok Hukum
Perdata, Cet. XXXI, (Jakarta: Intermasa, 2003), him. 134-144.
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a. Akibat Hukum Suatu Akad Terhadap Para Pihak

Akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad tersebut
mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Akad wajib dipenuhi
yang timbul dari perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik kembali akad
tersebut kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan
yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan mengikat bagi
para pihak yang membuatnya untuk melakukan akad tersebut.*®

Akibat hukum suatu akad, dalam KHES disebutkan bahwa, semua akad
yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nas syari’ah bagi mereka yang
mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan
secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nas-nas syari’ah. Suatu akad hanya
berlaku antara pihak-pihak yang mengadaakan akad.*® Para pihak yang membuat
akad adakalanya untuk dirinya sendiri dan adakalanya untuk atas nama orang lain.
Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang
memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.*
b. Akibat Hukum Suatu Akad Terhadap Isinya

Akibat hukum suatu akad perlu dilakukan mengenai ruang lingkup isi akad.
Untuk mengetahui ruang lingkup akad adalah dengan cara menafsirkan isi akad
dan menetukan cakupan isi akad. Menafsirkan akad adalah upaya menentukan apa

yang menjadi maksud bersama para pihak. Adapun menentukan cakupan isi akad,

“8Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, him. ..., him. 263-265.
“pasal 44-46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*Opasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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yaitu cakupan prestasi yang menjadi hak salah satu pihak dan kewajiban pihak
lain.>!

Akad beserta ruang lingkup isi dan cakupannya mengikat para pihak dan
wajib dipenuhi. Namun jika terjadi suatu perubahan keadaan yang mengakibatkan
pelaksanaan akad sangat memberatkan dan membawa kerugian pihak lain, atau
terjadi suatu peristiwa luar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak
dapat diduga sebelumnya serta menyebabkan perjanjian yang sangat memberatkan
salah satu pihak dan menimbulkan kerugian fatal atau disebut dengan overmacht
(paksaan),>® terdapat berbagai pendapat mengenai cara penerapan keadaan yang
memberatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pendapat tersebut antara lain:
melalui kesepakatan, melalui kehendak sepihak, atau melalui hakim sesuai dengan
keadaan masing-masing akad.>® Syarat keadaan memaksa atau darurat dalam pasal
41 KHES adalah seperti: peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut
tidak terduga olen para pihak, peristiwva tersebut tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi,

peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus

> Akibat hukum suatu akad, dalam hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu akibat
hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok akad untuk akad bernama sudah
ditetapkan. Sedangakan akad tidak bernama, akibat hukum pokok akad tidak bernama ditetapkan
oleh para pihak. Adapun Akibat hukum akad tambahan yaitu hak-hak akad ditentukan oleh
pembuat hukum syariah dan diperjanjikan oleh para pihak dalam klausul akad. Syamsul Anwar,
Hukum Perjanjian Syariah, ..., him. 301-312.

%2Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan
akadterhalang untuk melaksanakan prestasinya. Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*3Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., him. 312-329.
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melakukan prestasi, dan pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam
keadaan beriktikad buruk.>

Adapun tangggung jawab akad (daman al-‘aqd), bagi pihak yang tidak
melaksanakan kewajibannya sebagai mestinya sehingga menimbulkan kerugian
pihak lain, untuk melindungi pihak yang dirugikan, dapat membebankan tanggung

jawab memberi ganti rugi pada pihak yang mengingkari janji.>

5. Terminasi Akad

Terminasi akad merupakan tindakan mengakhiri perjanjian yang telah
tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi
akad berdasakan berakhirnya, dimana akad berakhir dengan selesainya pelaksanan
akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad
tersebut sehingga akad telah terwujud tujuannya.®® Sedangkan terminasi akad
berakhir dengan di-fasakh (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak
dilaksanakan karena suatu atau lain sebab. Secara umum, fasakh (pemutusan)
akad dalam hukum Islam meliputi: pertama, fasakh terhadap akad fasid, yaitu
akad yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli-ahli hukum
Hanafi, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Kedua,
terhadap akad yang yang tidak mengikat, (gair lazim). Ketiga, fasakh terhadap

akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasyakahnnya atau karena adanya

*Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
%5Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., him. 329-339.

*Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 106.
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urbun. Kempat, fasakh terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan
perikatannya.>” Atas dasar itu pembahasan tentang terminasi akad meliputi empat
hal, yaitu:*®

a. Terminasi akad berdasarkan kesepakatan (al-igalah).

Terminasi akad dengan kesepakatan (al-igalah) merupakan tindakan para
pihak berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka
tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak
kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Jadi terminasi
akad berdasarkan kesepakatan (al-igalah) merupakan kesepakatan bersama para
pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti
tidak pernah ada suatu akad. Akibat hukum yang timbul dari terminasi ini tidak
hanya berlaku sejak dilakukannya pemutusan, tetapi juga saat dibuatnya akad.
Dengan kata lain, al-igalah mempunyai akibat hukum berlaku surut.*

b. Terminasi terkait pembayaran urbun di muka.

Terminasi akad terkait urbun merupakan pemutusan akad secara sepihak
dengan memikul suatu kerugian tertentu.®® Tujuan pembayaran urbun, yaitu:
pertama urbun dimaksudkan sebagai bukti untuk memeperkuat akad tidak boleh
diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau

adat kebiasaan yang menetukan lain. Kedua, urbun sebagai pemberian hak kepada

*" Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ...., him. 340-359.

*® Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Figh Muamalah,”
Jurnal Asas, (Volume 2 Nomor 2 Juli 2010), him. 11-13.

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., him. 341-347. Abdul Manan, Hukum
Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, ..., him. 107.

%Mayoritas ulama figh pra moderen berpendapat bahwa urbun tidak sah. Sedangkan
padangan fugaha Hambali mengenai urbun adalah suatu yang sah.
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masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri
dengan imbalan urbun yang dibayarkan. Kedua hal tersebut memperlihatkan
bahwa urbun pada asasnya sebagai bukti penguat atas akad dimana tidak boleh
ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain dan pembayaran urbun sebagai
penegasan hak untuk membatalkan akad secara sepihak sehingga harus dilakukan
berdasarkan kesepakatan. Dari beberapa hal tersebut bahwa akad yang semula
mengikat begi kedua pihak berubah menjadi akad imbalan atas pemutusan secara
sepihak. Jadi urbun merupakan saran melalui pemutusan akad dilakukan.®*
c. Terminasi akad karena tidak dilaksanakan

Terminasi akad karena akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, para ulama
figh pra moderen berpendapat apabila salah satu pihak tidak melaksanakan
perikatannya, pihak lain dapat meminta fasakh akad atas dasar pihak tersebut
cidera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Pihak tersebut yang tidak dapat
melaksanakan akad dapat dituntut agar melaksanakan perikatannya atau menuntut
daman (ganti kerugian) sesuai dengan keadaan dan dasar penuntutan daman
tersebut adalah akad itu sendiri.

Dalam pasal 38 KHES pihak yang melakukan ingkar janji dapat diberi
sanksi, sanksi tersebut yaitu, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan
resiko, denda, dan membayar biaya perkara. Kemudian berikutnya dalam pasal 39

KHES sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:®

81 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., him. 349-351.

62pasal 38-39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap
melakukan ingkar janiji.

2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan
ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Sedangkan ulama figh moderen berpandangan bahwa pemberian
kewenangan kepada hakim untuk memfasakh akad atas permintaan salah satu
pihak karena pihak lain tidak memenuhi atau melaksanakan perikatannya tidak
bertentangan asas-asas hukum Islam. Namun pihak yang diberi hak untuk
meminta fasakh atas akad yang bersangkutan, maka lebih berhak lagi untuk
menahan atau menunda pelaksanaan perikatannya sampai pihak mitra janji
melaksanakan pula kewajibannya, dalam hukum Islam disebut sebagai hak
menahan (kaq al-habs).*

d. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan.

Terminasi akad yang mustahil dilaksanakan perikatannya oleh salah satu

pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa

perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan.®*

%Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, ..., him. 107. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ...., him. 351-358.

%Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, ..., him. 107. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hIm. 359.
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B. Akad ljarah Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Akad ljarah

ljarah mempunyai arti sewa-menyewa, berasal dari kata “ajara”, yang

sinonimnya: “akra” yang berarti menyewakan, “a’fahu ajran” yang berarti ia
memberinya upah, “asabahu” yang berarti memberinya pahala,® secara bahasa
Wahbah az-Zuhaili mengartikan ijarah dengan bahasa “ba’i al-manfa’ah” yang
berarti jual beli manfaat,”® dan Sayyid Sabiq mengemukakan ijarah diambil dari
kata “al-ajr” yang berarti “al- ‘iwad”’ (imbalan).®’

Beberapa definisi secara istilah ijarah dari pendapat di kalangan ulama, antara
lain:

a. Menurut ulama Hanafi:

Jlagh i gny Andia Sl die
akad ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.®®
b. Menurut ulama Syafi’i:

astae gy AalY) g Joull AL 4o slas 83 geale dniia e dic
akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu

yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.®®
c. Menurut ulama Maliki:

,c«gﬁ:\j):\.'c uawaxjhnahcugeﬁacaugﬂlm%m

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 315.
®®\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 730.

%7sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 111, (Kairo: Dar al-Fath al-‘Ilam al-‘Arabi, 1996), him.
138.

%8\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 732,

%\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-I1slami wa Adillatuh, Juz IV, ..., him. 732., Tagiyudin Abi
Bakar, Kifayah al-Akkyar fi Halli Gayah al-lkhtishar, (Damaskus: Dar al-Basya’i’r, 2001), hlm.
353. ‘Abdur ar-Rahman al-Jazairi, Abdurrahman, Kitab al-Figh ‘ala al-Madzhahib al-Arba’ah,
Juz 11, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hlm. 89.
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akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat
suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan
berasal dari manfaat.”

d. Menurut ulama Hambali:

e%wﬁh%ﬁh@ﬂ@h}uﬁuﬁumé& Jdac

akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang diperbolehkan mengambil
manfaat sesuatu dari sesuatu pada masa tertentu dengan imbalan tertentu.”

Dari beberapa definisi akad ijarah di atas, penulis menyimpulkan bahwa
akad ijarah adalah akad atas suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan

memberikan imbalan tertentu.

2. Pendapat Ulama Tentang Akad ljarah dan Dasar Hukumnya

Jumhur Ulama figh sepakat bahwa ijarah merupakan akad Yyang
diperbolehkan oleh syara’, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar al-Asham,
Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kisan.
Mereka tidak memperbolehkan ijarah karena ijarah adalah jual beli manfaat pada
saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu
barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang
tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.”® Pendapat ulama yang

tidak memperbolehkan akad ijarah disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat

%< Abdur ar-Rahman al-Jazairi, Abdurrahman, Kitab al-Figh ‘ala al-Madzhahib al-4rba’ah,
Juz I, ..., him. 88. Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, ..., him. 732.

™ <Abdur ar-Rahman al-Jazairi, Abdurrahman, Kitab al-Figh ‘ala al-Madzhahib al-
Arba’ah, Juz 11, ..., him. 90.

"2 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamr wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 730.
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walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan

terwujud, dan inilah yang menjadi pertimbangan syara’.”

Alasan jumhur ulama figh tentang dibolehkan akad ijarah adalah dengan
dasar hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur’an surat ath-Thalag ayat 6:

P
S oposr ) sl S )l O
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
ber7i4kanlah kepada imbalannya kepada mereka, ... (Q.S. ath-Thalag [65]:
6).
b. Al-Qur’an surat al-Qashash ayat 26 dan 27:

P

ol 58l @l o i ] omenal el Loghas | I

s 25 ol Us s sl el LSOl of w5l JB
P P

[

(D) odeall el cla o Gt

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku!
Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang
paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang
kuat dan dapat dipercaya". (Q.S. al-Qashash [28]: 26).

Dia (Syu'aib) berkata : "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan
engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan
ketentuan bahwa engkau bekerja denganku selama delapan tahun dan jika
kamu sempurnakan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari
kamu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau
akan mendapatiku termasuk orang yang baik". (Q.S. al-Qashash [28]: 27).”

Muhammad Ibnu Rusd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtashid, Juz
IV, (Kairo: Dar as-Salam, 1995), him. 1797.

"“Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ..., him. 817.

™ bid., him. 547.
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c. Hadits Ibnu Abbas:

oal alaall ael g 8 il anial 1 Lagie &l ey (ulae (3l (0
Dari Ibnu Abbas RA.beliau berkata, Nabi SAW. berbekam dan beliau

memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. [HR. Al-Bukhari].”
d. Hadits Ibnu‘Umar:

a}\).m‘zf\jlac\ M) Jgmy J d\ALq@_\r_&s\@.aJ)Acu.a\
A ey ol U
Dari Ibnu ‘Umar RA. beliau berkata, Rasullah SAW. bersabda kepada
tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. [HR. Ibnu Majah].”’
e.  Menurut ijma’:

(»;\J\ 3o J ey I Sl Haall o) b :\.:y\ g_,mms
uJL cJ\A\)“ Asc.));_a u\_\;} u\_a.c\)” ‘;L @A\J&G)\A\.Ah M}M\

a3l
“Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan ijarah
sebelum keberadaan al-Asham, ibnu Ullayah, dan lain sebagainya, hal itu
didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagai

kebutuhan mereka yang rill, dan selama akad jual beli barang
diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga”.”®

3. Rukun dan Syarat Akad ljarah
Menurut mayoritas ahli figh, rukun ijarah ada empat, yaitu:”®
a. ‘Aqgid, yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang

menyewa).

b. Sigat (kehendak para pihak), yaitu ijab dan kabul.

"®Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, Subul as-Salam, Juz V, (Saudi Arabia: Dar lbn Jauzi,
1997), him. 269.

" Ibid ..., him. 264.
"\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 731.
Namun menurut Hanafi, rukun akad ijarah hanya satu, yaitu ijab dan kabul, yakni

pernyataan dari orang yang menyewa dan disewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal ijarah,
isti’jar, iktira’, dan ikra@’. Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, ..., him. 732.
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c. Ujrah (uang sewa atau upah).
d. Manfaat, yaitu manfaat dari obyek yang disewakan atau jasa dari seseorang.
Dalam KHES, rukun ijarah ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak
yang menyewakan, benda yang dijarahkan, dan akad.®® Berbeda®™ dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad ijarah dibagi
menjadi tiga, yaitu:®
a. Sigat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak
yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
b. Pihak-pihak yang berakad, yaitu terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa
dan penyewa atau pengguna jasa.
c. Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan
upah.
Adapun syarat ijarah seperti dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah
dibedakan menjadi empat macam, seperti syarat suatu akad, yaitu:
a. Syarat terbentuknya akad ijarah (syurzath al-in ‘igad).
Syarat terjadinya akad ijarah berkaitan dengan ‘aqid, akad ijarah, dan obyek
akad ijarah. Syarat yang berkaitan ‘agid pada akad ijarah, * aqid adalah berakal
dan mumayyiz menurut ulama Hanafi, dan baligh menurut ulama Syafi’i dan

ulama Hambali. Jadi, menurut ulama Maliki, tamzzs merupakan syarat dalam sewa

89pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

8 Perbedaan rukun akad ijarah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah terletak pada jumlah rukun, namun sebenarnya sama
dengan rukun akad ijarah yang ditentuan oleh mayoritas ulama figh, karena dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional mengabungkan rukun manfaat dan rukun ujrah dalam satu rukun yaitu rukun
obyek akad ijarah.

8Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.
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menyewa dan jual beli, sedangkan balig merupakan syarat kelangsungan

(nafaz).®® Dalam KHES ‘aqid akad ijarah harus mempunyai kecakapan melakukan

perbuatan hukum.®

b. Syarat keabsahan akad ijarah (syurt as-sihah).

Untuk memehuhi keabsahan akad ijarah harus dipenuhi beberapa syarat
yang berkaitan dengan ‘aqgid (pelaku), sigat, ujrah (sewa atau upah), dan Manfaat.
Syarat-syarat tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan ‘agid akad ijarah harus ada unsur kesepakatan kedua belah pihak
atau persetujuan pada sigat akad ijarah.®®> Dalam KHES sigat akad ijarah harus
jelas dan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.®

2) Obyek dalam akad ijarah (ma’qid ‘alaih) manfaatnya harus jelas, kejelasan
obyek ijarah bisa dilakukan dengan cara: pertama, obyek manfaat harus jelas
atau dapat diketahui benda yang yang disewakan atau jenis jasa yang akan
diberikan. Kedua, masa manfaat obyek yang akan disewakan atau jangka
waktu jasa yang akan diberikan. Ketiga, harus ada kejelasan jenis jasa
pekerjaan.®’

3) Obyek akad ijarah dapat dipenuhi, baik secara hakiki maupun syar’i.

Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zuhair berpendapat bahwa

#\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 734-735.
84pasal 257 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

®\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 736. Abdul Rahman
Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 279.

8pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

8\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, ...., him. 736-741. Abdul
Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ..., him. 279.
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tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikut sertakan
pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa
diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi mayoritas ulama figh
menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak,
karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu
dengan pemilik yang lain.?® Dalam KHES pihak yang menyewakan benda
haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.®

Berbeda dengan pendapat Sayyid Sabig, ‘aqid diperbolehkan menyewakan
lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang
sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Penyewa
pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia
menyewakan atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga
penyewaan pertama. Hal ini boleh dilakukan karena kebiasaan atau disebut al-
khulwu.®

Manfaat akad ijarah harus memenuhi syarat-syarat atau tidak bertentangan
dengan syara’.**

Pekerjaan yang dilakukan bukan fardu atau kewajiban orang yang disewa
(ajir) sebelum dilakukannya ijarah. Karena seseorang yang melakukan

pekerjaan yang wajib dilakukannya, tidak berhak upah atas pekerjaan itu.*

®\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 741-744.
¥pasal 259 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
% sayyid Sabiqg, Figh as-Sunnah, Juz 111, ..., him 194-195.

*Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 744-745. Abdul

Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ...., him. 279.
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6) Obyek atau manfaat akad ijarah tidak boleh diambil manfaatnya oleh mu jir
(orang yang menyewakan).

7) Manfaat obyek akad ijarah harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad
ijarah.*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai
berikut:

1) Upah atau ujrah harus berupa mal mutagawim yang diketahui, syarat ini
disepakati oleh para ulama.*® Kemudian dalam KHES upah atau ujrah dapat
berupa uang surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Upah
atau ujrah dapat dibayar dengan uang muka® ataupun tidak, pembayaran
dapat didahulukan atau pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan
ataupun diutang berdasarkan kesepakatan.®’

2) Upah atau ujrah tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma 'qiid ‘alaih.®

®\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 745-747. Abdul
Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ..., him. 280.

%\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam7 wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 747-748.
* Ibid ..., him. 748-749.

% Ibid ..., him. 749-752. Abdul Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ...,
him. 280.

%Dalam KHES memberikan tentang uang muka sebagai berikut: uang muka ijarah yang
sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad, uang muka ijarah
harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak
yang menyewakan, dan uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan
jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa. Pasal 264 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah.

%"pasal 263 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

%\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 752-753.
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Syarat berlakunya akibat hukum (syurzt an-nafaz)

Untuk berlakunya akibat hukum (nafaz) akad ijarah disyaratkan

terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila ‘aqid tidak mempunyai

hak milik atau kekuasaan wilayah seperti akad yang dilakukan fuduli, maka

akadnya tidak berlaku akibat hukumnya. Menurut ulama Maliki dan ulama Hanafi

statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik obyek atau

manfaat. Akan tetapi, menurut ulama Syafi’i dan ulama Hambali hukumnya

batal.%®

d.

1)

2)

Syarat mengikatnya akad ijarah (syurit luzam).
Syarat mengikatnya akad ijarah, yaitu:'%

Syarat mengikatnya akad ijarah, obyek atau manfaat terhindar dari cacat ( ‘aib)
yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.
Apabila terdapat suatu cacat (‘aib) pada sifat obyek atau manfaat obyek, maka
orang yang menyewa (mustajir) boleh memlih antara meneruskan ijarah
dengan pengurangan ujrah atau dengan membatalkannya akad ijarah.

Syarat mengikatnya akad ijarah, tidak ada ‘uzur (alasan) yang dapat
membatalkan akad ijarah. Apabila terdapat ‘uzur pada ‘aqid atau ma qgid
‘alaih, maka ‘aqid berhak membatalkan akad menurut ulama Hanafi. Namun
menurut mayoritas ulama figh, akad ijarah tidak batal karena ‘uzur, selama
obyek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. Ulama Hanafi membagi

‘uzur yang menyebabkan fasakh menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, udzur

dari musta’jir (penyewa), misalnya musta jir pailit (muflis) atau pindah

% 1bid ..., him. 735-736.

100 1hid ..., him. 753-757.



45

domisili. Kedua, udzur dari mu ’jir (orang yang menyewakan). Ketiga, uzur
yang berkaitan dengan obyek atau manfaat yang ditransaksikan.
4. Macam-Macam Akad ljarah™

Adapun macam-macam akad ijarah terbagi menjadi dua, antara lain sebagai

berikut:

a.

ljarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah ini, obyeknya
adalah manfaat dari suatu benda. Menurut ulama Hanafi dan ulama Maliki,
ketetapan hukum ijarah (sewa-menyewa) berlakunya sedikit demi sedikit atau
setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya obyek akad yaitu manfaat. Hal
itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak dapat dipenuhi
sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi menurut ulama Syafi’i
dan Hambali, ketetapan hukum akad ijarah (sewa-menyewa) itu berlaku secara
kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.
Sebagai akibat dari perbedaan antara ulama Hanafi dan ulama Maliki di satu
pihak dan ulama Syafi'i serta ulama Hambali di pihak lain, timbul perbedaan
antara mereka dalam masalah berikut:'%?

Pertama, hubungan antara uang sewa dan akad, menurut ulama Syafi'i dan
Hambali, uang sewa (ujrah) dapat dimiliki semata-mata telah dilakukannya

akad, karena ijarah adalah akad mu'awadhah, yang apabila tidak dikaitkan

dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan

%L |bid., him. 759-767. Ghufron A Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, Eds. I, Cet. 1,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). him. 183.

19%2\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, ..., him. 759-760.
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(manfaat dan sewa) begitu akad selesai, persis seperti timbulnya hak milik
dalam jual beli. Menurut ulama Hanafi dan ulama Maliki, uang sewa tidak
dapat dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diperoleh
sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian,
mu'jir (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus,
melainkan berangsur-angsur sehari demi sehari. Hal tersebut dikarenakan
mu'awadah yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam salah satu
barang yang ditukarkan belum tetap, maka imbalan yang lain belum bisa
diterima, karena dalam hal ini dituntut adanya keseimbangan antara hak
masing-masing pihak.'®

Kedua, penyerahan barang yang disewakan setelah akad, menurut ulama
Hanafi dan ulama Maliki, mu'jir (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk
menyerahkan barang yang disewakan kepada musta'jir (penyewa) setelah
dilakukannya akad, dan mu'jir tidak boleh menahannya dengan tujuan
memperoleh pembayaran uang sewa. Karena menurut mereka upah tidak
wajib hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat,
sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima
sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.®*

Ketiga, ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang, menurut ulama
Hanafi, ulama Maliki, dan ulama Hambali, ijarah boleh disandarkan kepada
masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan akad ijarah itu berlaku

sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya ma’qid ‘alaih yaitu manfaat.

103 1hid ..., him. 760-762.

0% 1hid ..., him. 762.
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Akan tetapi, menurut ulama Syafi'i, ijarah tidak boleh disandarkan kepada
masa yang akan datang. Hal ini karena ijarah merupakan jual beli atas manfaat
yang dianggap ada pada waktu akad.'® Dalam KHES Akad ijarah dapat
diberlakukan untuk waktu yang akan datang dan para pihak yang melakukan
akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum
berlaku.'%

Adapun memperbaiki barang sewaan jika mengalami kerusakan, maka
menurut ulama Hanafi yang berkewajiban memperbaikinya adalah
pemiliknya. Kemudian dalam pasal 269 KHES, dijelaskan bahwa kerusakan
obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa dalah tanggung jawab penyewa,
kecuali ditentukan lain dalam akad, jika obyek ijarah rusak selama masa akad
yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan
wajib menggantinya, dan jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai
pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan obyek ijarah, maka hukum
kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.*%’

ljarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah ini,
obyeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang. ljarah ini adalah suatu akad
ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan
pekerjaan disebut ajir. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam: pertama, ajir

(tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa

tertentu dan tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah

' Ibid ..., him. 762-766.
1%pasal 254 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

pasal 269 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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memperkerjakannya. Kedua, ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang
bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam
memanfatkan tenaganya. Ajir musytarak boleh bekerja untuk semua orang dan
orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya kepada orang

lain. 1%

5. Berakhirnya Akad ljarah

Suatu akad ijarah dapat berakhir dengan hal-hal berikut:
Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad menurut pendapat ulama
Hanafi. Sedangkan menurut mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak
mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah, dikarenakan akad ijarah
merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta jir
memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik
yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.*®®
Igalah, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad
mu’awadah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan
untuk dilakukan pembatalan (igalah) seperti halnya jual beli.**® Dalam KHES
akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan

kesepakatan.'*!

1%Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-1slami wa Adillatuh, Juz IV, Juz 1V, ..., him. 766-767.
% Ibid ..., him. 781.

19 1hid ..., him. 781.

pasal 253 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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c. Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin
diteruskan.™?

d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada ‘wuzur. Misalnya menyewa tanah
untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa
dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.'*?

e. Pembatalan sepihak dari ‘aqid apabila ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti
terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan

modal.}**

C. Aplikasi Akad ljarah Multijasa Dalam Pembiayaan di Perbankan
Syariah
1. Pengertian Perbankan Syariah dan Dasar Hukumnya
Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa pengertian
perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah
dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah

pengertiannya adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

"2\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 781-782. Abdul
Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ..., him. 283.

B\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 782.

1 sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 111, ..., him 200-201.
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prinsip syariah'*®> dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank
pembiayaan rakyat syariah.'*®

Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah
dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi bank umum syariah adalah bank syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda
dengan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.'*” Dikatakan
bank syariah jika seluruh struktur organisasi bank tunduk pada ketentuan syariah,
baik di kantor pusat maupun sampai pada kantor layanan baik bawah dari entitas
tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.*®

Sedangkan unit usaha syariah, (yang selanjutnya disingkat UUS), adalah
unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu

syariah atau unit syariah.**

> Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

118 pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
117 pasal 1 ayat (7 — 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

118 \Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Eds. |, Cet. I, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him.
53.
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Sumber dan modal dalam pendirian UUS berasal dari pendapatan bank
konvensional, dari usaha yang halal (bukan pendapatan bunga). Selain pendapatan
dari bunga, bank konvensional memiliki pendapatan lain seperti upah (fee) bank
dalam menjalankan jasa layanan yang dilakukan. Jadi sumber dana UUS dari
pendapatan halal bank konvensional, dengan melihat dari segi pencatatan
akuntansi jelas dapat dibedakan pendapatan dari bunga dan pendapatan halal
(bukan pendapatan bunga). Dalam struktur organisasi bank syariah dan unit usaha
syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (yang selanjutnya disingkat
DPS) dan khusus untuk unit usaha syariah selain harus memiliki DPS harus
membentuk unit kerja khusus yang disebut dengan unit usaha syariah.'?°

Secara kelembagaan lahirnya perbankan syariah dimulai dengan adanya PT.
Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang resmi beroperasi pada 1992.
Kemudian dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan.*?*

Dalam peraturan perundang-undangan ini prinsip Syariah
diperbolehkan, akan tetapi hanya disingung secara implisit, yaitu menyatakan
kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip-prinsip
bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang  diterapkan dalam peraturan

pemerintah.*?

119 pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
120 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Eds. I, Cet. 1, ..., him. 54-57.

121 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana,
2009), him. 64.

122 pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan
Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
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Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat beberapa perubahan
yang lebih besar pengembangan perbankan syariah. Undang-undang ini
memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah
penyebutan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” pada Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992, menjadi “bank berdasarkan prinsip syariah”. Bahkan pada pasal 1
ayat (13) diterangkan pengertian prinsip syariah dalam perbankan,'?® hal ini
merupakan penguatan kedudukan hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan
hukum posistif. Selain berupa penegasan eksistensi perbankan Islam adalah
menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam. *2*

Namun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 masih banyak menyisihkan
beberapa masalah hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan pengaturan
tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional.
Kemudian pada tahun 2008 perbankan syariah mempunyai undang-undang sendiri
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Maka dasar hukum beroperasinya perbankan syariah di Indonesia

semakin kuat.*?®

123 penyebutan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat (3), (4), (12), dan (13) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan.

124 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. I, (Bandung: PT
Refika Aditama, 2010), him. 39.

125 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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2. Produk Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank syariah telah mengikuti
dan menyesuaikan diri dengan kegiatan usaha-usaha perbankan dan lembaga
keuangan lain di dunia internasional. Produk-produk perbankan syariah itu
menawarkan seperti yang biasa diberikan oleh perbankan konvensional. Namun
demikian, dengan fleksibelitas, produk-produk perbankan syariah menjadi sangat
luas dan lebih lengkap dibanding dengan produk-produk perbankan
konvensional.*?® Bahkan perbankan syariah dapat menawarkan produk keuangan
yang diberikan keuangan non bank (financial company) yang tidak dapat
diberikan oleh perbankan. Lebih dari itu dapat pula menawarkan jasa-jasa yang
ditawarkan oleh invesment banking, sehingga kegiatan perbankan syariah lebih
banyak dibanding dengan ditawarkan oleh perbankan konvensional.*?’

Dalam menghimpun dana dari masyarakat perbankan syariah mengunakan
produk giro syariah dengan akad wadi’ah atau mudarabah, produk tabungan
syariah dengan akad wadi’ah atau mudarabah, dan produk deposito dengan akad
wadiah atau mudarabah. Dalam menyalurkan dana ke masyarakat perbankan
syariah mengunakan produk pembiayaan atas dasar akad mudarabah dengan akad
mudharabah atau akad mudarabah muglagah atau dengan akad mudarabah
mugayyadah, pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pembiayaan atas dasar

akad muraba/kah, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad

°Sumarto  Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2004), him. 60.

'Sutan Remy Syahdeini, “Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan
Masyarakat”, “Jurnal Hukum Bisnis” (Volume 20, Agutus — September 2002), him. 9.
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istisna’, pembiayaan atas dasar akad ijarah atau akad ijarah muntahiya bitamlik,
pembiayaan atas dasar akad gard, pembiayaan multijasa dengan akad ijarah atau
akad kafalah. Dalam memberikan pelayanan jasa ke masyarakat perbankan
syariah menggunakan produk letter of credit (LC) impor syariah dengan akad
wakalah bil ujrah atau akad kafalah, produk bank garansi syariah dengan akad

kafalah, dan produk valuta asing (sarf) dengan akad sarf.'*®

3. Aplikasi Akad ljarah Multijasa dalam Pembiayaan di Perbankan
Syariah
Pemberian pembiayaan oleh suatu bank syariah harus didasarkan dengan
suatu kepercayaan bahwa bank sebagai penyalur pembiayaan harus percaya
kepada pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa yang sudah
diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.
Dalam penyaluran pembiayaannya kepada masyarakat harus dilakukan
berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang

%Djrektorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah,
(Bank Indonesia, 2008), A1-C5.
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dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.*?
Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi tiga, yaitu:**°

a. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial
menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan
nasabah juga memberikan keuntungan.

b. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari
keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor),
sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

c. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada
orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan
keuntungan.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pemberian pembiayaan adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
(ijarah muntahiya bitamlik).

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabakah, salam, dan istisna .

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gard.

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

12 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), him.
304.

130 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara,
(Jakarta: Bank Indonesia, 2006), him. 123.
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Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha
syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas
dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.**

Salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan
masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Kata “multijasa” terdiri dari dua kata,
yaitu kata “multi” merupakan awalan yg berarti banyak (bermacam-macam),**
lebih dari satu,** dan lipat ganda.** Sedangkan kata “jasa” berarti perbuatan yang
baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan lain

135 atau manfaat yang diberikan kepada orang lain,**® jadi pembiayaan

sebagainya,
multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada
nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.**’

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad

ijarah untuk transaksi multijasa. Perbankan syariah dapat menggunakan akad

ijarah untuk transaksi multijasa™® dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk

Blpasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

32pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hIm. 980.

3http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/kbbi/index/php. Akses tanggal 20 Februari 2016.

B3%pjus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Iimiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994),
him. 495.

% http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/kbbi/index/php. Akses tanggal 20 Februari 2016.
3%pjus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus llmiah Populer, ..., him. 495.
Y’Sutan Remi Jahdeni, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,

Cet. I, Eds. I, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 275-276. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:
44/DSN-MUI/VI111/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.
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pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dan lain
sebagainya. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah
untuk transaksi multijasa, perbankan syariah dapat memperoleh imbalan jasa
(ujrah atau fee). Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan
dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.**® Menurut ahli hukum
kontemporer dan ahli keuangan Islam akad ijarah mempunyai potensi besar
sebagai alternatif pengganti bunga dalam perkembangan sistem keuangan
syariah.'#°

Tujuan atau manfaat pembiayaan multijasa bagi perbankan syariah adalah
sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan
jasa bagi nasabah. Dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan (fee atau
ujrah). Tujuan atau manfaat pembiayaan multijasa bagi nasabah adalah
memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan

jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.'** Dalam memberikan pelayanan

3¥Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya
boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Pembiayaan multijasa yang
menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa ljarah.
Sedangkan pembiayaan multijasa menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua
ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 44/DSN-
MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Mardliyah Hayati, “Pembiayaan ljarah Multijasa
Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional NO: 44/DSN-MUI/VI11/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa),” Jurnal Azas, (Volume
Nomor 6 Tahun 2), him. 81.

Fatwa Kafalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 44/DSN-MUI/VI11/2004 Tentang
Pembiayaan Multijasa.

10 Muhammad Ayub, Undestanding Islamic Finance, (Chicester UK: John Wiley & Sons
Ltd, 2007), him. 279.

Y“IDirektorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah,
(Bank Indonesia Tahun 2008), B-17.
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jasa, maka tidak dapat diterapkan pada uang, bahan makanan, bahan bakar, dan

lain sebagainya, karena hal tersebut tidak mungkin selain dikonsumsi.!#?

Ketentuan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa berdasarkan

akad ijarah adalah, sebagai berikut:

a.

Perbankan syariah bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai
hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang
menyewakan atau yang menyediakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah
sesuai kesepakatan.*?

Perbankan syariah sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib
menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan
waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan.**

Perbankan syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan
obyek sewa yang dipesan nasabah**

Perbankan syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik

produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah

142 Muhammad Ayub, Undestanding Islamic Finance, ..., him. 281.

143 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.

Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

44 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

15 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi

informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.**

e. Perbankan syariah wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas
dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa
analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi
analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek
usaha (Condition).**’

f. Perbankan syariah memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan
(ujrah).'*®

g. Objek (manfaat barang sewa atau manfaat jasa yang diberikan) harus dapat
dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk
pembayaran sewa dan jangka waktunya.’*® Barang dalam transaksi ijarah

adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat

sewa,°

146 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

7 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

8 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

9 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.
Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

150 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
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h. Perbankan syariah dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah.™>

i. Nasabah wajib membayar sewa atau upah secara angsuran atau tunai.*
Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam
bentuk pembebasan utang.'*?

j. Besarnya imbalan (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam
bentuk nominal yang tetap.>*

Adapun aplikasi akad ijarah dalam pembiayaan multijasa, nasabah
perbankan syariah menyewa suatu obyek sewa atau membayar jasa pihak lain.
Kemudian disewakan kembali atau diberikan jasa kembali kepada nasabah.
Skema pembiayaan ijarah adalah nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank
syariah. Bank syariah membeli atau menyewa barang yang dinginkan oleh
nasabah sebagai obyek ijarah dari supplier, penjual atau pemilik. Bank syariah
harus ada keterkaitan kerjasama sebagai penyedia dana dan nasabah dengan
menyewa barang atau menyediakan jasa kembali aset kepada nasabah dengan
pihak yang akan menyewakan barang atau menyediakan jasa tersebut. Setelah

dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah mengenai obyek ijarah,

tarif ijarah, dan biaya pemeliharaanmya, maka akad pembiayaan ijarah

51 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

152 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.
Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

153 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

154 Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
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ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki,
sementara bank meyerahkan obyek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang
disepakati.'>

Penetapan pricing adalah tarif sewa atau jasa sama dengan harga sewa atau
jasa ditambah biaya ditambah laba (tarif sewa/jasa = harga sewa/jasa+biaya+laba).
Tarif sewa adalah harga jual sewa selama masa sewa aset atau pelayanan jasa
terkait. Biaya adalah seluruh biaya pemeliharaan dan asuransi selama masa sewa
atau penyediaan jasa. Dan laba adalah target laba yang diinginkan perbankan
syariah.**®

Sebagai ilustrasi pembiayaan multijasa sebagai berikut, sebuah bank syariah
berkerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan jasa selama lima tahun sebesar
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), biaya pemeliharaan dan
asuransi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan target laba sebesar
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka tarif jasa jika diberikan
kepada nasabah adalah (Rp. 250.000.000 + Rp. 30.000.000 + Rp. 150.000.000) :
60 bulan = Rp. 430.000.000 : 60 = Rp. 7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).*’

%5 Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatif,
Cet. I, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), him. 549. Ajeng Mar’atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah
Pada Pembiayaan Multijasa dalam Persepektif Hukum Islam,” Jurnal Az-Zarga, (Vol. 6 No. 1 Juni
2014), him. 105.

1% sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatif, ...,
hlm. 549. Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, ..., him. 162.

57 Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatif, ...,
him. 550.
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Jenis barang atau jasa yang dapat dijadikan obyek dalam pembiayaan ijarah

adalah sebagai berikut:**®

a. Barang modal, aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-
lain.

b. Barang produksi, mesin, alat-alat berat, dan lain-lain.

c. Barang kendaraan transportasi, misalnya transportasi darat, laut, udara, dan
lain-lain.

d. Jasa untuk membayar ongkos, misalnya uang sekolah atau kuliah, tenaga
kerja, hotel, dan lain-lain.

Skema ilustrasi pembiayaan akad ijarah multijasa pada perbankan syariah:**®

- A Manfaat

Barang atau Jasa

3 Manfaat
Barang atau
Jasa
1. Pesan Sewa Barang

atau Pesan Jasa

2. Membayar Sewa
atau Jasa

158 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, ..., him. 162.

%9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2005), him. 119.
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4. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Perbankan
Syariah

Sengketa yang terjadi harus diselesaikan agar tidak ada para pihak yang
merasa dirugikan. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap
permasalahan-permasalahan yang ada dalam ekonomi dapat terselesaikan dengan
sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang
berujung pada ketidakadilan. Dalam tradisi Islam klasik, terdapat tiga bentuk
mekanisme penyelesaian sengketa yang pernah berkembang, baik pada masa
Rasulullah Saw, para sahabat, Khalifah Bani Umayyah, dan Bani Abbasiah, yaitu:
sulz (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan proses litigasi yang disebut dengan
wilayat al-aqda (kekuasaan kehakiman).

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan masalah ekonomi.
Menganalisis pembiayaan bermasalah ini lebih sulit dibanding pada pengajuan
pembiayaan baru. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya
berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.’® Berdasarkan
ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI1/2006 tentang
Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:
9/9/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI1/2008, kualitas

pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek: prospek usaha, Kinerja

180 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Eds. |,
Cet. Il, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 66.
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(performance) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan

menyerahkan barang pesanan.'®*

Penyelesaian sengketa perbankan syariah terdiri dari penyelesaian non
litigasi dan penyelesaian sengketa litigasi, masing-masing mempunyai keunggulan
dan kekurangannya. Maka penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di
perbankan syariah dapat dilakukan dengan kedua cara tersebut.

a. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Secara Non Litigasi

Dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa secara non litigasi lebih menjadi
pilihan dari para pelaku bisnis. Beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam
lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut:*®2
1) Negosiasi (negotiation), merupakan proses konsensual yang digunakan para

pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa
tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

2) Mediasi (mediation), merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana
pihak di luar yang tidak memihak (impartial) berkerja sama dengan pihak
yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Sehingga mediator
tidak berwenang memutus sengketa, hanya membantu para pihak
menyelesaiakan permasalahan.

3) Konsiliasi (conciliation), merupakan proses jika para pihak yang bersengketa
tidak mampu merumuskan sesuatu kesepakatan dan pihak ketiga yang

mengajukan ususlan jalan keluar sebagai penyelesaian.

181 peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum
yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

162 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan
UU No. 21 Tahun 2008), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), him. 39-41.
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4) Arbitrase (arbitration), merupakan penyelesaian sengketa kepada pihak yang
netral (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang bersengketa
dan arbiter ditunjuk atau disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan
mempunyai kompetensi membuat putusan sengketa yang bersifat final and
binding, serta merupakan win-loss solution.

Sebelum menyelesaiakan pihak yang bersengketa pada arbitase, para pihak
membuat secara tertulis dalam surat perjanjian arbitarse yang dinyatakan sebelum
terjadi sengketa yang terdapat dalam klausa ataupun surat perjanjian yang sudah
terjadi sengketa (akta kompromis). Bentuk-bentuk arbitase berdasarkan ketentuan
ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dapat dibedakan menjadi dua
macam: arbitrase ad hoc'®® dan arbitrase institusional.!®* Dengan demikian
BASYARNAS merupakan arbitrase institusioanl khusus yang dapat dijadikan
sebagai alternatif forum untuk menyelesaiakan sengketa di bidang ekonomi
syariah seperti sengketa di perbankan syariah.*®®

Khusus perkara perbankan syariah mempunyai beberapa lembaga yang

dapat dijadikan sebagai penyelesaian sengketa, antara lain adalah:*®®

163 Arbitrase ad hoc, merupakan arbitrase yang bukan lembaga, melainkan dibentuk pada
saat sengketa terjadi sehingga akan bubar ketika sengketa sudah dapat diselesaikan.

164 Arbitrase institusional, merupakan bentuk arbitrase lembaga, misalnya Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan Badan
Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang saat ini hamanya diganti Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS).

165 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan,
Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), him.
224-225. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Fans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasioanal, Eds. I, Cet |1, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 114-150.

186 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan
UU No. 21 Tahun 2008), ..., him. 41-66.
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1) Lembaga pengaduan nasabah, lembaga yang menangani ketidakpuasan
nasabah karena adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga
karena kelalaian bank. Maka bank syariah wajib memiliki unit dan fungsi
yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan
menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah.®’

2) Mediasi perbankan, merupakan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan
melalui mediasi di dalam khazanah hukum Indonesia merupakan bagian dari
pola penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa.’®® Kemudian
mediasi dalam peraturan bank Indonesia adalah proses penyelesaian sengketa
yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang besengketa guna
mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian
ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.*®

b. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi adalah merupakan
kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang
yang beragama Islam dan diperluas dengan kewenangan pada bidang ekonomi

syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk

menyelesaikan perkara ekonomi syariah dengan disahkannya Undang-Undang

187 peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian
Pengaduan Nasabah.

188 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

19 pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PB1/2006 Tentang Mediasi
Perbankan.
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Nomor 3 Tahun 2006, maka menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya
berkaitan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan
peradilan agama.*”

Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah kegiatan perbuatan atau
kegiatan usaha yang dilaksanakan menggunakan prinsip syariah, meliputi bank
syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi Syariah, reasuransi syariah,
reksadana syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, sekuritas
syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan
syariah, dan bisnis syariah.*"

Namun pada pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah dan
Penjelasannya, penyelesaian sengketa bank syariah selain dilakukan oleh dalam
lingkungan Pengadilan Agama, juga diberikan pilihan lain yaitu melalui
pengadilan dalam lingkungan umum, di samping penyelesaian sengketa melalui
non litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, dan Badan Arbitrase Syariah
Nasional), dalam hal ini para pihak dapat memperjanjikan penyelesaian
sengketanya dalam akad perjanjian yang mereka tentukan.*"

Dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa

perbankan syariah secara litigasi terjadi dualisme. Karena menimbulkan dualisme

170 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, ..., him.
134-137. Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, cet.
I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him. 16-20.

1 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, ...,
hlm. 16-20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

172 pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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dalam penyelesaian sengketa, undang-undang tersebut diuji di Mahkamah
Konstitusi. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUUX/2012
Tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Perbankan Syariah, mengenai
dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, putusan tersebut menyebutkan
Pengadilan Agama sebagai langkah terakhir dana hanya Pengadilan Agama yang

berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah.'”®

'®Edi Hudiata, “Benturan Asas dalam UU Perbankan Syariah dan Akad Kontrak”, Majalah
Peradilan Agama Edisi 4 Juli 2014, hlm. 27-31. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
93/PUUX/2012 Tentang Perubahan atas Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



BAB Il
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARAH ABC DAN PENYELESAIANNYA SENGKETA

PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Pembiayaan ljarah Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC
Salah satu kegiatan penyaluran dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
ABC (bukan nama yang sebenarnya) adalah pembiayaan ijarah multijasa. Dalam
hal ini BPRS ABC dengan nasabah membuat perjanjian sewa-menyewa atas
manfaat suatu barang dan atau jasa, pemilik obyek sewa untuk mendapatkan
imbalan berupa sewa atau ujrah bagi. Sesuai dengan fitur BPRS ABC, prosedur
pembiayaan ijarah multijasa dengan akad ijarah sebagai berikut: pertama, nasabah
membutuhkan manfaat atas suatu barang dan atau jasa. Kedua, bank menyewa
manfaat atas suatu barang atau jasa dari penyewa langsung. Ketiga, nasabah
menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa kepada bank. Keempat, pembayaran
sesuai dengan kesepakatan. Manfaat pembiayaan ijarah multijasa nasabah dapat
memenuhi kebutuhan dengan metode yang dibenarkan secara syariah dan harga

sewa tidak berubah sampai pembayaran lunas.

1. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan ljarah Multijasa pada
BPRS ABC
Pada praktiknya, pembiayaan ijarah multijasa di BPRS ABC, sesuai dengan

surat perjanjian Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
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November 2011 yaitu perjanjian antara BPRS ABC dengan XXX bin SSS (bukan
inisial yang sebenarnya) dan YYY (bukan inisial yang sebenarnya) yang dibuat
dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Letkol
Isdiman Nomor 37A Purbalingga. Adapun Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa
Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 dibuat dengan dihadiri oleh: Harry
Sucianto, bertempat tinggal di kelurahan Purbalingga Lor RT. 001 RW. 005
kecamatan Purbalingga kabupaten Purbalingga dan Bhakti Raharjo Netro Al
Amin, bertempat tinggal di kelurahan Kembaran Kulon RT. 003 RW. 003
kecamatan Purbalingga kabupaten Purbalingga. Keduanya karyawan kantor
notaris sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini dibacakan dihadapan saksi-saksi,
maka akta ini seketika ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan notaris."™

Para pihak dalam perjanjian tersebut adalah HHH (bukan inisial yang
sebenarnya) bertempat tinggal di desa ##### RT. *** RW. *** kecamatan #####
kabupaten Purbalingga, yang mewakili atau Direktur Utama PT. BPRS ABC yang
berkedudukan di jalan ##### nomor *** Purbalingga.'” Selanjunya dari pihak

nasabah BPRS ABC adalah XXX dan YYY, keduanya bertempat tinggal di

174 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat
di hadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 16-17.

175 pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dalam Akta Pendiriannya tertanggal 23
Agustus 2002 Nomor 149 yang dibuat dihadapan Notaris Gati Sudarjo, S.H., di Purwokerto yang
telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Januari 2004 Nomor: C-02375 HT 01.01 Tahun 2004 dan
telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir kali dirubah dengan Akta Nomor 05
tertanggal 14 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dyah Saraswati, S.H., di Purbalingga dan
telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 11 Agustus 2011 Nomor: AHU-0066709. AH.01.09 Tahun 2011 demikian
berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BPRS ABC. Akad Pembiayaan
ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri
Wahyono, S.H., M.Kn., him. 1-2.
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perumahan ###H# desa ##H##H#H# RT. *** RW. *** kecamatan ##### kabupaten
Purbalingga.'™®

Kedua pihak telah menjelasakan kepada Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn.,
bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah
mengajukan permohonan kepada BPRS ABC untuk memperoleh fasilitas
pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi
secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BPRS ABC
dengan nasabah. Pihak BPRS ABC sepakat dan berjanji serta mengikatkan diri
untuk memberikan pembiayaan ijarah multijasa dengan syarat-syarat dan
ketentuan yang termaktub dalam surat perjanjian Akad Pembiayaan ljarah Multi
Jasa. Selanjutnya kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini dalam
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 (atau
disebut “akad”).!”’

Ketentuan tentang definisi-definisi dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi
Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011, sebagai berikut:*®
1. Akad ljarah Multi Jasa adalah sewa menyewa manfaat antara pemilik obyek

sewa (ma jur) dengan musta jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas

obyek sewa manfaat yang disewakannya.

2. Mua’jir adalah BPRS ABC sebagai pemilik jasa.

176 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat
dihadapan notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 1-2.

7 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat
dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 2-3.

178 pasal 1 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 4-5.
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. Mustajir adalah nasabah sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat dari
mu’ajjir (BPRS ABC).

. Ma jur adalah obyek sewa manfaat yang dipersewakan .

. Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar nasabah
(penyewa atau musta jir) kepada BPRS ABC (mua ajir).

. Surat pengakuan utang dan surat sanggup adalah pengakuan dan kesanggupan
nasabah membayar sewa manfaat kepada BPRS ABC yang dibuat dan
ditandatangani nasabah diterima atau diakui BPRS ABC, berlaku dan bernilai
sebagai bukti tentang adanya kewajiban pembayaran sewa dari nasabah
kepada BPRS ABC sebesar jumlah sewa manfaat yang masih berhutang.

. Dokumen jaminan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang
kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna
menjamin terlaksananya kewajiban nasabah terhadap BPRS ABC berdasarkan
perjanjian ini.

. Jangka waktu sewa manfaat adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai
dengan yang ditentukan dalam pasal 4 perjanjian ini.

. Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksnakannya sebagaian atau seluruh
kewajiban nasabah yang menyebabkan BPRS ABC dapat menghentikan
seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya
yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih

dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada BPRS ABC.
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2. Tujuan, Jangka Waktu, dan Ruang Lingkup Pembiayaan ljarah
Multijasa di BPRS ABC

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa
Nomor: 01 tanggal 13 November 2011. Pihak pertama berjanji dan mengikatkan
diri untuk memberikan fasilitas sewa manfaat yang akan digunakan untuk biaya
cetak tabloid dengan sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh
juta rupiah). Jangka waktu pemanfaatan atas sewa manfaat selama 60 bulan sejak
penandatanganan akad ini oleh kedua pihak atau pada saat serah terima sewa
manfaat yaitu pada tanggal 13 September 2011 dan berakhir pada tanggal 13
September 2016 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2016
nasabah harus sudah melunasi, apabila batas akhir pelunasan telah lewat waktu
nasabah belum melunasi sebagaimana ketentuan tersebut, maka nasabah dianggap
lalai atau cidera janji. Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp.
4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh
tujuh rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka
waktu 60 bulan, paling lambat tanggal 13 setiap bulannya secara tunai atau
pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran.
Dalam hal pembayaran angsuran oleh nasabah secara pemindahbukuan, maka

nasabah wajib menyerahkan surat kuasa kepada BPRS ABC. Setiap pembayaran
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atau pelunasan utang atau angsuran oleh nasabah kepada BPRS ABC dilakukan di

kantor BPRS ABC atau ditempat lain yang ditunjuk BPRS ABC.*"®

3. Jaminan pada Pembiayaan ljarah Multijasa di BPRS ABC
Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali pelunasan pembiayaan dan
tepat waktu dalam jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan
akad ini pasal 3, yaitu memberikan ketentuan nasabah berjanji dan mengikatkan
diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BPRS
ABC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Jenis barang jaminan yang diberikan
berupa;*®
a. Sebidang tanah pekarangan dengan banggunan sertifikat hak milik nomor ***,
seluas 53 m? (lima puluh tiga meter persegi), menurut surat ukur tanggal 22
Desember 2010 nomor *** Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NITB): ***
terletak di desa ##### kecamatan ##### kabupaten Purbalingga propinsi Jawa
Tengah tertulis atas nama XXX bin SSS, berikut semua dan segala sesuatu
yang sekarang ada ataupun yang akan ada di atas tanah tersebut, yang menurut
sifatnya, tujuannya, penetapan undang-undang atau adat kebiasaan dianggap
sebagai benda tetap tanpa pengecualian. Jaminan tersebut akan diikat dibebani
dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) peringkat | (pertama), yang

merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari akad ini.

179 pasal 2 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 5-6.

180 pasal 3 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 5-8.
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b. Cash colleteral sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang
disimpan di tabungan dan diblokir pada PT BPRS ABC nomor rekening ***
atas nama XXX alamat ##### desa ####H RT. *** RW. *** kecamatan #####

Kabupaten Purbalingga.

4. Realisasi Pembiayaan ljarah Multijasa di BPRS ABC
Untuk merealisasikan pembiyaan ijarah multijasa, realasi perjanjian
pembiayaan ini memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang
pembatasan penyediaan ijarah multijasa oleh yang berwenang, BPRS ABC
berjanji mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah nasabah
memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:*®*

a. Menyatakan kepada BPRS ABC permohonan realisasi pembiayaan sesuai
dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya satu hari kerja BPRS
ABC dan saat pencairan dilaksanakan.

b. Menyerahan kepada BPRS ABC seluruh dokumen nasabah dan tidak terbatas
dokumen-dokumen jaminan perjanjian yang berkaitan dengan akad ini.

c. Menandatangani akad ini dan perjanjian jaminan yang dipersyaratkan.

d. Bukti-bukti kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan serta akta-akta

pengikatan jaminan.

181 pasal 4 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 8.
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5. Kewajiban-Kewajiban Pihak Nasabah dalam Pembiyaan Iljarah
Multijasa di BPRS ABC
Kewajiban pihak nasabah dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS ABC,
adalah sebagai berikut:

a. Nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk menangung segala biaya yang
berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa
lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BPRS ABC kepada nasabah sebelum
ditandatangani akad ini, dengan menyatakan persetujuannya nasabah. Jika
nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran atau melunasi utangnya
kepada BPRS ABC, sehingga BPRS ABC perlu menggunakan jasa penasehat
hukum atau kuasa untuk menagih, maka nasabah berjanji dan mengikatkan
diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasehat hukum jasa penagihan, dan
jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dan sah menurut hukum. Di pasal ini
juga memberikan ketentuan, setiap pembayaran kembali atau pelunasan
nasabah sehubungan dengan akad ini, akad lainnya mengikat nasabah dan
pihak BPRS ABC, dilakukan oleh nasabah kepada BPRS ABC tanpa
potongan, pajak atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut
diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*®

b. Nasabah berjanji dan mengikatkan diri atas biaya sendiri merawat sewa
manfaat sehingga dalam keadaan baik maupun terpelihara, memenuhi setiap

aturan pemeliharaan, dan prosedur yang diwajibkan atau disarankan dari

setiap pembuat sewa manfaat. Tidak melakukan perubahan, penambahan, dan

182 pasal 5 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 8-9.
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pengurangan apapun terhadap sewa manfaat yang dapat menimbulkan
kerusakan, berkurangnya manfaat, dan kerugian atas nilai ekonomis sewa
manfaat. Dalam melakukan penggantian atau perbaikan sewa manfaat atau
bagian-bagiannya, menjamin bahwa penggantian atau perbaikan yang
digunakan, sekurang-kurangnya memeliki nilai kualitas dan kegunaan, dan
kegunaan yang sama Yyang digantikannya. Mengakui bahwa semua
penggantian berupa penggantian atau perbaikan atas jasa sewa manfaat
tersebut telah melekat dan menjadi bagian yang telah terpisahkan dari sewa
manfaat dan karena itu milik BPRS ABC.*®

c. Nasabah menjamin dan berjanji serta mengikatkan diri untuk menanggung
resiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan sewa manfaaat,
serta membebaskan diri BPRS ABC dari beban atau kerugian apapun juga
yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, berkurangnya manfaat, atas
sewa manfaat, dan tidak terbatas disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
nasabah atau orang lain. Nasabah bertanggung jawab dan menanggung
pembayaran setiap pajak, retribusi, denda, dan pungutan-pungutan lainya atas
sewa manfaat tepat pada waktunya.'®*

d. Nasabah menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin
kepada BPRS ABC, sebagaimana pihak BPRS ABC menerima pernyataan dan
pengakuan nasabah, bahwa segala dokumen atau akta yang ditandatangani

nasabah berkenaan dengan akad ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan

183 pasal 7 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 9-10.

184 pasal 8 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 10-11.
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mengikat nasabah, sehingga tidak bertentangan dengan hal-hal yang
mengahalangi pelaksanaan akad ini. Pada saat ditandatanginya akad ini,
nasabah tidak sedang mengalihkan atau meminjamkan atas sebagian atau
seluruh dari hartanya, tidak terbatas pada piutang, klaim asuransi, tidak dalam
keadaan berselisih, bersengketa gugat menggugat di muka atau di luar
lembaga peradilan atau badan arbitrase, berhutang pada pihak lain, diselediki
atau dituntut oleh pihak yang berwajib, baik pada saat ini atau dalam masa
penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keuangan, atau
mengganggu jalannya usaha nasabah. Orang-orang yang bertindak untuk dan
atas nama serta mewakili atau yang diberi kuasa oleh nasabah adalah sah dan
berwenang, serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.*®

e. Nasabah mengizinkan BPRS ABC pada saat ini dan selanjutnya selama
berlangsungnya akad untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain
yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap
pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan
dengan usaha berdasarkan akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.*®®

f. Untuk kepentingan pihak BPRS ABC, BPRS ABC dapat
mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan pembiayaan ini atau jiwa
pihak nasabah kepada asuransi syariah yang disetujui para pihak atas beban

pihak nasabah dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku dan manfaat

185 pasal 10 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 11-12.

186 pasal 6 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 9.
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asuransi akan berlaku efektif setelah kepesertaan asuransi disetujui atau

disepakati.*®’

6. Peristiwa Cidera Janji dalam Pembiayaan ljarah Multijasa di BPRS
ABC
Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 akad ini, BPRS ABC berhak
untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah atau siapa pun juga yang
memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruhnya jumlah kewajiban nasabah
kepada BPRS ABC berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika atau sekaligus
tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, ataupun surat
lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut, yaitu antara lain:*®®

a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada BPRS ABC
sesuai yang ditetapkan dalam pasal 2 akad ini.

b. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang
yang dijadikan jaminan atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada
pasal 3 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya atau nasabah melakukan
perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hal yang ditentukan
dalam pasal 10 dan pasal 12 akad ini.

c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau

pihak yang berwajib.

187 pasal 9 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 11.

188 pasal 11 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 12-13.



d. Nasabah berkelakuan

sebagai

pemboros,
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pemabuk, ditaruh dibawah

pengampuan, dalam keadaaan insolvensi, dinyatakan pailit atau dilikuiditasi.

7. Berakhirnya Pembiayaan ljarah Multijasa di BPRS ABC

Berakhirnya pembiayaan

ijjarah multijasa di

BPRS ABC, nasab

ah

mengembalikan sewa manfaat dalam kedaan baik kepada BPRS ABC pada saat

berakhirnya masa sewa manfaat sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 akad ini.

Nasabah juga berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar lunas nilai sisa

pembayaran manfaat guna usaha serta kewajiban-kewajiban lainnya yang masih

terutang menurut akad

ini, tanpa mengurangi

hak BPRS ABC untuk

memperhitungkannya. Adapun pembayaran yang disepakati hak nasabah dan

BPRS ABC sebagai berikut;*®

Angsuran Saldo
Tanggal
No Total Total

Angsuran Pokok Ujrah Pokok Ujrah
Angsuran Angsuran
250,000,000 | 180,000,000 | 430,000,000
1 13-01-11 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 245,833,333 | 177,000,000 | 422,833,333
2 13-11-11 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 241,666,667 | 174,000,000 | 415,666,667
3 13-12-11 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 237,500,000 | 171,000,000 | 408,500,000
4 13-01-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 233,333,333 | 168,000,000 | 401,333,333
5 13-02-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 229,166,667 | 165,000,000 | 394,166,667
6 13-03-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 225,000,000 | 162,000,000 | 387,000,000
7 13-04-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 220,833,333 | 159,000,000 | 379,833,333
8 13-05-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 216,666,667 | 156,000,000 | 372,666,667
9 13-06-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 212,500,000 | 153,000,000 | 365,500,000

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 13-14.

189 pasal 12 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
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10 | 13-07-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 208,333,333 | 150,000,000 | 358,333,333
11 | 13-08-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 204,166,667 | 147,000,000 | 351,166,667
12 | 13-09-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 200,000,000 | 144,000,000 | 344,000,000
13 | 13-10-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 195,833,333 | 141,000,000 | 336,833,333
14 | 13-11-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 191,666,667 | 138,000,000 | 329,666,667
15 | 13-12-12 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 187,500,000 | 135,000,000 | 322,500,000
16 | 13-01-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 183,333,333 | 132,000,000 | 315,333,333
17 | 13-02-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 179,166,667 | 129,000,000 | 308,166,667
18 | 13-03-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 175,000,000 | 126,000,000 | 301,000,000
19 | 13-04-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 170,833,333 | 123,000,000 | 293,833,333
20 | 13-05-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 166,666,667 | 120,000,000 | 286,666,667
21 | 13-06-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 162,500,000 | 117,000,000 | 279,500,000
22 | 13-07-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 158,333,333 | 114,000,000 | 272,333,333
23 | 13-08-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 154,166,667 | 111,000,000 | 265,166,667
24 | 13-09-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 150,000,000 | 108,000,000 | 258,000,000
25 | 13-10-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 145,833,333 | 105,000,000 | 250,833,333
26 | 13-11-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 141,666,667 | 102,000,000 | 243,666,667
27 | 13-12-13 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 137,500,000 | 99,000,000 | 236,500,000
28 | 13-01-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 133,333,333 | 96,000,000 | 229,333,333
29 | 13-02-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 129,166,667 | 93,000,000 | 222,166,667
30 | 13-03-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 125,000,000 | 90,000,000 | 215,000,000
31 | 13-04-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 120,833,333 | 87,000,000 | 207,833,333
32 | 13-05-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 116,666,667 | 84,000,000 | 200,666,667
33 | 13-06-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 112,500,000 | 81,000,000 | 193,500,000
34 | 13-07-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 108,333,333 | 78,000,000 | 186,333,333
35 | 13-08-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 104,166,667 | 75,000,000 | 179,166,667
36 | 13-09-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 100,000,000 | 72,000,000 | 172,000,000
37 | 13-10-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 95,833,333 69,000,000 | 164,833,333
38 | 13-11-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 91,666,667 66,000,000 | 157,666,667
39 | 13-12-14 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 87,500,000 63,000,000 | 150,500,000
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40 | 13-01-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 83,333,333 60,000,000 | 143,333,333
41 | 13-02-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 79,166,667 57,000,000 | 136,166,667
42 | 13-03-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 75,000,000 54,000,000 | 129,000,000
43 | 13-04-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 70,833,333 51,000,000 | 121,833,333
44 | 13-05-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 66,666,667 48,000,000 | 114,666,667
45 | 13-06-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 62,500,000 45,000,000 | 107,500,000
46 | 13-07-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 58,333,333 42,000,000 | 100,333,333
47 | 13-08-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 54,166,667 39,000,000 | 93,166,667
48 | 13-09-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 50,000,000 36,000,000 | 86,000,000
49 | 13-10-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 45,833,333 33,000,000 | 78,833,333
50 | 13-11-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 41,666,667 30,000,000 | 71,666,667
51 | 13-12-15 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 37,500,000 27,000,000 | 64,500,000
52 | 13-01-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 33,333,333 24,000,000 | 57,333,333
53 | 13-02-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 29,166,667 21,000,000 | 50,166,667
54 | 13-03-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 25,000,000 18,000,000 | 43,000,000
55 | 13-04-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 20,833,333 15,000,000 | 35,833,333
56 | 13-05-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 16,666,667 12,000,000 | 28,666,667
57 | 13-06-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 12,500,000 9,000,000 21,500,000
58 | 13-07-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 8,333,333 6,000,000 14,333,333
59 | 13-08-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 4,166,667 3,000,000 7,166,667
60 | 13-09-16 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 - - -

8. Penyelesaian Perselisihan Pembiayaan ljarah Multijasa di BPRS ABC

Penyelesaian perselisihan diatur dalam pasal 13 Akad Pembiayaan ljarah

Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011. Ketika terjadi perbedaan

pendapat atau penafsiran atas hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau

terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya para pihak sepakat untuk

menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
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mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran,
perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka
para pihak bersepakat dan dengan ini berjani serta mengikatkan diri satu terhadap
yang lain untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama di
Purbalingga atau kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di
Purwokerto. Para pihak sepakat dan mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa
pendapat hukum (legal opinion) atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama
atau lembaga yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat (final and
binding).*®

Adapun ketentuan tentang pemberitahuan kepada nasabah, yaitu setiap
pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah
disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau

disampaikan secara baik secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah

+.191

ini:
1. Nasabah t XXX
2. Alamat | #iHH# desa #H##H# RT. *** RW., ***
kecamatan ##### Kabupaten Purbalingga.
3. Bank : PT BPRS ABC
Alamat . jalan ###H# nomor *** Purbalingga

Ketentuan terakhir atau ketentuan penutup, yaitu apabila ada hal-hal yang

belum cukup diatur dalam akad ini, nasabah dan BPRS ABC akan mengaturnya

19 pasal 13 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 15.

91 pasal 14 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 15-16.
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bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam satu adendum. Tiap adendum
dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Para
penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap

juga meyatakan telah mengerti dan memahami isi akad ini.*

B. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan ljarah Multijasa Bermasalah di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah ABC

Terjadinya sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah antara BPRS
ABC dengan XXX dan YYY, berawal dari XXX dan YYY mendapat tawaran
pembiayaan dari karyawan BPRS ABC. Kemudian terjadi kesepakatan diantara
kedua belah pihak, BPRS ABC memberikan pembiayaan ijarah multijasa kepada
XXX dan YYY sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
dengan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan atau lima tahun yaitu sejak
tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan
angsuran setiap bulan Rp. 7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu
enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Pembiayaan tersebut digunakan untuk

membiayai pengembangan usaha penerbitan tabloid milik XXX dan YYY.'%

192 pasal 15 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 15.

193 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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Namun ditengah-tengah masa pembayaran angsuran dan ujrah, XXX dan
YYY mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan
tersebut. Kemudian BPRS ABC melayangkan beberapa surat peringatan atau
somasi kepada XXX dan YYY. BPRS ABC sudah memberikan kesempatan
kepada XXX dan YYY namun sampai gugatan diajukan di Pengadilan Agama
Purbalingga oleh BPRS ABC, XXX dan YYY tidak dapat menyelesaikan
kewajibannya. Sehingga BPRS ABC menganggap XXX dan YYY sudah
melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi yang sangat
merugikan BPRS ABC. Akibat perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau
wanprestasi tersebut BPRS ABC dirugikan secara materiel sebesar Rp.
257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus lima puluh rupiah). Dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2013,

sebagai berikut:'**

sewa manfaat : Rp. 206.318.865,-
tunggakan ujrah :Rp. 40.549.585,-
denda keterlambatan : Rp. 375.000,-
biaya kunjungan : Rp. 150.000,-
biaya kuasa hukum : Rp. 10.000.000,-
total kewajiban para nasabah : Rp. 257.393.450,-

Kemudian BPRS ABC melalui kuasa hukumnya melayangkan surat
peringatan atau somasi kedua tertanggal 15 Mei 2013, namun XXX dan YYY

tidak pernah menanggapinya. untuk menjamin gugatannya, BPRS ABC memohon

19 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan sita
jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik para nasabah yang dalam
hal ini barang ap milik XXX dan YYY yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor:
*** yaitu, tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor:
*** | uas 53 m?, terletak di kabupaten Purbalingga.*®

Para pihak dalam kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga,
yaitu penggugat, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini yang
diwakili oleh Direktur Utama PT BPRS ABC, dalam hal ini telah memberikan
kuasa kepada H. Sugeng, S.H., M.S.1., advokat pada Kantor Advokat H. Sugeng,
S.H., M.S.I. & Rekan yang beralamat kantor jalan DI Panjaitan No. 111
Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2013,
selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dari pihak tergugat yaitu para nasabah
BPRS ABC, antara lain: tergugat I, umur *** tahun, agama Islam, pekerjaan
wartawan, tempat tinggal ##### kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut
sebagai tergugat I. Dan tergugat Il, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
tempat tinggal ##### kabupaten Purbalingga, disebut sebagai tergugat Il. tergugat
| dan tergugat 1l dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi Wiyono,
S.H., dan Hartomo, S.H., M.H., keduanya advokat pada Kantor Advokat Budi
Wiyono, S.H. & Rekan yang berkantor di jalan Kenanga nomor 4 desa Gandasuli
kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 21 Januari 2014, disebut sebagai para tergugat.*®

1% pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

19 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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Dalam surat gugatan tersebut atau dalam petitumnya, BPRS ABC meminta
agar majelis hakim mengabulkan semua gugatannya, menyatakan sah dan berharga
sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik para nasabah yang
diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa tanah pekarangan
berikut bangunan, menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan ljarah Multi
Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara BPRS ABC dengan
para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga,
menyatakan para nasabah telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji
atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal
13 September 2011 yang sangat merugikan BPRS ABC, yaitu berupa kerugian
materiel sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus
sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), menghukum para
nasabah untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus
lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh
rupiah) kepada BPRS ABC langsung seketika setelah putusan mempunyai
kekuatan hukum tetap, dan menghukum para nasabah untuk membayar semua

biaya yang timbul dalam perkara ini.*®’

1. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
Sebelum pada proses persidangan majelis hakim sudah mendamaikan para
pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian perkara ini harus diperiksa

dan diselesaikan melalui putusan hakim. Pertimbangan hakim sebelum memeriksa

97 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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perkara, mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini
meskipun tidak ada eksepsi dari pihak tergugat kemudian majelis juga perlu
mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk
mengajukan gugatan dalam perkara a-quo.'®® Setelah diperiksa majelis hakim dari
kedua pihak, sehingga Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai alasan kuat
Pengadilan Agama Purbalingga memeriksa perkara sengketa perbankan
syariah.'*°

Pertimbangan majelis hakim tentang jawaban pihak nasabah telah
memberikan pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1 yaitu tentang
persetujuan menerima pembiayaan ijarah multijasa, posita gugatan angka 2 yaitu

tentang jangka waktu pembiayaan ijarah multijasa, dan posita angka 3 yaitu

198 pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara ini dengan alasan berdasarkan pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama (dimana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa
ekonomi syari’ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama”, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-
X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi
wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar
hukum perkara a-quo pasal 15 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tentang
Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui
Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR: Jika ada
pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang
dipilih itu, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga.

1% Mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut majelis hakim harus didasarkan
pada ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroaan baik di
dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Maka Direktur Utama
yang mewakili BPRS ABC yaitu HHH, mewakili sebagai pihak penggugat dalam perkara di
Pengadilan Agama Purbalingga.
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tentang pembiayaan tersebut digunakan untuk percetakan tabloid.?®

Akan tetapi
para nasabah memberikan pengakuan berklausul dan membantah dalil posita
gugatan angka 4 yaitu menunggak angsuran, namun masih mempunyai iktikad
baik akan melunasi hutang tersebut, serta sudah ada jaminan yang telah diikat
dengan hak tanggungan. Adapun para nasabah terlambat membayar angsuran,
dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa (overmacth), yang berkaitan dengan
usaha yang dijalankan, yaitu direktur percetakan telah kabur, sehingga pihak
nasabah mengalami kerugian Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta
rupiah).?®

Kemudian dalam duplik®® pihak nasabah membantah dalil-dalil gugatan
yaitu pihak nasabah tidak melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau
wanprestasi, sebab pihak nasabah masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang
pada jangka waktu perjanjian Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 dari
tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2016. Pihak BPRS ABC
tidak meminta agar membatalkan (fasakh) perjanjian, maka konsekuensi
hukumnya, perjanjian tersebut masih sah, berlaku, dan belum berakhir, serta
belum bisa dinyatakan pihak nasabah telah wanprestasi. Pihak nasabah menemui

beberapa kejanggalan isi perjanjian, diantaranya: pihak nasabah harus membayar

biaya kuasa hukum BPRS ABC, cash collateral sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

20 Berdasarkan pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim
merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara
pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya, dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

2 pytysan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

202 pyplik merupakan jawaban dari replik, sedangkan repik adalah tanggapan dari jawaban
tergugat.
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puluh lima juta rupiah) disimpan dan diblokir BPRS ABC, perincian kewajiban
pembayaran pihak nasabah berbeda-beda, tidak benar jika pihak nasabah tidak
pernah menanggapi surat peringatan atau somasi penggugat bahkan
mempersilahkan ruko yang telah diagunkan untuk dijual, pihak BPRS ABC
meminta untuk dilaksanakan conservatoir beslaag, dan pihak nasabah tidak
mempunyai iktikad tidak baik bahkan penggugat yang tidak beriktikad baik
karena hendak tidak melaksanakan akad atau perjanjian yang telah dibuat bersama
padahal perjanjian masih berlaku hingga 13 September 2016 maka pihak nasabah
belum bisa dinyatakan telah wanprestasi.?®

Pertimbangan berikutnya pada pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah
apakah para nasabah telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang
menyebabkan penggugat dirugikan secara materiel yang perinciannya pertanggal

31 Agustus 2013 sebagai berikut:?*

Sewa manfaat : Rp. 206.318.865.-
Tunggakan ujrah : Rp. 40.549.585.-
Denda keterlambatan : Rp. 375.000.-
Biaya kunjungan : Rp. 150.000.-
Biaya kuasa hukum : Rp. 10.000.000,-
Total kewajiban para nasabah : Rp. 257.393.450.-

203 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

24 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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Pertimbangan hakim terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh nasabah.?®

Kemudian pihak BPRS ABC telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di
persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa bukti-bukti pihak
BPRS ABC P.1 sampai dengan P.12. Karena bukti P.1 sampai dengan P.8
semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan,?*® maka sesuai Pasal
165 HIR merupakan bukti sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende),
sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat somasi yang dibenarkan pihak

nasabah, Adapun bukti P.11 dan P.12 berupa akta sepihak maka mengikat

2% Maka sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR
Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya
lebih dahulu kemudian tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

206 Bykti-bukti tersebut adalah bukti P.1 berupa KTP. NIK tanggal 26 Agustus 2012 atasa
nama. Direktur Utama, bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Nomor: C-02375 HT.01.01 Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004 membuktikan Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakytat Syariah ABC berkedudukan di
Purbalingga, bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT BPRS ABC tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- , dan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS ABC tanggal 14 Juli 2011
Nomor: -05-. berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa Direktur Utama
berhak mewakili untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo, bukti P.5 berupa Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui
secara murni oleh pihak nasabah atau tergugat, maka harus dinyatakan terbukti tergugat | dengan
persetujuan tergugat Il sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari Penggugat berdasarkan
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus
delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu
sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan
tersebut oleh para nasabah atau tergugat akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, Bukti P.6
berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. *** desa ##### atas nama Tergugat I, membuktikan tanah
Hak Milik No. *** desa #####, seluas 53 m* adalah milik tergugat I, bukti P.7 berupa Salinan
Akta Pemberian Hak Tanggungan No. *** tanggal 13 September 2011, dan bukti P.8 berupa
Sertifikat Hak Tanggungan, No. *** membuktikan bahwa tanah Hak Milik No. *** desa #####,
seluas 53 m® atas nama tergugat | tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan pemegang
hak: PT. BPRS ABC, bukti P.9 berupa Surat Somasi | No. *** tanggal 8 Februari 2013 dan bukti
P.10 berupa Surat Somasi Il No. *** tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa BPRS ABC, telah
memberikan dua kali somasi kepada tergugat agar para nasabah memenuhi kewajibannya untuk
membayar angsuran pembiayaan nasabah penggugat, bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa Kuasa
Hukum tertanggal 15 September 2013, karena mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan,
maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, S.H., M.H. Telah menerima Biaya Kuasa Hukum
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah
antara penggugat melawan tergugat, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama
XXX per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani olen HHH Direktur Utama PT.
BPRS ABC.
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terhadap pihak yang bertandatangan sedang terhadap pihak ketiga mempunyai
kekuatan pembuktian bebas. Kemudian bukti P.12 dibantah oleh pihak nasabah,
maka merupakan bukti permulaan perincian kewajiban para nasabah kepada pihak
BPRS ABC. Kemudian bukti P.12 ini menurut majelis perlu dikonfrontasikan
dengan isi akad yang telah disetujui yaitu bukti P.5, pada pasal 12 yaitu tabel
pembayaran yang disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC. Karena pihak nasabah
tidak membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut
dikesampingkan. Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan
pembuktian para nasabah akan dipertimbangkan secara integral pada saat majelis
mengkonstituter fakta perkara a-quo.?”’

Berdasarkan pengakuan pihak nasabah dan bukti-bukti BPRS ABC, majelis
menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut: XXX dengan persetujuan YYY
sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari BPRS ABC berdasarkan Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu
pembiayaan selama 60 bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai
dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh para nasabah
akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, tanah Hak Milik No. *** atas nama
XXX, telah diletakkan hak tanggungan dengan pemegang hak PT. BPRS ABC,
pihak nasabah telah menunggak angsuran kemudian BPRS ABC telah

melayangkan dua kali somasi namun para nasabah tidak memenuhi kewajibannya

27 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Phg.
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untuk membayar angsuran, menurut perhitungan pihak BPRS ABC akibat
perbuatan para nasabah tersebut, dan BPRS ABC dirugikan secara materiel yaitu
sebesar Rp. 257.393.450,-. (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan
puluh tiga empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan pihak nasabah memohon
keringanan.?®®

Terhadap fakta hukum majelis hakim mempertimbangkan penerapan
hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut: fakta pada obyek yang dimohonkan
sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh BPRS ABC telah diletakkan hak
tanggungan yang pemegangnya adalah pihak BPRS ABC, sehingga bantahan
pihak nasabah dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir
beslaag yang diajukan oleh BPRS ABC tidak beralasan hukum, karenanya majelis
hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg.,
tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan pihak BPRS
ABC untuk meletakkan sita jaminan.?®

Terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu menyatakan sah secara hukum
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang
dibuat antara BPRS ABC dengan para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H.,
M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga, dipertimbangkan sebagai berikut.?'

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan
sahnya akad, sesuai pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

(KHES) bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak

208 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
29 pytysan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

29 pytysan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan
pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa rukun akad terdiri dari
pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan,
dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24, dan, 25 KHES.
Selain itu pembiayaan multijasa hanya dapat dilakukan dengan akad ijarah atau
akad kafalah, maka bank syariah yang menggunakan akad ijarah harus mengikuti
semua ketentuan akad ijarah, dan bank syariah sebagai kreditor berhak
memperoleh imbalan yang besarnya harus telah disepakati di awal transaksi dan
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Selanjutnya
pengertian ijarah menurut pasal 20 ayat (9) KHES adalah sewa barang dalam
jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam pasal 295 KHES ditentukan
bahwa rukun ijarah terdiri dari: pihak yang menyewa (musta’jir), pihak yang
menyewakan (mu’ajir), benda yang disewakan (ma jur), dan akad, dengan syarat-
syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 301 sampai 304 KHES. Fakta hukum
sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01
tertanggal 13 Nopember 2011 sebagai berikut:?'
a. Akad ljarah Multi Jasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik
ma jur (obyek sewa) dengan musta’jir (penyewa atau nasabah) untuk
mendapat manfaat dan pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat

yang disewakan.

b. Mu’gjir adalah BPRS ABC sebagai pemilik jasa (in casu penggugat).

211 pytysan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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C. Musta’jir adalah pihak nasabah sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat
dari bank (in casu tergugat | dan tergugat I1).

d. Ma jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.

e. Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh nasabah
(tergugat | dan tergugat I1) kepada BPRS ABC (penggugat).

Tercantum dalam bagian penutup akad tersebut telah dibacakan oleh Sri
Wahyono, S.H, M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga kepada para pihak tersebut
seketika telah ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01
tertanggal 13 Nopember 2011 telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga
petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan.?*?

Mengenai petitum angka 4 dan 5 mempertimbangkan Akad Pembiayaan
ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 disebutkan bahwa
cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh
kewajiban yang menyebabkan BPRS ABC dapat menghentikan seluruh atau
sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait,
serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika
dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank. Atas kelalaian dan
pelanggaran para nasabah, maka BPRS ABC berhak untuk menuntut dan menagih
pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan para

nasabah.?*

12 pytysan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

3 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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Dalam hal ini majelis hakim berpedoman dalil al-Qur’an dan as-Sunnah
yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya “hai orang-orang
yang beriman pernuhilah akad-akad itu (Q.S. al-Maidah [5]: 1) dan hadits riwayat
Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang artinya “orang-orang Islam
terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”. Bahwa ketentuan dalam akad
tersebut, menurut majelis telah sesuai sesuai ketentuan dalam KHES pasal 21
huruf (b), 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b), akad dilakukan berdasarkan asas amanah
atau menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama
terhindar dari cidera-janji, pasal 44, semua akad yang dibentuk secara sah berlaku
nas syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad, dan pasal 46, suatu akad hanya
berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad.?**

Mengenai wanprestasi, majelis hakim berpendapat dengan mengambil alih
ketentuan dalam KUHPerdata dimana wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau
kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul: Hukum
Perjanjian, (Penerbit Intermasa diterbitkan di Jakarta tahun 1979 halaman 46),
wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana debitur tidak melakukan apa yang
diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji.
Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau
kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:*°
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.

24 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

215 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan.

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim dan ketentuan-ketentuan
tersebut, maka bantahan bahwa para nasabah tidak melakukan perbuatan cidera
janji atau ingkar janji atau wanprestasi sebab para nasabah masih sanggup untuk
melunasi hutang-hutang dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan yaitu 13
September 2011 sampai dengan 13 September 2016 adalah tidak beralasan. Pada
fakta hukum vyaitu para nasabah telah menunggak angsuran, kemudian BPRS
ABC telah melayangkan dua kali somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari
2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun para nasabah tidak
memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka para nasabah harus
dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau
wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
September 2011 yang merugikan pihak BPRS ABC.*

Adapun besarnya kerugian akibat perbuatan para nasabah menurut
perhitungan pihak BPRS ABC dirugikan secara materiel yaitu sesuai dengan
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 Tanggal 13 September 2011, yang

perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar:?!’

Sewa manfaat : Rp. 206.318.865,-
Tunggakan ujrah : Rp. 40.549.585,-
Denda keterlambatan ' Rp. 375.000,-
Biaya kunjungan ' Rp. 150.000,-

218 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
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Biaya kuasa hukum : Rp. 10.000.000,-
Total kewajiban para nasabah : Rp. 257.393.450,-

Sedangkan pihak nasabah memohon keringanan, maka majelis
mempertimbangkan mengenai besarnya perincian kewajiban para nasabah
pertanggal 31 Agustus 2013, sebesar:**8
Sewa manfaat : Rp. 206.318.865,-

Tunggakan ujrah : Rp. 40.549.585,-

Menurut majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad besarnya yang
disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC pertanggal 13 Agustus 2013 adalah
pokok Rp. 154.166.667,- (seratus lima puluh empat juta seratu enam puluh enam
ribu enam ratus enam puluh tujuh) ditambah ujrah Rp. 111.000.000,- (seratus
sebelas juta rupiah) sehinggga berjumlah Rp. 265.166.667,-. (dua ratus enam
puluh lima juta seratus enam puluh enam enam ratus enam puluh tujuh). Oleh
karena yang disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC lebih besar dari pada
perhitungan pihak BPRS ABC, maka menurut majelis ditetapkan yang lebih
meringankan para nasabah sebagaimana perincian BPRS ABC dalam bukti P.12
tersebut.?**

Adapun besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan
BPRS ABC yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) untuk dana gardul hasan tidak dibantah oleh pihak nasabah,
sedangkan biaya kuasa hukum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

pihak nasabah berkeberatan meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak

218 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Phg.
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ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis hakim berpendapat berdasakan asas
taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka biaya kuasa
hukum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dipikul kedua
belah pihak masing-masing seperdua yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).?®

Menurut majelis kerugian materiel yang harus dibayar oleh para nasabah

kepada BPRS ABC perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar:***

Sewa manfaat : Rp. 206.318.865.-
Tunggakan ujrah :Rp. 40.549.585.-
Denda keterlambatan : Rp. 375.000,-
Biaya kunjungan : Rp. 150.000,-
50% biaya kuasa hukum :Rp. 5.000.000,-
Total kewajiban para nasabah : Rp. 252.393.450,-

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4
dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan para nasabah telah melakukan
perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan ljarah Multi
Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan BPRS ABC, yaitu
berupa kerugian materiel sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua
juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
Selanjuntya petitum angka 5 juga dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum
para nasabah untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 252.393.450,- (dua
ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima

puluh rupiah) kepada pihak BPRS ABC langsung seketika setelah putusan

20 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

22! pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Phg.
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mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya. Karena para
nasabah adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat atau para

nasabah.???

2. Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para nasabah
atau para tergugat atau para pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-
cara yang ditentukan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat

diterima®?®

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah bermusyawarah
dalam persidangan berpendapat, menganggap perlu adanya pemeriksaan
tambahan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan beberapa
pertimbangan sebagai berikut: hakim tingkat pertama kurang cermat dalam
mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan pihak BPRS ABC sehingga tidak
jelas dalam melihat peristiwa hukum yang dijadikan sebagai landasan sengketa
dan gugatan perkara ini yang seharusnya bila gugatan didasari atas wanprestasi
atas sebuah kontrak perjanjian, maka pertama harus diperiksa dengan cermat akad
atau kontrak yang dilakukan para pihak. Akad ijarah berarti akad yang mengatur

kesepakatan pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan. Rukun

ijarah adalah musta jir (yang menyewa), mu’ajir (pihak yang menyewakan),

222 pytusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

22 Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7
ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.
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ma jur (benda yang disewakan) dan akad. Apabila terjadi akad, maka rukun-rukun
ijarah itu harus jelas dan memenuhi syarat akad itu sendiri.?**

Dalam perkara a-quo majelis hakim tingkat banding berpendapat belum
cukup jelas ma jur dalam akad tersebut, karena tidak ditemukan fakta ma jur itu
yaitu obyek sewa, manfaat atas penggunaan barang dan atau jasa yang
dipersewakan, berupa tanah atau bangunan atau mesin cetak harus jelas dan milik
siapa apakah milik mu ajir atau milik pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam
akad dalam perkara ini. Ada poin yang dianggap kurang jelas yakni pada Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01, lembar keempat terdapat kalimat:
bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan Kkegiatan usahanya telah
mengajukan permohonan kepada BPRS ABC untuk memperoleh fasilitas
pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau keuntungan akan dibagi secara
bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proposional) antara BPRS ABC dan nasabah
sesuai dengan besarnya pembiayaan dari BPRS ABC dan modal dari nasabah.
Bunyi kalimat tersebut majelis hakim tingkat banding menjadi tidak jelas akad
yang dibuat BPRS ABC dengan para nasabah masuk dalam kreteria ijarah atau
syirkatul mudarabah yang tentunya akan melahirkan konsekuensi yang berbeda,
oleh karena itu perlu adanya kejelasan dari maksud kalimat dalam akad
tersebut.??

Untuk kepentingan kejelasan tersebut, diperintahkan Pengadilan Agama
Purbalingga membuka persidangan kembali dengan memanggil pihak nasabah

dan pihak BPRS ABC untuk melakukan pemeriksaan kembali guna mendapatkan

224 galinan Putusan Sela Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

%25 glinan Putusan Sela Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
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keterangan tambahan. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan
tambahan seperti tersebut di atas, dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama
Purbalingga, dan setelah selesai melakukan pemeriksaan tambahan hakim tingkat
pertama diperintahkan mengirim kembali berita acara pemeriksaan tambahan
tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Tinggi Agama
menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan akan diputus

bersama-sama dengan putusan akhir.?®

3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Mengenai permohonan banding pihak nasabah telah diperiksa dan diputus
dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 21 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal
25 Syawal 1435 H, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan
kembali dalam putusan perkara a-quo. Setelah membaca dan memperhatikan
dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., memori banding dan kontra memori banding, berita
acara persidangan yang bersangkutan, dan berita acara persidangan pemeriksaan
tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis
hakim banding berpendapat sebagai berikut:?*’

Dalam memori banding para nasabah memohon agar Pengadilan Tinggi

Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor:

226 galinan Putusan Sela Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

227 Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
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1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah

dalam pertimbangan hukumnya diantaranya:**®

a.

Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis tentang debitur orang atau pihak
lain, yaitu bernama MMM (bukan inisial yang sebenarnya), padahal tidak ada
kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh BPRS ABC selaku
kreditur adalah nasabah yang bernama XXX dan bukti tulis kemudian diterima
sebagai alat bukti yang sah.

Tentang bukti saksi, BPRS ABC tidak mengajukan alat bukti saksi, namun
dalam putusannya mempertimbangkan bukti saksi- saksi.

Bahwa pihak BPRS ABC selaku kreditur menganggap para nasabah telah
melakukan wanprestasi, padahal dalam akad perjanjian bahwa nasabah dapat
dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah
lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13
September 2016.

Berdasarkan keberatan para nasabah tersebut majelis hakim pengadilan

tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: mengenai bukti tulis

perincian kewajiban debitur sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim

tingkat pertama pada Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei

2014 tertulis fotokopi perincian kewajiban debitur atas nama MMM tanggal 31

Agustus 2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa perincian

kewajiban debitur atas nama XXX per Agustus 2013, bukan atas nama MMM.

Mengenai bukti saksi-saksi ternyata pada pengadilan tingkat pertama tidak

228 galinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



104

memeriksa saksi-saksi, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama yang
mempertimbangkan tentang saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya.

Majelis hakim mempertimbangkan keberatan para nasabah tersebut, majelis
hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang menjadi
pokok dari persoalan ialah Akad Pembiayaan Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
Nopember 2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh BPRS ABC dan para
nasabah, hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah sebagaimana disebut
dalam pasal 295 KHES yaitu harus ada: mustajir (pihak penyewa), mu ajir
(pihak yang menyewakan), majur (benda yang diijarahkan), dan akad.
Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti tentang Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa tanggal 13 September 2011 Nomor: 01 yang dibuat
dihadapan Notaris Sri Wachyono, S.H., M.H, M.Kn., di dalam akad dimaksud
tertulis yang menjadi musta jir (pihak penyewa adalah para nasabah atau para
tergugat atau para pembanding), mu ajir (pihak yang menyewakan adalah BPRS
ABC sebagai penggugat atau terbanding), dan ma jur (benda yang diijarahkan
adalah suatu benda yang diambil manfaatnya), sedangkan akadnya adalah Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, oleh karena
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 telah
disepakati oleh para pihak dan telah memenuhi syarat rukun ijarah maka harus
dinyatakan sah secara hukum.?*®

Karena Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13

September 2011 sah, maka segala sesuatu yang yang telah disepakati dalam akad

229 galinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
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tersebut mengikat kepada yang menandatangani akad tersebut, yaitu BPRS ABC
dan para dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad tersebut yaitu
sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016.%%°

Dalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka
7 sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di akad
disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan
sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BPRS ABC dapat
menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk
biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini
menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada BPRS
ABC. Berdasarkan pada pasal 1 angka 9, dengan menyimpangi pasal 2 angka 2
akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para nasabah, maka BPRS ABC berhak
untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih
menjadi tanggungan para nasabah.?*

Berdasarkan definisi pada akad tersebut, telah terdapat fakta hukum para
nasabah tidak membayar atau menunggak dan BPRS ABC telah memberikan
somasi, akan tetapi pihak para nasabah tetap tidak memenuhi kewajiban untuk
membayar angsuran, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan

pendapat hakim tingkat pertama yang menyatakan para nasabah telah melakukan

perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Akad

%0 galinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

1 galinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
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Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, dan diambil
alih menjadi pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.?*?

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena para
nasabah dinyatakan ingkar janji, maka para nasabah dihukum untuk membayar
kerugian materiel sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga
ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada BPRS ABC
langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal
ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan
putusan Pengadilan Agama Purbalingga, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat meskipun para nasabah telah dinyatakan ingkar janji akan tetapi oleh
karena di dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati
oleh nasabah dan BPRS ABC sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang
harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS ABC yang berlaku sejak tanggal
angsuran pertama 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016,
oleh karena itu tidak adil apabila para nasabah dijatuhi hukuman untuk membayar
sekaligus sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus
sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).?*®

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa para nasabah dikatakan
wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi atau perbuatan yang telah

disepakati dalam akad (perjanjian), dalam hal ini para nasabah telah lalai dalam

memenuhi bunyi akad dalam pasal 2 angka 3, yang berbunyi “pembayaran sewa

%32 galinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
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manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh
enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 60 bulan, paling lambat
tanggal 13 setiap bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening
tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran.?**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan para nasabah
melakukan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi dalam pembayaran
angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor 01
tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “pembayaran
sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam
puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan.?*®

Dalam perkara a-quo majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat
amatlah adil dan bermanfaat apabila para nasabah dihukum untuk membayar
angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang
dalam akad, yakni pembayaran sewa manfaat sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta
seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
dan pembayaran ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).?*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan

Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. atas dasar-

dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan

%4 Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
2% galinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

2% galinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
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dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar tidak perlu
diulang kembali sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu
putusan Pengadilan Agama Purbalingga harus dikuatkan dengan memperbaiki
sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini.?*’

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan-keberatan
yang diajukan oleh para nasabah tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut
karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan: bahwa hakim
tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu
memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan
hakim tingkat pertama.”*®

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding

harus dibebankan kepada para pembanding atau para nasabah.?*

%7 Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
2% Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

9 galinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



BAB IV
TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ABC DAN PENYELESAIANNYA

SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Tinjauan Yuridis Pembiayaan ljarah Multijasa di Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah ABC
Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada
nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.?*® Dalam Undang-
Undang Perbankan Syariah pemberian pembiayaan adalah penyediaan dana atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 2
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
(ijarah muntahiya bitamlik).
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabakah, salam, dan istisna .
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gard.

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

#*Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), him.
304.

#pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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Salah satu kegiatan penyaluran dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
ABC (bukan nama yang sebenarnya) adalah pembiayaan ijarah multijasa. Dari hal
tersebut produk pembiayaan yang terjadi di BPRS ABC sudah mempunyai
payung hukum dan landasan hukum sesuai yang tertuang dalam pasal 1 ayat (25)
Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai operasioal produk tersebut.

Pembiayaan ijarah multijasa yang terjadi pada perbankan syariah, maka
dalam pokok akad harus mengacu pada ketentuan akad ijarah. Akad adalah
kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang sesuai dengan syara’ dan
mempunyai akibat hukum bagi obyeknya. Dalam Buku 111 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), perikatan adalah suatu
hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya.?*?

Adapun akad ijarah adalah akad
atas suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan memberikan imbalan

tertentu.

1. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan ljarah Multijasa di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah ABC

Para pihak dalam akad ijarah harus tamyiz, berbilang (at-ta 'addud), dan para

pihak mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Para pihak dalam

akad ijarah adalah mu jir (orang yang menyewakan) dan musta ’jir (orang yang

menyewa).

2 Buku 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,
Cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), him. 122-123.
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Para pihak dalam pembiayaan ijarah multijasa yang terjadi antara BPRS
ABC yang diwakili oleh HHH (bukan inisial yang sebenarnya) dengan XXX bin
SSS (bukan inisial yang sebenarnya) dan YYY (bukan inisial yang sebenarnya)
sebagai pihak nasabah.?*®

Kedua belah pihak sudah memenuhi ketentuan tamyiz, berbilang (at-
ta’addud), dan para pihak mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
Pihak BPRS ABC adalah mu jir (orang yang menyewakan) dan pihak XXX dan
YYY adalah musta’jir (orang yang menyewa). Maka kedua belah pihak sudah

memenuhi unsur ‘aqid.

2. Kehendak Para Pihak dalam Pembiayaan ljarah Multijasa di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah ABC
Dalam akad ijarah harus ada kesesuaian ijab dan kabul (dengan kata lain
tercapainya kata sepakat) dan kesatuan majelis akad. Para pihak tidak ada paksaan
dalam melakukan kesepakatan. Kehendak para pihak dapat dilakukan dengan
lisan, tulisan, atau isyarat.?**
Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, terdapat pernyataan pihak nasabah
mengajukan permohonan kepada BPRS ABC untuk memperoleh fasilitas
pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi

secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BPRS ABC

dengan nasabah. Pihak BPRS ABC sepakat dan berjanji serta mengikatkan diri

#3 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat
dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 1-2.

#“pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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untuk memberikan pembiayaan ijarah multijasa dengan syarat-syarat dan
ketentuan yang termaktub dalam surat perjanjian Akad Pembiayaan ljarah Multi
Jasa Nomor: 01.%%

Kehendak para pihak dalam pembiayaan tersebut sudah terjadi kesepakatan
tanpa adanya paksaan dan dilakuan secara tertulis yang terdapat pada ketentuan-
ketentuan dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn. Dalam

hal ini, al-Qur’an menganjurkan transaksi dibuat secara tertulis sebagaimana

dalam firman Allah surat al-Bagarah ayat 282:
13 ) . s
s Jol s &l 3] Tyl ol Ll

T
FPRCTANE

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (seperti

berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya”. (Q.S. al-Bagarah [2]: 282).

Dalam ketentuan tersebut belum sesuai dengan akad ijarah, karena teradapat
ketentuan yang berbunyi: “memperoleh fasilitas pembiayaan ijarah multijasa yang
pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang
seimbang (proporsional) antara BPRS ABC dengan nasabah.” Padahal dalam
jarah tidak ada istilah “pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi

hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional)”’, dalam akad ijarah penyewa

memberikan upah atau ujrah atas suatu manfaat sewa barang maupun jasa.

#5 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat
dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 2-3.
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3. Pembiayaan ljarah Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
ABC
Pada akad ijarah manfaat obyek harus jelas,?* yaitu kejelasan tentang obyek
yang diijarahkan atau disewakan atau jasa yang diberikan dan kejelasan waktu
untuk memanfaatkannya. Manfaat obyek akad ijarah dapat dipenuhi, baik secara
hakiki maupun syar’i. Manfaat obyek akad ijarah harus memenuhi syarat-syarat
atau tidak bertentangan dengan syara’.?*" Obyek atau manfaat akad ijarah tidak
boleh diambil manfaatnya oleh mu’jir (orang yang menyewakan).’*® Manfaat
obyek akad ijarah harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah.?*®
Adapun pembiayaan ijarah multijasa ini pihak BPRS ABC memberikan
fasilitas sewa manfaat yang akan digunakan untuk biaya cetak tabloid dengan
sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
dengan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
Jangka waktu pemanfaatan atas sewa manfaat selama 60 bulan sejak
penandatanganan akad ini oleh kedua belah pihak atau pada saat serah terima
sewa manfaat yaitu pada tanggal 13 September 2011 dan berakhir pada tanggal 13
September 2016 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2016

nasabah harus sudah melunasi, apabila batas akhir pelunasan telah lewat waktu

246 \Wahbah az-Zuhailt, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, ..., him. 736-741. Abdul
Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ..., him. 279.

#"\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 744-745. Abdul
Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ..., him. 279.

#%\ahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, Juz IV, ..., him. 747-748.

29 1pid ..., him. 748-749.
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nasabah belum melunasi sebagaimana ketentuan tersebut, maka nasabah dianggap
lalai atau cidera janji.?*

Pembiayaan ijarah multijasa antara BPRS ABC dengan XXX ataupun YYY,
obyek akadnya sangat jelas yaitu BPRS ABC memberikan sewa manfaat berupa
uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dalam jangka
waktu yang sangat jelas yaitu selama 60 bulan sejak tanggal 13 September 2011
dan berakhir pada tanggal 13 September 2016, walaupun fasilitas sewa manfaat
berupa uang tersebut digunakan untuk biaya cetak tabloid. Jadi sewa manfaat
obyek akad ijarah sewa manfaat berupa uang bertentangan dengan syara’.
Manfaat sewa obyek tersebut tidak diambil manfaatnya oleh BPRS ABC dan
manfaat akad ijarah digunakan sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah.

Dalam akad ijarah upah atau ujrah harus berupa mal mutagawim dapat
berupa uang surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan dan tidak
boleh sama dengan jenis manfaat manfaat obyek.

Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat
juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan
ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 60 bulan,
paling lambat tanggal 13 setiap bulannya secara tunai atau pemindahbukuan dari
rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. Dalam hal
pembayaran angsuran oleh nasabah secara pemindahbukuan, maka nasabah wajib

menyerahkan surat kuasa kepada BPRS ABC. Setiap pembayaran atau pelunasan

%0 pasal 2 ayat (1) Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September
2011.
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utang atau angsuran oleh nasabah kepada BPRS ABC dilakukan di kantor BPRS
ABC atau ditempat lain yang ditunjuk BPRS ABC.**

Pembayaran upah atau ujrah memang berupa mal mutagawim yang berupa
uang, yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan
diangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka
waktu 60 bulan, paling lambat tanggal 13 setiap bulannya. Namun upah atau ujrah
sama dengan benda yang disewa yaitu berupa uang. Seharusnya ujrah pada akad
ijarah adalah tarif sewa atau jasa, tarif sewa atau jasa sama dengan harga sewa
atau jasa ditambah biaya ditambah laba.?* Jadi total angsuran XXX dan YYY
sebesar Rp. 7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus
enam puluh tujuh rupiah). Karena selain ujrah nasabah mengembalikan sewa
manfaat sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam
ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya.

Dari hal tersebut BPRS ABC hanya memberikan pembiayaan berupa uang,
bukan memberikan sewa manfaat atau memberikan suatu jasa. Padahal perbankan
syariah bertindak sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak penguasaan
atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan atau yang

menyediakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.”®® Dari

! pasal 2 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 5-6.

#2 gygeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatif,
Cet. ., (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), him. 550.

%53 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.
Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Kemudian dalam
pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan prinsip syariah adalah prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
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beberapa ketentuan dalam akad tidak ada penjelasan bahwa BPRS ABC
menyediakan jasa cetak yang telah dimiliki atau mempunyai hak penguasaan atas
obyek sewa baik berupa barang atau jasa.

Dalam KHES pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya,
atau pengampaunya.”®* Menurut pendapat Sayyid Sabig, ‘agid diperbolehkan
menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat
penggunaan barang sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.
Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia
menyewakan atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan
pertama. Hal ini boleh dilakukan karena kebiasaan atau disebut al-khulwu.?>®
Kemudian dalam memberikan pelayanan jasa, maka tidak dapat diterapkan pada
uang, bahan makanan, bahan bakar, dan lain sebagainya, karena hal tersebut tidak
mungkin selain dikonsumsi.?®® Maka tidak dibenarkan jika dalam pembiayaan
ijarah multijasa BPRS ABC bukan pemilik atas jasa tersebut dan dalam akad

ijarah tidak dapat menerapkan uang sebagai jasa yang telah diberikan.

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah, dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia
Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunanan
Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah
pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, bahwa prinsip syariah yang wajib
dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

*'pasal 259 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
5 sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 111, ..., him 194-195.

%6 Muhammad Ayub, Undestanding Islamic Finance, ..., him. 281.
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4. Jaminan pada Pembiayaan ljarah Multijasa di Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah ABC
Pemberian jaminan pembiayaan ijarah multijasa ini, untuk menjamin
tertibnya pembayaran kembali pelunasan pembiayaan dan tepat waktu dalam
jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akad ini, Dalam hal
ini memberikan ketentuan nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk
menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BPRS ABC
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Jenis barang jaminan yang diberikan
nasabah berupa:®’
1. Sebidang tanah pekarangan dengan banggunan sertifikat hak milik nomor:
**x seluas 53 m? (lima puluh tiga meter persegi), menurut surat ukur tanggal
22 Desember 2010 nomor: *** Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NITB):
*** terletak di desa ##### kecamatan #### kabupaten Purbalingga propinsi
Jawa Tengah tertulis atas nama XXX bin SSS, berikut semua dan segala
sesuatu yang sekarang ada ataupun yang akan ada di atas tanah tersebut, yang
menurut sifatnya, tujuannya, penetapan undang-undang atau adat kebiasaan
dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian. Jaminan tersebut akan
diikat dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) peringkat |
(pertama), yang merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari akad

ini.

%7 pasal 3 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 5-8.
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2. Cash colleteral sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang
disimpan di tabungan dan diblokir pada PT BPRS ABC nomor rekening ***
atas nama XXX alamat ##### desa ##### RT. *** RW. *** kecamatan
#i#### kabupaten Purbalingga.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum
penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan
investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang
dapat dilakukan oleh perbankan syariah kepada nasabah penerima fasilitas atau
sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan
dalam kelompok yang sama dengan perbankan syariah yang bersangkutan.?*®

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh perbankan syariah
mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat
berpengaruh terhadap kesehatan perbankan syariah. Mengingat bahwa penyaluran
dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada perbankan
syariah, resiko yang dihadapi perbankan syariah dapat berpengaruh pula kepada
keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan
dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan
mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak

terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.?*®

%8 pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

%9 Ppenjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah.
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Konsep yang berkaitan dengan jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan
kafalah dan rahn. Menurut Bank Indonesia, kafalah adalah akad pemberian
jaminan (makfil ‘anhu, asil) yang diberikan satu pihak ke pihak lain dimana
pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembiayaan kembali suatu hutang
yang menjadi hak penerima jaminan (makfil). Menurut Bank Indonesia Rahn
adalah penyerahan barang atau harta (marhan) dari nasabah (rahin) kepada bank
(murtahin) sebagai jaminan sebagaian atau seluruh hutang. Dari beberapa alasan
tersebut maka jaminan yang diterapkan dalam pembiayaan ijarah multijasa sudah
sesuai dengan jaminan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan konsep
hukum Islam.?®

Adapun jamminan cash colleteral dalam pembiayaan ini sudah sesuai
dengan Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk dan
Aktifitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank dapat meminta
jaminan berupa cash collateral atau bentuk jaminan lainnya dalam pembiayaan
multijasa, maka dalam pembiayaan ijarah mutijasa ini dalam meminta cash

coleteral sebagai jaminan sesuai dengan perundang-undangan.®®*

20 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Eds. I,
Cet. Il, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 44-45.

?*! Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk dan Aktifitas Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor .../SEOJK.03/2015.
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5. Pemeliharaan Terhadap Sewa Manfaat Pada Pembiayaan ljarah
Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Pembiayaan Ijarah,262

nasabah wajib membayar sewa atau upah secara tunai,
bertanggungjawab menjaga keutuhan barang sewa atau jasa yang diberikan serta
menggunakannya sesuai kontrak, dan menanggung biaya pemeliharaan barang
sewa maupun jasa yang diberikan yang sifatnya ringan (tidak materiel) sesuai
dengan kesepakatan. Biaya-biaya tersebut mempunyai tujuan agar keutuhan
barang sewa atau jasa yang diberikan bank syariah serta menggunakannya sesuai
kontrak dan biaya pemeliharaan barang sewa maupun jasa.

Dalam pembiayaaan ijarah multijasa nasabah mengeluarkan biaya sendiri
untuk merawat sewa manfaat sehingga dalam keadaan baik dan terpelihara,
memenuhi setiap aturan pemeliharaan, dan prosedur yang diwajibkan atau
disarankan dari setiap pembuat sewa manfaat. Tidak melakukan perubahan,
penambahan, dan pengurangan apapun terhadap sewa manfaat yang dapat
menimbulkan kerusakan, berkurangnya manfaat, dan kerugian atas nilai ekonomis
sewa manfaat. Dalam melakukan penggantian atau perbaikan sewa manfaat atau
bagian-bagiannya, menjamin bahwa penggantian atau perbaikan yang digunakan,
sekurang-kurangnya memiliki nilai kualitas dan kegunaan, dan kegunaan yang
sama Yyang digantikannya. Mengakui bahwa semua penggantian berupa

penggantian atau perbaikan atas jasa sewa manfaat tersebut telah melekat dan

menjadi bagian yang telah terpisahkan dari sewa manfaat dan karena itu milik

%2 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.
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BPRS ABC.?®® Dalam ketentuan pembiayaan ijarah multijasa ini sudah sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan menjaga keutuhan dan
biaya pemeliharaan®®*

Termasuk biaya, potongan, dan pajak-pajak yang tertuang dalam
pembiayaan ijarah multijasa ini, dalam hal ini nasabah menangung segala biaya
yang berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa
lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BPRS ABC kepada nasabah sebelum
ditandatangani akad ini, dengan menyatakan persetujuannya nasabah. Jika
nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran atau melunasi utangnya kepada
BPRS ABC, sehingga BPRS ABC perlu menggunakan jasa penasehat hukum atau
kuasa untuk menagih, maka nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk
membayar seluruh biaya jasa penasehat hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa
lainnya yang dapat dibuktikan dan sah menurut hukum. Dan setiap pembayaran
kembali atau pelunasan nasabah sehubungan dengan akad ini, akad lainnya
mengikat nasabah dan pihak BPRS ABC, dilakukan oleh nasabah kepada BPRS
ABC tanpa potongan, pajak atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan
tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.?®®
Biaya, potongan, pajak-pajak, dan biaya lainnya termasuk suatu tanggungjawab
nasabah, demi menjaga keutuhan barang atau jasa, biaya pemeliharaan atas barang

atau jasa, dan biaya agar terlaksnanya akad ini, dalam hal ini sudah sesuai dengan

%63 pasal 7 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 9-10.

%4 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.

%5 pasal 5 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 8-9.
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Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

ljarah 266

6. Resiko dan Pungngutan pada Pembiayaan ljarah Multijasa di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah ABC

Adapun terkait dengan resiko kerusakan beserta biayanya, dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah,?’
nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan
karena pelanggaran perjanjian, bukan karena kelalaian nasabah, dan bukan karena
pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan.

Resiko kerusakan beserta biayanya dalam pembiayaan ijarah multijasa ini,
yaitu pihak nasabah menjamin dan menanggung resiko dalam bentuk apapun
sehubungan dengan penggunaan sewa manfaaat, serta membebaskan diri BPRS
ABC dari beban atau kerugian apapun juga yang disebabkan karena kerusakan,
gangguan, berkurangnya manfaat, atas sewa manfaat, dan tidak terbatas
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah atau orang lain. Nasabah
bertanggung jawab dan menanggung pembayaran setiap pajak, retribusi, denda,
dan pungutan-pungutan lainya atas sewa manfaat tepat pada waktunya.’®® Jadi
ketika ada resiko dan punggutan yang menyangkut dengan penggunaan sewa

manfaat yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, berkurangnya manfaat,

268 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.
%7 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.

%8 pasal 8 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 10-11.
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atas sewa manfaat, dan tidak terbatas disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
nasabah atau orang lain, maka nasabah menanggung resiko dan punggutan
tersebut apabila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya, serta membebaskan

diri BPRS ABC dari beban atau kerugian apapun.

7. Berakhirnya Masa Manfaat Guna Usaha Pembiayaan Iljarah
Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC
Berakhirnya pembiayaan ijarah multijasa ini, yaitu sewa manfaat guna
usaha. Adapun ketentuannya nasabah mengembalikan sewa manfaat dalam
keadaan baik kepada BPRS ABC pada saat berakhirnya masa sewa manfaat
sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 akad ini. Nasabah juga berjanji dan
mengikatkan diri untuk membayar lunas nilai sisa pembayaran manfaat guna
usaha serta kewajiban-kewajiban lainnya yang masih terutang menurut akad ini,
tanpa mengurangi hak BPRS ABC untuk memperhitungkannya.’®® Adapun
pengembalian atas barang atau jasa yang telah diberikan BPRS ABC kepada
nasabah, maka nasabah mengembalikan sewa manfaat dengan angsuran setiap
bulannya mengangsur sebesar ujrah (pembayaran atas jasa) sebesar Rp.
7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh
tujuh rupiah) dengan perhitungan sewa dengan metoda flate rate yang sesuai
dengan tabel pada Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01.
Perhitungan sewa dengan metoda flate rate dalam pembayaran angsuran

pada pembiayaan ini, terdapat keterbatasan dalam aplikasi pada pembiayaan ijarah

%9 pasal 12 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 13-14.
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multijasa. Dengan catatan bahwa angka yang digunakan sebagai dasar
perhitungan marjin sewa adalah benar-benar mencerminkan cost dari aktiva
terkait. Kebaikan atau manfaat metoda flat rate masih bisa dipergunakan untuk
penetapan sewa jangka pendek atau menengah hingga tiga tahun, bahkan untuk
aktiva tertentu hanya berlaku sebatas jangka pendek (maksimal satu tahun).
Kelemahan lainnya, tidaklah logis dari sisi ekonomis jika sewa untuk semua jenis
aset (properti, otomototif, dan lain-lain), tarif sewa menyewa adalah tunggal.
Mengingat pasar sewa masing-masing aktiva berbeda-beda, ada yang sudah jenuh,
ada yang stabil, ada yang menurun, dan ada pula yang pemintaannya meningkat
pesat atau cukup tinggi, sesuai kondisi saat itu. Karenanya, lebih banyak jenis
barang atau jasa yang penetapan sewanya (pricing) bervariasi tiap sewanya, untuk
fase satu dengan fase lain dalam suatu masa atau periode sewa jangka menengah
dan jangka panjang. Jika obyeknya adalah properti, maka wajar bila tarif sewanya

bersifat progresif. >

8. Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Pembiayaan ljarah Multijasa di
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC

Dalam suatu akad terdapat syarat mengikat (syuriat luzizm), yaitu syarat

mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali

persetujuannya atau kesepakatannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Selain kesepakatan-kesepakatan tentang akad ijarah, dalam perjanjian Akad

Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 ini terdapat kesepakatan-kesepakatan

2% sygeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatif, ...,
him. 535-538.
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lain atau ketentuan-ketentuan lain yang bertujuan untuk memperkuat suatu akad.
Karena hal itu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka sifatnya
mengikat diantara kedua belah pihak.?”* Dalam KHES disebutkan bahwa, semua
akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nas syari’ah bagi mereka yang
mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan
secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nas-nas syari’ah. Suatu akad hanya
berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.?"?

Akibat hukum dari suatu akad ada dua, yaitu akibat hukum dari suatu akad
para pihak dan akibat hukum dari suatu akad terhadap isi pada akad. Akibat
hukum dari suatu akad para pihak merupakan akad wajib dipenuhi yang timbul
dari perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik kembali akad tersebut kecuali ada
kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan
oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan mengikat bagi para pihak yang
membuatnya untuk melakukan akad tersebut.?”® Akibat hukum dari suatu akad
terhadap isi pada akad merupakan akibat hukum suatu akad perlu dilakukan
mengenai ruang lingkup isi akad.?"

Adapun ketentuan-ketentuan yang dibuat para pihak selain akad ijarah

dalam akad pembiayaan ijarah multijasa ini yang bertujuan untuk memperkuat

suatu akad adalah sebagai berikut:

2™t syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm. ..., him. 263-265.’
*"?pasal 44-46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2gyamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, him. ..., him. 263-265.

% Ibid, ..., him. 301-312.
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Pertama, pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah, dalam ketentuan tersebut adalah perbankan syariah
mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima
fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum perbankan
syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh
keyakinan perbankan syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap
watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah
penerima fasilitas.?"

Dalam hal ini salah satunya pada Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa
Nomor: 01 memuat ketentuan tentang realisasi perjanjian. Realasi perjanjian
pembiayaan ini memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang
pembatasan penyediaan ijarah multijasa oleh yang berwenang, BPRS ABC
berjanji mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah nasabah
memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:*"

a. Menyatakan kepada BPRS ABC permohonan realisasi pembiayaan sesuai
dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya satu hari kerja BPRS
ABC dan saat pencairan dilaksanakan.

b. Menyerahan kepada BPRS ABC seluruh dokumen nasabah dan tidak terbatas

dokumen-dokumen jaminan perjanjian yang berkaitan dengan akad ini.

c. Menandatangani akad ini dan perjanjian jaminan yang dipersyaratkan.

275 pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

276 pasal 4 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 8.
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d. Bukti-bukti kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan serta akta-akta
pengikatan jaminan.

Syarat-syarat untuk merealisasikan pembiayaan ini memperhatikan dan
menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan ijarah multijasa, dan
dalam hal ini sesusai dengan memperoleh keyakinan perbankan syariah wajib
melakukan penilaian pada anggunan sebelum memberikan pembiayaan. Maka
ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah.

Selanjutnya ketentuan tentang pengawasan terhadap jasa sewa manfaat.
Dalam ketentuan ini, nasabah mengizinkan BPRS ABC pada saat ini dan
selanjutnya selama berlangsungnya akad untuk memasuki tempat usaha dan
tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan
pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan kegiatan lainnya
yang berkaitan dengan usaha berdasarkan akad ini, baik langsung maupun tidak
langsung.”’” Ketentuan ini dibuat perbankan syariah tak lain untuk memperoleh
keyakinan dalam melakukan penilaian kepada nasabah sesuai dengan pasal 23
Undang-Undang Perbankan Syariah.

Adapun ketentuan tentang pengakuan nasabah. Nasabah dengan ini
menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin kepada BPRS
ABC, bahwa segala dokumen atau akta yang ditandatangani nasabah berkenaan
dengan akad ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan mengikat nasabah,

sehingga tidak bertentangan dengan hal-hal yang mengahalangi pelaksanaan akad

2" pasal 6 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 9.
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ini. Pada saat ditandatanginya akad ini, nasabah tidak sedang mengalihkan atau
meminjamkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, tidak terbatas pada
piutang, klaim asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa gugat
menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau badan arbitrase, berhutang
pada pihak lain, diseledik atau dituntut oleh pihak yang berwajib, baik pada saat
ini atau dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan
keuangan, atau mengganggu jalannya usaha nasabah. Orang-orang yang bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili atau yang diberi kuasa oleh nasabah adalah
sah dan berwenang, serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.?

Hal ini sesusai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah, untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan
kemampuan perbankan syariah pada nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban
pada waktunya, sebelum perbankan syariah menyalurkan dana.’”® Maka BPRS
ABC membuat ketentuan tentang pengakuan nasabah atas dukumen-dokumen dan
akta adalah sah, memiliki hukum tetap, dan mengikat.

Kedua, ketentuan tentang asuransi. Dalam hal ini, untuk kepentingan pihak
BPRS ABC, dapat mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan pembiayaan
ini atau jiwa pihak nasabah kepada asuransi syariah yang disetujui para pihak atas

beban pihak nasabah dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku dan manfaat

278 pasal 10 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 11-12.

279 pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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asuransi akan berlaku efektif setelah kepesertaan asuransi disetujui atau
disepakati.?®

Suatu ketentuan dalam terkait dengan asuransi merupakan tentang anggunan
yang diserahkan nasabah penerima fasilitas kepada BPRS ABC berikut jenis
pengikatannya dapat berupa barang tetap atau barang bergerak. Namun barang
anggunan yang insurable wajib ditutup asuransi dengan banker’s clause oleh
nasabah pada asuransi syariah yang disetujui oleh perbankan syariah dan biaya
biaya premi asuransi atas beban nasabah.?

Ketiga, dalam surat perjanjian Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor:
01 terkait dengan penyimpangan dari pada pasal 2 akad ini yaitu terkait dengan
pembiayaan, pembayaran, dan jangka waktunya, BPRS ABC berhak untuk
menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah atau siapa pun juga yang
memperoleh hak darinya atas sebagaian atau seluruhnya jumlah kewajiban
nasabah kepada BPRS ABC berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika atau
sakaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, ataupun
surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut, yaitu antara
lain;?®

a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada BPRS ABC

sesuai yang ditetapkan dalam pasal 2 akad ini.

%80 pasal 9 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 11.

%81 \Wangsawidjaja, Pembiayaan bank Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2012), him. 184.

%2 pasal 11 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 12-13.
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b. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang
yang dijadikan jaminan atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada
pasal 3 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya atau nasabah melakukan
perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hal yang ditentukan
dalam pasal 10 dan pasal 12 akad ini.

c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau
pihak yang berwajib.

d. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah
pengampuan, dalam keadaaan insolvensi, dinyatakan pailit atau dilikuiditasi.

Keempat, kemudian jika perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal yang
tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa
dalam pelaksnaannya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah mufakat telah diupayakan
namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak
dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan
dengan ini berjani serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk
menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama di Purbalingga atau
kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto. Para
pihak sepakat dan mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum

(legal opinion) atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama atau lembaga

yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).?*

%3 pasal 13 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 15.
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Ketentuan ini pada lazimnya apabila terdapat perselisihan dalam
pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawah dan
mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka
sengketa akan dilaksanakan melaui badan arbitrase dan badan peradilan. Pada
akad tersebut jika tidak terjadi musyawarah mufakat, maka BPRS ABC akan
mengajukan sengketa tersebut kepada Pengadilan Agama Purbalingga atau kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto. Dengan
penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan
perkara ekonomi syariah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, maka menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan
ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan peradilan
agama.?®* Sedangkan pengajuan perkara ke kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto, untuk meminta bantuan kantor lelang untuk
meakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tangggungan
berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur
cidera janji (beding van eigenematige verkoop).?®

Kelima, ketentuan tentang pemberitahuan, yaitu setiap pemberitahuan dan

komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampaikan secara baik

284 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, ..., him.
134-137. Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, cet.
I, ..., him. 16-20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

%5 pasal 20 ayat (1) huruf (a) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan.
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dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara baik secara
pribadi dengan tanda terima ke alamat dibawah ini:*®
a. Nasabah : XXX

Alamat  : ##HH#H# desa ##H# RT. *** RW. *** kecamatan #### kabupaten

Purbalingga.
b. Bank : PT. BPRS ABC
Aamat . jalan ###H# nomor *** Purbalingga

Keenam, ketentuan terakhir atau ketentuan penutup, yaitu apabila ada hal-
hal yang belum cukup diatur dalam akad ini, nasabah dan BPRS ABC akan
mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam satu adendum.
Tiap adendum dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
akad ini. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para pengahadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada notaris
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para

penghadap juga meyatakan telah mengerti dan memahami isi akad ini.?®’

B. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan ljarah Multijasa
Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC

Terjadinya sengketa pembiayaan ijarah multijasa antara BPRS ABC dengan

XXX dan YYY, berawal dari XXX dan YYY mendapat tawaran pembiayaan dari

karyawan BPRS ABC. Kemudian terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak,

%6 pasal 14 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 15-16.

%7 pasal 15 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 15.



133

BPRS ABC memberikan pembiayaan ijarah multijasa kepada XXX dan YYY
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ujrah
sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka
waktu pembiayaan selama 60 bulan atau lima tahun yaitu sejak tanggal 13
September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan angsuran
setiap bulan Rp. 7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus
enam puluh tujuh rupiah). Pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai
pengembangan usaha penerbitan tabloid milik XXX dan YYY.

Namun ditengah-tengah masa pembayaran angsuran atau ujrah, XXX dan
YYY mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan
tersebut. Kemudian BPRS ABC melayangkan beberapa surat peringatan atau
somasi kepada XXX dan YYY. BPRS ABC sudah memberikan kesempatan
kepada XXX dan YYY namun sampai gugatan diajukan di Pengadilan Agama
Purbalingga oleh BPRS ABC, XXX dan YYY tidak dapat menyelesaikan
kewajibannya. Selanjutnya BPRS ABC menganggap XXX dan YYY sudah
melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi yang sangat
merugikan BPRS ABC. Akibat perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau
wanprestasi tersebut BPRS ABC dirugikan secara materiel sebesar Rp.
257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus lima puluh rupiah).

Dalam surat gugatan tersebut atau dalam petitumnya, BPRS ABC meminta
agar majelis hakim mengabulkan semua gugatannya, menyatakan sah dan berharga

sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik para nasabah yang
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diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa tanah pekarangan
berikut bangunan, menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan ljarah Multi
Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara BPRS ABC dengan
para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga,
menyatakan para nasabah telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji
atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal
13 September 2011 yang sangat merugikan BPRS ABC, yaitu berupa kerugian
materiel sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus
sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), menghukum para
nasabah untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 257.393.450.- (dua ratus
lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh
rupiah) kepada BPRS ABC langsung seketika setelah putusan mempunyai
kekuatan hukum tetap, dan menghukum para nasabah untuk membayar semua

biaya yang timbul dalam perkara ini.

1. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga
dalam Putusan:
a. Kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga
Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara
menyangkut dua kewenangan, kewenangan relatif dan kewenangan absolut.
Kewenangan relatif adalah menyangkut mengenai pembagian kekuasaan

mengadili antara jenis pengadilan yang sama tergantung pada tempat tinggalnya
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terggugat. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan yang berhubungan
dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.

Pertimbangan hakim sebelum memeriksa perkara, mempertimbangkan
kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari
pihak nasabah kemudian majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai
persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam
perkara a-quo.?®® Setelah diperiksa majelis hakim dari kedua pihak, sehingga
Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai alasan kuat Pengadilan Agama
Purbalingga memeriksa perkara sengketa perbankan syariah.

Pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara ini sudah benar terkait
dengan kewenangannya memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah,
karena hal itu berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a-quo pasal
15 Akad Pembiayaan ljaran Multi Jasa Nomor: 01 tentang penyelesaian
perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui
Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6)

HIR: Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan

288 pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara ini dengan alasan berdasarkan pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama (dimana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa
ekonomi syari’ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama”, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-
X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi
wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar
hukum perkara a-quo pasal 15 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tentang
Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui
Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR: Jika ada
pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang
dipilih itu, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga.



136

di tempat domisili yang dipilih itu, maka perkara ini menjadi wewenang relatif
Pengadilan Agama Purbalingga.

Selanjutnya pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (dimana
Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa
ekonomi syari’ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan
oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”, sebagaimana Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan
permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi
wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga.”®®
b. Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses
perundingan untuk meemperoleh kesepakatan para pihak dibantu dengan
mediator. Pada setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim
diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang akan berperkara.

Pihak penggugat yaitu BPRS ABC yang diwakili oleh direktur utama atas
nama HHH dan pihak tergugat yaitu nasabah atas nama XXX sebagai tergugat |
dan YYY sebagai tergugat Il. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah akta

perdamaian (acta van vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk

%9 pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 Tentang Uji Materi.
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memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat mereka berdua.?®® Pertimbangan
hakim sebelum proses persidangan majelis hakim sudah mendamaikan para pihak,
namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian perkara ini harus diperiksa dan
diselesaikan melalui putusan hakim. Pertimbangan hakim dalam hal ini sudah
sesuai dengan dengan pasal 130 HIR, pasal 154 R.Bg dan pasal 14 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.
c. Pokok Perkara

Pertimbangan majelis hakim terhadap pokok perkara yaitu para nasabah
telah mengakui persetujuan menerima pembiayaan ijarah multijasa, jangka waktu
pembiayaan ijarah multijasa, dan pembiayaan tersebut digunakan untuk
percetakan tabloid. Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti
sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara
pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya, dalil-dalil tersebut harus
dinyatakan terbukti.®®® Akan tetapi para nasabah memberikan pengakuan
berklausul dan tidak mengakui jika menunggak dan masih mempunyai iktikad
baik akan melunasi utang tersebut, serta sudah ada jaminan yang telah diikat
dengan hak tanggungan. Adapun para nasabah terlambat membayar angsuran,
dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa (overmacth), yang berkaitan dengan
usaha yang dijalankan, yaitu direktur percetakan telah kabur, sehingga pihak
nasabah mengalami kerugian Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta

rupiah).

20 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. VI, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), him. 95.

21 pasal 174 HIR.
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Kemudian pihak nasabah tidak mengakui melakukan perbuatan cidera janji
atau ingkar janji atau wanprestasi, sebab para nasabah masih sanggup untuk
melunasi hutang-hutang pada jangka waktu perjanjian Akad Pembiayaan ljarah
Multi Jasa Nomor: 01 dari tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13
September 2016. BPRS ABC tidak meminta agar membatalkan (fasakh)
perjanjian, maka konsekuensi hukumnya, perjanjian tersebut masih sah, berlaku,
dan belum berakhir, serta belum bisa dinyatakan pihak nasabah telah wanprestasi.

Pihak nasabah menemui beberapa kejanggalan isi perjanjian, diantaranya:
para nasabah harus membayar biaya kuasa hukum penggugat, cash collateral
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disimpan dan diblokir
BPRS ABC, perincian kewajiban pembayaran pihak nasabah berbeda-beda, tidak
benar jika nasabah tidak pernah menanggapi somasi pihak BPRS ABC bahkan
mempersilahkan ruko yang telah diagunkan untuk dijual, pihak BPRS ABC
meminta untuk dilaksanakan conservatoir beslaag, dan pihak nasabah tidak
mempunyai iktikad tidak baik bahkan pihak BPRS ABC yang tidak beriktikad
baik karena hendak tidak melaksanakan akad atau perjanjian yang telah dibuat
bersama padahal perjanjian masih berlaku hingga 13 September 2016 maka para
nasabah belum bisa dinyatakan telah wanprestasi.

Pertimbangan majelis hakim terhadap yang tidak diakui dan dibantah para
nasabah.?®> Kemudian BPRS ABC telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi
di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa bukti-bukti pihak

BPRS ABC P.1 sampai dengan P.12. Karena bukti P.1 sampai dengan P.8

22 Maka sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR
Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya
lebih dahulu kemudian tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.
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semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan,?** maka sesuai pasal
165 HIR merupakan bukti sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende),
sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat somasi yang dibenarkan pihak
nasabah. Adapun bukti P.11 dan P.12 berupa akta sepihak maka mengikat
terhadap pihak yang bertanda tangan sedang terhadap pihak ketiga mempunyai
kekuatan pembuktian bebas. Kemudian bukti P.12 dibantah oleh pihak nasabah,
maka merupakan bukti permulaan perincian kewajiban para nasabah kepada pihak
BPRS ABC. Kemudian bukti P.12 ini menurut majelis perlu dikonfrontasikan

dengan isi akad yang telah disetujui yaitu bukti P.5, pada pasal 12 yaitu tabel

298 Bukti-bukti tersebut adalah bukti P.1 berupa KTP. NIK tanggal 26 Agustus 2012 atas
nama. Direktur Utama, bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Nomor: C-02375 HT.01.01.Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004 Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakytat Syariah ABC berkedudukan di Purbalingga,
bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
BPRS ABC tanggal 07 Juni 2009 Nomor: -2- , dan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS ABC tanggal 14 Juli 2011 Nomor: -05-.
berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa Direktur Utama berhak
mewakili untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo, bukti P.5 berupa Akad Pembiayaan
ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui secara murni oleh
pihak nasabah atau tergugat, maka harus dinyatakan terbukti tergugat | dengan persetujuan
tergugat Il sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 sebesar Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh
juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan yaitu sejak tanggal 13 September
2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh para nasabah akan
digunakan untuk biaya cetak tabloid, bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. *** desa
#it# atas nama Tergugat |, membuktikan tanah Hak Milik No. *** desa #####, seluas 53 m? adalah
milik tergugat I, bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No: *** tanggal 13
September 2011, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, No***, membuktikan bahwa
tanah Hak Milik No. *** desa ####, seluas 53 m? atas nama tergugat | tersebut telah diletakkan
Hak Tanggungan dengan pemegang hak: PT. BPRS ABC, bukti P.9 berupa Surat Somasi | No.
014/SOMASI/ADV- SGG/1/2013 tanggal 8 Februari 2013 dan bukti P.10 berupa Surat Somasi Il
No. 056/ SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa BPRS ABC,
telah memberikan dua kali somasi kepada nasabah agar para nasabah memenuhi kewajibannya
untuk membayar angsuran pembiayaan kepada BPRS ABC, bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa
Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, karena mengikat terhadap pihak yang bertanda
tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, S.H., M.H. Telah menerima biaya kuasa hukum
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah
antara penggugat melawan tergugat, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama
XXX per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani olen HHH Direktur Utama PT.
BPRS ABC.
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pembayaran yang disepakati oleh para nasabah dan BPRS ABC. Karena pihak
nasabah tidak membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut
dikesampingkan. Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan
pembuktian nasabah akan dipertimbangkan secara integral pada saat majelis
mengkonstituter fakta perkara a-quo.

Terhadap fakta hukum majelis hakim mempertimbangkan penerapan
hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut: fakta pada obyek yang dimohonkan
sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh BPRS ABC telah diletakkan hak
tanggungan yang pemegangnya adalah pihak BPRS ABC, sehingga bantahan
pihak nasabah dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir
beslaag yang diajukan oleh pihak BPRS ABC tidak beralasan hukum, karenanya
majelis hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.
Pbg., tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan BPRS
ABC untuk meletakkan sita jaminan.

Berdasarkan pengakuan pihak nasabah dan bukti-bukti BPRS ABC, majelis
menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut: XXX dengan persetujuan YYY
sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari BPRS ABC berdasarkan Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu
pembiayaan selama 60 bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai
dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh para nasabah

atau tergugat akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, tanah Hak Milik No. ***
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atas nama tergugat | atau XXX, telah diletakkan hak tanggungan dengan
pemegang hak PT. BPRS ABC, para nasabah telah menunggak angsuran
kemudian pihak BPRS ABC telah melayangkan dua kali somasi namun para
nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, menurut
perhitungan pihak BPRS ABC akibat perbuatan para nasabah tersebut, dan BPRS
ABC dirugikan secara materiel yaitu sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus lima
puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga empat ratus lima puluh rupiah)
sedangkan pihak nasabah memohon keringanan.

Pertimbangan berikutnya pada pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah
apakah para nasabah telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang
menyebabkan BPRS ABC dirugikan secara materiel yang perinciannya pertanggal

31 Agustus 2013 sebagai berikut:

Sewa manfaat : Rp. 206.318.865.-
Tunggakan ujrah : Rp. 40.549.585.-
Denda keterlambatan : Rp. 375.000.-
Biaya kunjungan : Rp. 150.000.-
Biaya kuasa hukum : Rp. 10.000.000,-
Total kewajiban para nasabah : Rp. 257.393.450.-

d. Keabsahan Akad
Terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu menyatakan sah secara hukum

Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang
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dibuat antara BPRS ABC dengan para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H.,
M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga, dipertimbangkan sebagai berikut.

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan
sahnya akad, sesuai pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (yang
selanjutnya disingkat KHES) bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan
perbuatan hukum tertentu.®* Selain itu juga sudah sesuai dengan definisi akad
menurut ulama figh kontemporer. Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Mustahfa

Ahmad az-Zarga, akad adalah:

2% dlan o il iy g 5 e day e Ui Ol Ll )

“Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’

yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.?%

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai
pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum
bagi obyeknya.”®’ Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 dijelasakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara perbankan syariah

dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak

sesuai dengan prinsip syariah.”*®

%4 pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2®\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-1slam7 wa Adillatuh, Juz IV, ..., him. 80-81 dan Mustahfa
Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-Fighiy al-‘4Am, Juz |, ...., him. 382.

#jzb adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu
pihak. Sedangkan Kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak
lain.

27 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Eds 1, ..., him. 68.

2% pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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Pertimbangan berikutnya berdasarkan pasal 22 KHES bahwa rukun akad
terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan
kesepakatan, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24,
dan, 25 KHES. Hal ini juga seuai rukun akad yang ditentukan oleh ahli hukum
Islam kontemporer vyaitu para pihak yang membuat akad (al-‘@gida’in).,
pernyataan kehendak para pihak (sigatul- ‘agd), obyek akad (makalul-°‘aqd), dan

tujuan akad (maudii’ al- ‘aqd).?®

Adapun syarat-syarat akad ijarah majelis hakim
pertimbangannya berdasarkan 23, 24, dan, 25 KHES, dalam pasal 23 KHES
dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan
usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, pasal 24
KHES menjelasakan obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang
dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dan pasal 25 menjelaskan akad bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak
yang mengadakan akad. Selain syarat-syarat akad yang ditentukan KHES, syarat-
syarat akad sudah sesuai dengan syarat terbentuknya akad (syurath al-in igad),
syarat keabsahan akad (syurut as-sihah), syarat berlakunya akibat hukum (syurat
an-nafaz), dan syarat mengikatnya akad (syurat luziim).

Selain itu pertimbangan majelis hakim tentang pembiayaan multijasa,

majelis hakim menyatakan pembiayaan multijasa hanya dapat dilakukan dengan

akad ijarah atau akad kafalah, maka bank syariah yang menggunakan akad ijarah

29 \Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V, ..., him. 94, Mustahfa
Ahmad az-Zarga, al-Madkhal al-Fighiy al- ‘4m, Juz |, ..., him. 399-400. Syamsul Anwar, Hukum
Perjanjian Syariah, ..., him. 96-98. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

%0 syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., him. 99-106. Fathurrahman Djamil,
Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Cet. I, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), him. 162.
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harus mengikuti semua ketentuan akad ijarah, dan bank syariah sebagai kreditor
berhak memperolen imbalan yang besarnya harus telah disepakati di awal
transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
Pertimbangan hakim ini sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (25) huruf (e) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang
Pembiayaan Multijasa.

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim mengenai pengertian ijarah sesuai
dengan pengertian ijarah menurut pasal 20 ayat (9) KHES adalah sewa barang
dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Pertimbangan majelis hakim untuk menyatakan bahwa Akad Pembiayaan
ljarah Multijasa tersebut sah, majelis hakim mempertimbangan rukun dan syarat
ijarah berdasarkan pada pasal 295 KHES ditentukan bahwa rukun ijarah terdiri
dari: pihak yang menyewa (musta jir), pihak yang menyewakan (mu’ajir), benda
yang disewakan (ma jur), dan akad. Selain berdasarkan peritmbangan dari KHES,
pertimbangan majelis hakim sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh
mayoritas ulama figh dan Fatwa DSN Tentang Pembiayaan ljarah. Adapun rukun
akad ijarah menurut mayoritas ulama figh yaitu pertama, ‘aqid, yaitu mu jir
(orang yang menyewakan) dan musta jir (orang yang menyewa). Kedua, sigatul-
‘agd (kehendak para pihak), yaitu ijab dan kabul. Ketiga, ujrah (uang sewa atau
upah). Keempat, manfaat, yaitu manfaat dari obyek yang disewakan atau jasa dari
seseorang. Sedangkan rukun akad ijarah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah sama dengan rukun akad

ijarah yang ditentukan oleh mayoritas ulama figh, namun dalam Fatwa Dewan
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Syariah Nasional mengabungkan rukun manfaat dan rukun ujrah dalam satu

rukun yaitu rukun obyek akad ijarah.

Adapun syarat-syarat pada rukun akad ijarah majelis hakim memberikan
pertimbangan berdasarkan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam
pasal 301 sampai 304 KHES. Pertimbangan majlis hakim ini tidak sesuai dengan
syarat-syarat akad ijarah, karena pasal 301-304 KHES menjelasakan tentang
ketentuan akad kafalah. Seharusnya majelis hakim mengunakan pertimbangan ini
berdasarkan bagian kedua yaitu tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian akad
ijarah dalam pasal 257 sampai 262 KHES. Selain itu juga harus
mempertimbangkan syarat-syarat akad ijarah yang sudah ditentukan ulama-ulama
hukum Islam vyaitu syarat terbentuknya akad (syurzth al-in’igad), syarat
keabsahan akad (syurat as-sihah), syarat berlakunya akibat hukum (syurat an-
nafaz), dan syarat mengikatnya akad (syurat luzizm).

Pertimbangan majelis hakim berikutnya berdasarkan fakta hukum
sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01
tertanggal 13 Nopember 2011 sebagai berikut:

1) Akad ljarah Multijasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik
ma jur (obyek sewa) dengan musta’jir (penyewa atau nasabah) untuk
mendapat manfaat dan pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat
yang disewakan.

2) Mu’ajir adalah BPRS ABC sebagai pemilik jasa (in casu penggugat).

3) Musta jir adalah para nasabah sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat dari

bank (in casu tergugat | dan tergugat I1).



146

4) Ma jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.
5) Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh nasabah
(tergugat | dan tergugat I1) kepada BPRS ABC (penggugat).

Tercantum dalam bagian penutup akad tersebut telah dibacakan oleh Sri
Wahyono, S.H, M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga kepada para pihak tersebut
seketika telah ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01
tertanggal 13 Nopember 2011 telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga
petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan.

Pertimbangan majelis hakim tentang keabsahan akad, secara hukum Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat
antara BPRS ABC dengan para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H., M.H.,
M.Kn., Notaris di Purbalingga sudah sesuai dengan perundang-undangan dan
ketentuan dalam hukum Islam, namun ada pertimbangan hakim yang kurang
sesuai atau terdapat kesalahan dalam menentukan pertimbangan syarat-syarat
rukun akad ijarah dalam KHES. Kemudian majelis hakim tidak
mempertimbangkan bagaimana mekanisme pemberian jasa oleh BPRS ABC
kepada nasabah, karena ketentuan dalam akad pembiayaan ijarah multijasa,
Perbankan syariah bertindak sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak
penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan atau

yang menyediakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.***

% Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan ljarah. Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan
Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta



147

Karena jika mempertimbangkan hal itu, BPRS ABC mengetahui jika direktur
percetakan sebagai penyedia jasa tidak memberikan jasa percetakan atau tidak
memenuhi kewajibannya seperti yang dinyatakan oleh para nasabah.
e. Wansprestsi dan Ganti Kerugian Materiel

Majelis hakim mempertimbangkan Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa
Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 disebutkan dalam Pasal 1 angka 7
bahwa cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh
kewajiban yang menyebabkan BPRS ABC dapat menghentikan seluruh atau
sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait,
serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika
dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank. Atas kelalaian dan
pelanggaran para nasabah, maka BPRS ABC berhak untuk menuntut dan menagih
pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan para
nasabah. Untuk menyatakan para nasabah wanprestasi majelis hakim
menggunakan pertimbangan dari pengertian cidera janji dalam pasal 1 angka 7
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011
kurang tepat, karena dalam akad tersebut yang menjelaskan cidera janji pada pasal
1 angka 9 bukan pasal 1 angka 7. Kemudian karena dari suatu akad nanti akan

memberikan akibat hukum terhadap para pihak dan akibat hukum terhadap isinya.

Pelayanan Jasa Bank Syariah. Kemudian dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan
Syariah menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah. Adapun kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam
Penjelasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan
prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunanan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa
Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/16/PBI/2008, bahwa prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
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Akibat hukum terhadap para pihak akad wajib dipenuhi yang timbul dari
perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik kembali akad tersebut kecuali ada
kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan
oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan mengikat bagi para pihak yang
membuatnya untuk melakukan akad tersebut. Adapun akibat hukum terhadap
isinya yaitu akibat hukum cakupan dan ruang lingkupnya akad harus dipenuhi.®
Maka pertimbangan majelis hakim sudah tepat ketika menyatakan cidera janji
dengan mempertimbangkan pengertian cidera janji dalam akad tersebut.

Dalam hal ini majelis hakim berpedoman dalil al-Qur’an dan as-Sunnah
yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya “hai orang-orang
yang beriman pernuhilah akad-akad itu dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad,
Tirmidzi dan Daruqutni yang artinya “orang-orang Islam terikat pada akad
perjanjian yang mereka buat”. Bahwa ketentuan dalam akad tersebut, menurut
majelis telah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 21 huruf (b), 44 dan 46.
Pasal 21 huruf (b), akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau menepati janji,
setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang
ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-
janji, pasal 44, semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nas syari’ah bagi
mereka yang mengadakan akad, dan pasal 46, suatu akad hanya berlaku mengikat
antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Dalam pertimbangan ini majelis
hakim berpedoman pada al-Qur’an, as-Sunnah, dan ketentuan dalam KHES. Dari

beberapa pertimbangan tersebut sesuai dengan syarat mengikatnya akad (syurit

%02 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, him. ..., him. 263-312.
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luziZzm) yaitu syarat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik
kembali persetujuannya atau kesepakatannya secara sepihak tanpa kesepakatan
pihak lain. Walaupun akad telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya,
syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum.*®

Mengenai wanprestasi, majelis hakim berpendapat dengan mengambil alih
ketentuan dalam KUHPerdata dimana wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau
kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul: Hukum
Perjanjian (yang diterbitkan Intermasa diterbitkan di Jakarta pada tahun 1979
pada halaman 46), wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak
melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai
atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau
wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

4) Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan.

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim dan ketentuan-ketentuan
tersebut, maka bantahan bahwa para nasabah tidak melakukan perbuatan cidera
janji atau ingkar janji atau wanprestasi sebab para nasabah masih sanggup untuk
melunasi hutang-hutang dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan yaitu 13
September 2011 sampai dengan 13 September 2016 adalah tidak beralasan. Pada

fakta hukum yaitu para nasabah telah menunggak angsuran, kemudian BPRS

%3 1bid, him. 104-105.



150

ABC telah melayangkan dua kali somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari
2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun para nasabah tidak
memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka para nasabah harus
dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau
wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
September 2011 yang merugikan BPRS ABC. Pertimbangan majelis hakim terkait
dengan bentuk tidak melaksanakan prestasi atau wanprestasi atau cidera janji yang
berupa empat macam berdasarkan pada pasal 36 KHES.** Pertimbangan majelis
hakim dan dari ketentuan-ketentuan tersebut, bantahan para nasabah tidak cidera
janji atau wanprestasi tidak beralasan ini sangat benar karena BPRS ABC sudah
melayangkan surat peringatan atau somasi, hal ini sesuai dengan Pasal 37
Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dan pasal 1238 KUHPerdata, yaitu
dinyatakan lalai atau cidera janji dengan surat dengan surat perintah atau akta
sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri
menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.®

Adapun besarnya kerugian akibat perbuatan para nasabah menurut
perhitungan pihak penggugat dirugikan secara materiel yaitu sesuai dengan Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, yang
perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar:

sewa manfaat : Rp. 206.318.865,-

%04 pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

%05 pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
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tunggakan ujrah : Rp. 40.549.585,-
denda keterlambatan : Rp. 375.000,-
biaya kunjungan : Rp. 150.000,-
biaya kuasa hukum : Rp. 10.000.000,-

total kewajiban para nasabah : Rp. 257.393.450,-

Sedangkan pihak nasabah memohon keringanan, maka majelis
mempertimbangkan mengenai besarnya perincian kewajiban para nasabah
pertanggal 31 Agustus 2013, sebesar:
sewa manfaat : Rp. 206.318.865,-
tunggakan ujrah : Rp. 40.549.585,-

Menurut majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad besarnya yang
disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC pertanggal 13 Agustus 2013 adalah
pokok Rp. 154.166.667,- (seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh enam
enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah ujrah Rp. 111.000.000,- (seratus
sebelas juta rupiah) sehinggga berjumlah Rp. 265.166.667,- (dua ratus enam
puluh lima juta seratus enam puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
Oleh karena yang disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC lebih besar dari pada
perhitungan pihak BPRS ABC, maka menurut majelis ditetapkan yang lebih
meringankan para nasabah sebagaimana perincian BPRS ABC dalam bukti P.12
tersebut.

Adapun besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan
BPRS ABC yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima

ribu rupiah) untuk dana gardul hasan tidak dibantah oleh pihak nasabah,
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sedangkan biaya kuasa hukum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
pihak nasabah berkeberatan meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak
ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis hakim berpendapat berdasakan asas
taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka biaya kuasa
hukum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dipikul kedua
belah pihak masing-masing seperdua yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Menurut majelis kerugian materiel yang harus dibayar oleh para nasabah

kepada BPRS ABC perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar:

sewa manfaat : Rp. 206.318.865,-
tunggakan ujrah : Rp. 40.549.585,-
denda keterlambatan : Rp. 375.000,-
biaya kunjungan : Rp. 150.000,-
50 % biaya kuasa hukum :Rp. 5.000.000,-
total kewajiban para nasabah : Rp. 252.393.450,-

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim diatas, akad yang tidak
dilaksanakan salah satu pihak, sesuai pendapat para ulama figh pra moderen,
apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, pihak lain dapat
meminta fasakh akad atas dasar pihak tersebut cidera janji, namun akadnya tetap
berlangsung. Pihak tersebut yang tidak dapat melaksanakan akad dapat dituntut
agar melaksanakan perikatannya atau menuntut daman (ganti kerugian) sesuai
dengan keadaan dan dasar penuntutan daman tersebut adalah akad itu sendiri.

Dalam pasal 38 KHES pihak yang melakukan ingkar janji dapat diberi

sanksi, sanksi tersebut yaitu, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan
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resiko, denda, dan membayar biaya perkara. Kemudian berikutnya dalam pasal 39

sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:**

1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap
melakukan ingkar janiji.

2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan
ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Dalam pasal 1243 KUHPerdata, penggantian kerugian dapat dituntut
menurut undang-undang berupa kosten, schaden en interssen.®*” Yang dimaksud
kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang
sunguh-sunguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh
menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa keuntungan
(interssen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak
lalai (winstderving). Karena terjadinya perkara di depan hakim itu disebabkan
kelalaiannya si berhutang, maka ia juga akan dihukum untuk membayar biaya
perkara.>®® Dari beberapa pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan
perundang-undangan dan pendapat ulama figh moderen dalam menentukan
kerugian seperti total sewa manfaat Rp. 206.318.865,- (dua ratus enam juta tiga

ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan ujrah

sebesar Rp. 40.549.585,- (empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu

%% pasal 38 — 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
%07 pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

308 Sybekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ..., him. 148-149.
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lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan pertimbangan rincian dalam akad
dan keberatan nasabah. Kemudian denda biaya keterlambatan dan biaya
kunjungan berdasarkan pada pasal 5 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa ini.
Adapun penentuan setengah biaya kuasa hukum berdasakan asas taswiyah
(kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah hal ini sesuai dengan pasal 21
huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dikabulkan
sebagian dengan menyatakan para nasabah telah melakukan perbuatan cidera janji
atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal
13 September 2011 yang merugikan BPRS ABC, yaitu berupa kerugian materiel
sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dalam mengabulkan gugatan
majelis hakim yaitu mengabulkan bahwa para nasabah wansprestasi sudah sesuai
dengan isi dalam akad ini yang terdapat dalam pasal 1 angka 9 bukan pada pasal 1
angka 7 yang dijadikan pertimbangan majelis hakim, Pasal 36 sampai 37
Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Adapun majelis hakim mengabulkan sebagian dalam menentukan
kerugian materiel sudah sesuai dengan pendapat para ulama figh pra moderen,
pasal 38 — 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 1243 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, pasal 5 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01
tanggal 13 September 2011, dan pasal 21 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah.
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Selanjuntya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum para nasabah
untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp 252.393.450,- (dua ratus lima
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)
kepada BPRS ABC langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya.

Pertimbangan majelis hakim dengan menghukum para nasabah untuk
membayar kerugian materiel kurang tepat, karena seperti yang telah dinyatakan
dalam pasal 1 angka 9 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
September 2011, definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan sebagian
atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau
sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait,
serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika
dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada BPRS ABC. Berdasarkan pada
pasal 1 angka 9 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
September 2011, dengan menyimpangi pasal 2 angka 2 Akad Pembiayaan ljarah
Multi Jasa Nomor: 01 ini yaitu jangka waktu pemanfaatan atas sewa manfaat
selama 60 bulan sejak penandatanganan akad ini oleh kedua pihak atau pada saat
serah terima sewa manfaat yaitu pada tanggal 13 September 2011 dan berakhir
pada tanggal 13 September 2016 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13
September 2016 nasabah harus sudah melunasi, apabila batas akhir pelunasan
telah lewat waktu nasabah belum melunasi sebagaimana ketentuan tersebut, maka
nasabah dianggap lalai atau cidera janji. Berdasarkan dua ketentuan tersebut tidak

adil jika para nasabah dihukum untuk membayar sekaligus total kerugian materiel
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sebesar Rp 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) karena dalam pasal 2 angka 2
nasabah dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir
pelunasan telah lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan
tanggal 13 September 2016. Karena para nasabah adalah pihak yang kalah, maka
berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada para tergugat atau para nasabah.

2. Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Jenis putusan ada tiga yaitu sebagai berikut: pertama, Niet Onvankelijk
Verklraart (NO), yaitu tidak dapat diterima gugatan di mana putusan Pengadilan
Agama yang diajukan oleh BPRS ABC tidak dapat diterima karena ada alasan
yang dibenarkan oleh hukum. Kedua, putusan sela adalah putusan yang belum
merupakan putusan akhir dan putusan sela ini tidak mengikat hakim, bahkan
hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut
jika ternyata mengandung kesalahan. Ketiga, putusan akhir yaitu putusan yang
mengakhiri sesuatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu yang
memiliki sifat konstitutif, condemnatoir, deklaratoir, contradiktoir, verstek, dan
gugur. 309

Permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para nasabah
atau tergugat atau para pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

yang ditentukan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat

%9 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, ...,
him. 102-103.
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diterima®*®

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah bermusyawarah
dalam persidangan berpendapat, menganggap perlu adanya pemeriksaan
tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama dengan beberapa
pertimbangan sebagai berikut: hakim tingkat pertama kurang cermat dalam
mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan pihak BPRS ABC sehingga tidak
jelas dalam melihat peristiwa hukum yang dijadikan sebagai landasan sengketa
dan gugatan perkara ini yang seharusnya bila gugatan didasari atas wanprestasi
atas sebuah kontrak perjanjian, maka pertama harus diperiksa dengan cermat akad
atau kontrak yang dilakukan para pihak. Akad ijarah berarti akad yang mengatur
kesepakatan pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan. Rukun
ijarah adalah musta’jir (yang menyewa), mu ajir (pihak yang menyewakan),
ma jur (benda yang disewakan) dan akad. Apabila terjadi akad, maka rukun-rukun
ijarah itu harus jelas dan memenuhi syarat akad itu sendiri.

Majelis hakim tingkat banding berpendapat belum cukup jelas ma ’jur dalam
akad tersebut, karena tidak ditemukan fakta ma jur itu yaitu obyek sewa, manfaat
atas penggunaan barang dan atau jasa yang dipersewakan, berupa tanah atau
bangunan atau mesin cetak harus jelas dan milik siapa apakah milik mu 'ajir atau
milik pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam akad dalam perkara ini. Ada point
yang dianggap kurang jelas yakni pada Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa
Nomor: 01, lembar keempat terdapat kalimat: bahwa nasabah dalam rangka
mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada Bank

untuk memperoleh fasilitas pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau

%10 Yndang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7
ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.
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keuntungan akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proposional)
antara BPRS ABC dan nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dari BPRS
ABC dan modal dari nasabah. Bunyi kalimat tersebut majelis hakim tingkat
banding menjadi tidak jelas akad yang dibuat penggugat dengan tergugat masuk
dalam kriteria ijarah atau syirkatul mudarabah yang tentunya akan melahirkan
konsekuensi hukum yang berbeda, oleh karena itu perlu adanya kejelasan dari
maksud kalimat dalam akad tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum cukup tentang
fakta ma jur itu yaitu obyek sewa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya
bahwa dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 terdapat ketentuan
dalam akad pembiayaan ijarah multijasa, Perbankan syariah bertindak sebagai
pemilik atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa
barang atau jasa, yang menyewakan atau yang menyediakan obyek sewa
dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.*'' Dalam pasal 2 angka 1 Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 hanya terdapat pernyataan pihak
pertama yaitu BPRS ABC mengikatkan diri untuk membantu fasilitas sewa
manfaat yang digunakan untuk biaya cetak tabloid dengan biaya Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah Rp. 180.000.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah).**? Dari pernyataan tersebut BPRS ABC

%11 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.
Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

%12 pasal 2 ayat (1) Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September
2011.
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hanya memberikan pembiayaan berupa uang, bukan memberikan sewa manfaat
atau memberikan suatu jasa.
Sebelumnya juga sudah dijelaskan kerancauan pada pernyataan pada

praemeisse (retical),*?

pernyataan tersebut adalah “dalam memperoleh fasilitas
pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi
secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BPRS ABC
dengan nasabah”. Padahal dari beberapa literatur mengenai akad ijarah, akad
ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau suatu jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa, tanpa diikuti
pemindahan kepemlikian itu sendiri.®** Hal ini juga bertentangan dalam pasal 1
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 ini yang memberikan pengertian
akad ijarah multijasa.®®® Sedangkan pendapatan atau keuntungannya akan dibagi
secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) adalah ketentuan dalam
akad musyarakah dan akad mudarabah.®'® Jadi dalam melakukan pembiayaan
akad ijarah bukan pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil

(syirkah) yang seimbang (proporsional), namun pembayaran sewa atau imbalan

jasa yang terjadi antara BPRS ABC.

%13 praemeisse adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau
pokok masalah yang akan diatur dalam suatu perjanjian guna memudahkan pengertian apa yang
dimaksud dengan dibuatnya akta perjanjian tersebut. Disebut juga sebagai suatu pernyataan yang
merupakan pertimbangan, latar belakang, dan dasar-dasar mengapa sampai lahir suatu perikatan.
Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, ..., hIm. 12-13.

%14 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.

%15 pasal 1 huruf (a) Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November
2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., him. 4.

%16 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, ..., him. 165-168.
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Untuk kepentingan kejelasan tersebut, diperintahkan Pengadilan Agama
Purbalingga membuka persidangan kembali dengan memanggil BPRS ABC atau
pemohon atau terbanding dan para nasabah atau termohon atau para pembanding
untuk melakukan pemeriksaan kembali guna mendapatkan keterangan tambahan.
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan tambahan seperti
tersebut di atas, dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, dan setelah
selesai melakukan pemeriksaan tambahan hakim tingkat pertama diperintahkan
mengirim kembali berita acara pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan
Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Tinggi Agama menangguhkan biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini dan akan diputus bersama-sama dengan putusan

akhir.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Permohonan banding pihak nasabah telah diperiksa dan diputus dalam
Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/
PTA.Smg. tanggal 21 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435
H, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam
putusan perkara a-quo. Setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama
salinan  putusan  resmi  Pengadilan  Agama  Purbalingga  Nomor:
1721/Pdt.G/2013/PA.Smg., memori banding dan kontra memori banding, berita
acara persidangan yang bersangkutan, dan berita acara persidangan pemeriksaan
tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis

hakim banding berpendapat sebagai berikut:
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Pihak nasabah memohon agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.,
bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan hukumnya
diantaranya:

a. Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis tentang debitur orang atau pihak
lain, yaitu bernama MMM (bukan inisial yang sebenarnya), padahal tidak ada
kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh BPRS ABC selaku
kreditur adalah para nasabah yang bernama XXX dan bukti tulis kemudian
diterima sebagai alat bukti yang sah.

b. Tentang bukti saksi, BPRS ABC tidak mengajukan alat bukti saksi, namun
dalam putusannya mempertimbangkan bukti saksi- saksi.

c. Bahwa BPRS ABC selaku kreditur menganggap para nasabah telah
melakukan wanprestasi, padahal dalam akad perjanjian bahwa nasabah dapat
dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah
lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13
September 2016.

Majelis hakim pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan
sebagai berikut: mengenai bukti tulis perincian kewajiban debitur sebagaimana
dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Putusan Pengadilan
Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 2014
tertulis fotokopi perincian kewajiban debitur atas nama MMM tanggal 31 Agustus
2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa perincian kewajiban

debitur atas nama XXX per Agustus 2013, bukan atas nama MMM. Mengenai
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bukti saksi-saksi ternyata pada pengadilan tingkat pertama tidak memeriksa saksi-
saksi, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama yang
mempertimbangkan tentang saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya.
Majelis hakim mempertimbangkan keberatan para nasabah, majelis hakim
lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang menjadi pokok dari
persoalan ialah Akad Pembiayaan Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 Nopember
2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak BPRS ABC dan pihak nasabah,
hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah sebagaimana disebut dalam
pasal 295 KHES vyaitu harus ada: musta jir (pihak penyewa), mu ‘ajir (pihak yang
menyewakan), ma jur (benda yang diijarahkan), dan akad. Berdasarkan hal
tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti tentang Akad Pembiayaan
ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan
Notaris Sri Wachyono, S.H., M.H, M.Kn., di dalam akad dimaksud tertulis yang
menjadi musta jir (pihak penyewa adalah para nasabah atau para tergugat atau
para pembanding), mu ajir (pihak yang menyewakan adalah BPRS ABC sebagai
penggugat atau Terbanding), dan ma jur (benda yang diijarahkan adalah suatu
benda yang diambil manfaatnya), sedangkan akadnya adalah Akad Pembiayaan
Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan ljarah
Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak
dan telah memenuhi syarat rukun ijarah maka harus dinyatakan sah secara hukum.
Pertimbangan hukum majelis dalam masalah ini selain sudah sesuai dengan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan ljarah, namun majelis hakim pada
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tingkat banding juga tidak mempertimbangan mekanisme pemberian jasa oleh
BPRS ABC sebagai pemilik barang dan penyedia jasa.

Karena dalam hal ini, Perbankan syariah bertindak sebagai pemilik atau
pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau
jasa, yang menyewakan atau yang menyediakan obyek sewa dimaksud kepada
nasabah sesuai kesepakatan.®*” Dari beberapa ketentuan dalam akad tidak ada
penjelasan bahwa BPRS ABC menyediakan jasa cetak yang telah disediakan atau
dari pihak lain yang sudah ada keterikatan kerjasama dengan BPRS ABC.

Dalam KHES pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya,
atau pengampunya.®*® Hal ini sesuai pendapat Sayyid Sabiq, ‘aqid diperbolehkan
menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat
penggunaan barang sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.
Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia
menyewakan atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan
pertama. Hal ini boleh dilakukan karena kebiasaan atau disebut al-khulwu.*'®

Kemudian dalam memberikan pelayanan jasa, maka tidak dapat diterapkan pada

317 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.

Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Kemudian dalam
pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan prinsip syariah adalah prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah, dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia
Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunanan
Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah
pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, bahwa prinsip syariah yang wajib
dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

$18pasal 259 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

%19 sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 111, ..., him 194-195.
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uang, bahan makanan, bahan bakar, dan lain sebagainya, karena hal tersebut tidak
mungkin selain dikonsumsi.**® Maka tidak dibenarkan jika dalam pembiayaan
ijarah multijasa BPRS ABC bukan pemilik atas jasa tersebut dan dalam akad
ijarah tidak dapat menerapkan uang sebagai jasa yang telah diberikan.

Karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13
September 2011 sah, maka segala sesuatu yang yang telah disepakati dalam akad
tersebut mengikat kepada yang menandatangani akad tersebut, yaitu BPRS ABC
dan para nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad tersebut
yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September
2016. Pertimbangan majelis hakim selain berdasarkan pada akad pembiayaan
ijarah multijasa, pertimbangan ini sesuai dengan pendapat ulama figh bahwa
obyek akad ijarah (ma’qid ‘alaih) manfaatnya harus jelas, kejelasan obyek ijarah
bisa dilakukan dengan cara: pertama, obyek manfaat harus jelas atau dapat
diketahui benda yang yang disewakan atau jenis jasa yang akan diberikan. Kedua,
masa manfaat obyek yang akan disewakan atau jangka waktu jasa yang akan
diberikan. Ketiga, harus ada kejelasan jenis jasa pekerjaan.*

Dalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka
7 sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di akad
disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan
sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BPRS ABC dapat

menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk

%20 Muhammad Ayub, Undestanding Islamic Finance, ..., him. 281.

%21 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam7 wa Adillatuh, Juz IV, ..., him. 736-741. Abdul
Rahman Ghazaly, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. 1., ..., him. 279.
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biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini
menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada BPRS
ABC. Berdasarkan pada pasal 1 angka 9, dengan menyimpangi pasal 2 angka 2
akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para nasabah, maka BPRS ABC berhak
untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih
menjadi tanggungan para nasabah.

Pertimbangan majelis hakim seperti yang sudah pernah penulis singgung
pengertian cidera janji dalam pasal 1 angka 7 Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa
Nomor 01 tertanggal 13 Nopember 2011 kurang tepat, karena dalam akad tersebut
yang menjelaskan cidera janji pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka 7.
Kemudian karena dari suatu akad nanti akan memberikan akibat hukum terhadap
para pihak dan akibat hukum terhadap isinya. Akibat hukum terhadap para pihak
akad wajib dipenuhi yang timbul dari perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik
kembali akad tersebut kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada
alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan
mengikat bagi para pihak yang membuatnya untuk melakukan akad tersebut.
Adapun akibat hukum terhadap isinya yaitu akibat hukum cakupan dan ruang
lingkupnya akad harus dipenuhi.®** Maka pertimbangan majelis hakim sudah tepat
ketika menyatakan cidera janji dengan mempertimbangkan pengertian cidera janiji
dalam akad tersebut.

Berdasarkan definisi pada akad tersebut, telah terdapat fakta hukum para

nasabah tidak membayar atau menunggak dan BPRS ABC telah memberikan

%22 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, him. ..., him. 263-312.
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somasi, akan tetapi pihak nasabah tetap tidak memenuhi kewajiban untuk
membayar angsuran, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan
pendapat hakim tingkat pertama yang menyatakan para nasabah telah melakukan
perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, dan diambil
alih menjadi pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pertimbangan majelis hakim dalam hal ini sudah sesuai dengan Pasal 37
Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dan pasal 1238 KUHPerdata karena BPRS
ABC sudah melayangkan surat peringatan atau somasi, yaitu dinyatakan lalai atau
cidera janji dengan surat dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah
dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak
dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang
ditentukan.**®

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena para
nasabah dinyatakan ingkar janji, maka para nasabah dihukum untuk membayar
kerugian materiel sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga
ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada BPRS ABC
langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal
ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan
putusan Pengadilan Agama Purbalingga, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat meskipun para nasabah telah dinyatakan ingkar janji akan tetapi oleh

karena di dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13

%23 pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
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September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati
oleh nasabah dan BPRS ABC sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang
harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS ABC yang berlaku sejak tanggal
angsuran pertama 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016,
oleh karena itu tidak adil apabila para tergugat atau para nasabah dijatuhi
hukuman untuk membayar sekaligus sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh
rupiah).

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa para nasabah dikatakan
wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi atau perbuatan yang telah
disepakati dalam akad (perjanjian), dalam hal ini para nasabah telah lalai dalam
memenuhi bunyi akad dalam pasal 2 angka 3, yang berbunyi “pembayaran sewa
manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh
enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 60 bulan, paling lambat
tanggal 13 setiap bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening
tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan para nasabah
melakukan cedera janji atau ingkar janji atau wanprestasi dalam pembayaran
angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01
tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “pembayaran

sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam
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puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat amatlah adil dan
bermanfaat apabila para nasabah dihukum untuk membayar angsuran terhutang
dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad, yakni
pembayaran sewa manfaat sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam
puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan
pembayaran ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dari beberapa pertimbangan hukum majelis hakim sudah sesuai dengan isi
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01, yaitu pada pasal 2 angka 3 Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa, yang berbunyi “pembayaran sewa manfaat secara
angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam
ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) selama jangka waktu 60 bulan, paling lambat tanggal 13 setiap bulannya
secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai
dengan jadwal angsuran dan berdasarkan pasal 12 angka 2 Akad Pembiyaan ljarah
Multi Jasa Nomor: 01 ini berisi tentang kewajiban pembayaran nasabah yang
sudah ditentukan sesuai jadwal dalam sebuah tabel. Selain pertimbangan tersebut,
pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan akibat hukum suatu
akad terhadap para pihak dan akibat hukum terhadap isinya. Akibat hukum
terhadap para pihak akad wajib dipenuhi yang timbul dari perjanjian tersebut dan
tidak dapat menarik kembali akad tersebut kecuali ada kesepakatan kedua belah

pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi



169

suatu akad berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya untuk
melakukan akad tersebut. Adapun akibat hukum terhadap isinya yaitu akibat
hukum cakupan dan ruang lingkupnya akad harus dipenuhi.®** Maka
pertimbangan majelis hakim sudah tepat ketika menyatakan tidak adil jika para
nasabah dihukum dengan membayar sekaligus total kerugian materiel sebesar Rp.
252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan
Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., atas dasar-
dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan
dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar tidak perlu
diulang kembali sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu
putusan Pengadilan Agama Purbalingga harus dikuatkan dengan memperbaiki
sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan-keberatan
yang diajukan oleh para nasabah tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut
karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
247 K/Sip/1955 tanggal 06 April 1955, yang menyatakan: bahwa hakim tingkat
banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori
banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim

tingkat pertama.

%24 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, him. ..., him. 263-312.
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Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding

harus dibebankan kepada para pembanding atau para nasabah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan:

1. Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh
perbankan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu
jasa. Pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
ABC (bukan nama yang sebenarnya), beberapa ketentuan sudah sesuai
dengan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam, namun
ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS
ABC yang belum sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan
hukum Islam. Adapun pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC yang
belum sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam
adalah BPRS ABC tidak menyediakan jasa cetak dan tidak memiliki atau
mempunyai hak penguasaan atas jasa, namun BPRS ABC hanya
memberikan biaya cetak tabloid dengan biaya Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dengan ujrah Rp. 180.000.0000,- (seratus
delapan puluh ribu rupiah). Hal itu belum sesuai dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah
dan Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta

Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam pembiayaan ijarah multijasa pada
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BPRS ABC, kurang tepat dalam menentukan pembayaran sewa atau jasa
dengan menggunakan metoda flat rate, karena dalam pembiayaan ini
menggunakan akad ijarah sebaiknya menggunakan pembayaran sewa atau
jasa dengan metoda yang bersifat progresif. Kemudian terkait dengan akad
pembiayaan tersebut juga terdapat kesalahan dalam membuat ketentuan,
terkait dengan pernyataan dalam akad yang berbunyi: “pembiayaan ijarah
multijasa yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi
hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BPRS ABC dengan
nasabah”.

. Penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah di BPRS
ABC, beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama
Purbalingga sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan
dalam hukum Islam, namun masih terdapat kesalahan dalam membuat
pertimbangan. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama
Purbalingga dalam menangani masalah ini terdapat kesalahan mengkutip
pasal-pasal tentang syarat-syarat rukun akad ijarah dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, selain itu masih terdapat kesalahan dalam
mempertimbangkan bukti saksi, mempertimbangkan perincian kewajiban
nasabah, dan mempertimbangkan hukuman cidera janji pihak nasabah
tidak sesuai dengan ketentuan dalam beberapa pasal dalam Akad
Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang
dibuat antara BPRS ABC dengan para nasabah dihadapan Sri Wachyono,

S.H.,, M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga. Kemudian penyelesaian
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sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada BPRS ABC di
Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah banyak kesesuaian dengan
perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam, namun dari
kedua penyelesaian pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada BPRS
ABC di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama
Semarang, belum mengungkap mekanisme penyediaan jasa oleh BPRS
ABC, karena tidak dibenarkan jika pada pembiayaan ijarah multijasa
BPRS ABC bukan pihak pemilik atas jasa tersebut atau pihak yang tidak
mempunyai hak penguasaan atas jasa dalam menyediakan jasa dan dalam
akad ijarah tidak dapat menerapkan uang sebagai jasa, seperti yang telah

diberikan BPRS ABC.

B. Saran
Saran yang dapat diambil dari kasus diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan dan menerapkan pembiayaan ijarah multijasa
BPRS ABC harus memenuhi dan memperhatikan ketentuan perundang-
undang dan ketentuan dalam hukum Islam.

2. Bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan ijarah multijasa bermasalah
pada BPRS ABC, majelis hakim harus memahami dan menerapkan
ketentuan akad ijarah dalam ketentuan perundang-undang dan ketentuan
dalam hukum Islam sebagai bahan pertimbangan. Dalam memeriksa kasus
tersebut majelis hakim harus lebih cermat, karena dari putusan tersebut

masih terdapat pertimbangan yang kurang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU
Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Figh Muamalah dalam
Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, Penerapan Prinsip Syariah : Dalam Lembaga Keuangan,
Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.

, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis
Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008), Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2010.

, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta:
Gajahmada Universitas Press, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi’l, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik, Jakarta:
Gema Insani, 2005.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Eds. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007.

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. VI,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa
Negara, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Ayub, Muhammad, Undestanding Islamic Finance, Chicester UK: John Wiley &
Sons Ltd, 2007.

Bakar, Tagryudin Abi, Kifayah al-Akkyar fi Halli Gayah al-Ikhtishar, Damaskus:
Dar al-Basya’i’r, 2001.

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan
Syariah, Bank Indonesia Tahun 2008.

Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di
Lembaga Keuangan Syariah, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,
Eds. I, Cet. Il, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

174



175

Ghazaly, Abdul Rahman, et.al, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, Jakarta: Kencana,
2010.

Imaniyati, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. I, Bandung:
PT Refika Aditama, 2010.

Jazairt al-, ‘Abdur ar-Rahman, Abdurrahman, Kitab al-Figh ‘ala al-Madzhahib
al-Arba’ah, Juz 111, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Kahlani al-, Muhammad bin Isma’il, Subul as-Salam, Juz V, Saudi Arabia: Dar
Ibn Jauzi, 1997..

Kamil, Ahmad, M. Fauzan, Kitab Undang-undang hukum Perbankan dan
Ekonomi Syariah, Cet. I, Eds. |, Jakarta : Kencana, 2007.

Karim, Adiwarman A, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, Edisi Kelima,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Kusumo, Sudikno Merto, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. |, Eds. 7,
Yogyakarta: Liberty, 2006.

Levis, Mervyn K., Latifa M. Algound, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan
Prospek, Jakarta: PT Serambi IImu Semesta, 2007.

Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan
Peradilan Agama, Eds. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2012.

, Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama, Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Mujahidin, Ahmad, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Indonesia, cet. I, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, Figh Muamalat, Eds. I, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2010.

Partanto, Pius A, M. Dahlan Al Barry, Kamus lImiah Populer, Surabaya: Arkola,
1994,

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Panduan Penulisan Tesis, EdSs.
Revisi, Yogyakarta: Pdf, 2013.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.



176

Qurtubt al-, Muhammad Ibnu Rusd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Mugtashid, Juz IV, Kairo: Dar as-Salam, 1995.

Sabiqg, Sayyid, Figh as-Sunnah, Juz Ill, Kairo: Dar al-Fath al-‘Ilam al-Arabi,
1996.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, ed. 1, cet. XI1lI, Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2011.

Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Eds. I, Cet. |, Jakarta:
Kencana, 2009.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 31, Jakarta: Intermasa, 2003.

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan llustrasi,
Yogyakarta: EKONISIA, 2005.

Syahdeni, Sutan Remi, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek
Hukumnya, Cet. I, Eds. I, Jakarta: Kencana, 2014.

Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2013.

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: Gramedia, 2012.

Widodo, Sugeng, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif
Aplikatif, Cet. I, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Winarta, Fans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional
Indonesia dan Internasioanal, Eds. I, Cet Il, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Eds. I, Cet. I, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Zarqga az-, Mustahfa Ahmad, al-Madkhal al-Fighiy al- ‘4m, Juz |, Damaskus: Dar
al-Qalam, 1998

Zuhailt az-, Wahbah, al-Figh al-Islamz wa Adillatuh, Juz 1V, Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985.

Zulkifli, Sumarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul
Hakim, 2004.

Il. ARTIKEL/MAKALAH/JURNAL/PENELITIAN
Ghofur, Ruslan Abd, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Figh
Muamalah”, Jurnal Asas, Volume 2 Nomor 2 Juli 2010.



177

Hayati, Mardhiyah, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber
Pembiayaan Pendidikan (Kajian Teradap Fatwa Dewan Syariah Nasional
No. 44/DSN-MUI/VI1/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)”, “Jurnal
ASAS”, Vol.6, No.2, Juli 2014, Pdf.

Hudiata, Edi, “Benturan Asas dalam UU Perbankan Syariah dan Akad Kontrak”,
Majalah Peradilan Agama Edisi 4 Juli 2014.

Ilahy, Alkiya Fata, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan ljarah
Multijasa di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta” Skripsi UIN
Sunan Kalijaga tahun 2013, Pdf.

Mujahidin, Ahmad, “Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah di Indonesia”Makalah.

Pamungkas, Wahyu Heru, “Penentuan Tarif ljarah di Perbankan Syariah (Studi
Terhadap Gadai Emas di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta Dalam
Perspektif Hukum Islam),” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun
2012,

Rais, Ahmad, "Tinjauan Yuridis Akad ljarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) dan
Akad Musyarakah Mutanagisah dengan Jaminan Hak Tangggungan
dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank
Syariah (Bank X) dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional (Bank Y)",
Tesis Universitas Indonesia tahun 2012, Pdf.

Solihah, Ajeng Mar’atus, “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa
dalam Persepektif Hukum Islam”, Jurnal Az-Zarga, Vol. 6 No. 1 Juni
2014.

Syahdeini, Sutan Remy, “Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan
Pembiayaan Masyarakat”, “Jurnal Hukum Bisnis” Volume 20, Agutus —
September 2002.

Zefri, Sofyan “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan
Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
Tentang Kasus Sengketa Pembiayaan al-Musyarakah),” Tesis UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 20009.

I11.PERATURAN
Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
ljarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 44/DSN-MUI/VI1II/2004 Tentang
Pembiayaan Multijasa.



178

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk dan Aktifitas
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor .../SEOJK.03/2015.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PB1/2005 Tahun 2005 Tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI1/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank
Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI1/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI1/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI1/2007 Tentang Pelaksanaan
Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran
Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.

Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah
dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang merubah dan
menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.



179

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

1IV.DOKUMEN
Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 November 2011 yang
dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 Tentang Perubahan atas
Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Phg.
Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Salinan Putusan Sela  Pengadilan  Agama  Semarang Nomor
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

V. WEB
http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/kbbi/index/php. Akses tanggal 20 Februari
2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

180



PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Letjend. S. Parman No. 10 Telp. (0281) 891174 Faks. (0281) 892320

Website : http://www.pa-purbalingga.go.id Email : pa_purbalingga@yahoo.co.id

IS
Ix/
53
131
|7

L=
\ 7

SURAT KETERANGAN
Nomor : W11-A23/300 /KP.01.2/11/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Agama-Purbalingga, berdasarkan surat
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DPPs/TU.009/572/2016 tanggal

05 Ferbuari 2016 perihal Permohonan Izin Penelitian, menerangakan bahwa :

Nama : M. Aurisaniyal Firdaus
Tempat/ Tgl Lahir : Kendal, 03 April 1991
NIM : 1420311038

Program : Magister (S2)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Semester IV

Tahun Akademik : 2015/2016

Benar-benar telah melakukan Penelitian tentang : TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN
IJARAH MULTIJASA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT RAKYAT (BPRS) (Studi
Kasus Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg) di Pengadilan Agama Purbalingga dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

& v/“l;ilrbalingga. 12 Februari 2016
/"~ Panitera,

/
Drs.H. JAMALI
NIP. 196709111994031005




B 3 ‘ . G 7 : .
’ Py Ty . o
Sl A : Sy f A 3 X L e
"‘.:A: e i ) ‘. e lhxe et oy
” * '
2 . ;
e T
1
.
s . 3 3 L 1. =
NED) s L * .
- N s 3 * -~ HEH », e
e ik e
R o g e (

Sit WRHITN, SHALH LK,
NOTANS PURBALINGGA ' | .
--ommeeeoemoo- AKAD PERIBIAYAAN IJARAH MULTI JASA feomeveomoe

“smmamm e oo Nogtior 8 8 e

--------- “..... Dan tolenz-raenolonslzh kamo Jalam (nenseriskaniomm meaee.
. ' *

------- bebaglen dan tagwa, dan jenzan tolong-menslong delusy basbuz- -

 Fr

BB E R 2 gk - - e

(L0 &1 o1 A —

e dud nbucehelz -omenns

s LT A
30) W B sem e e

~

| Indomesis Bert cocooee e

f

( Menghadap kepads tavs. SEI WAHYOND, Savians Hukmi - coeeeemmvoein ©
""...

T 243

Magister Huhum, Magister Kenoturiatan, Notanz di

denigsn dibisdini cleh saksi-salzi vang nwns-namanye sken- oo oommnens

PTRETE Naf% : ~—
. Simgdy Tl fabir i fEis :ag‘;ggal £ e e
Z ) . .

VT it
Dyl <o oo

Gl neian e
= ROEWER I8, ~---mmvimas
\ ‘,l; : ) i o
\ ?




&

)
!

~pemegang Karty Tands Penduduk F

Normor Indok Eependudokan (NTH) :

terlshu hingzs tangral enesa Pebwuest dos siby empat belas  coeecio L
(05«-02-2014}; o e e et e e s e

Q-n

- menu;ut LEtB’BﬂEL:‘:ﬁ} g dzlzen hal i bertindsk dalorn shatacye <o nen

terzebu

Perzerpan, ‘;‘E%a Zairians tercantum dalam Akte Pendivizonva -coorm e mennn

tertang g:al due puluh delapsa Azustus dus ribu dus 28-08-2002) -omcneens

- Neomer 149 (seratus empat puluh sembilan) yeng dbost & hadepon -—-n

’

7\*'“-“,3 GATISUDARDIO.S Sarjana Hubuen Notari: & B

Anzzeran Da Tar mans t°13h mendapst pengesshan § vart Aenters ooiienenns

(30-01.-2004) Nam_ef: ; o zhun 2004 dan telah -oooonnee-

mengatar beberspa kall peruhahon, terabhic kali divhak devzan cooeen

Akts Nomor 05 (imiz). tertznsgsl etnput belas Tuli due ribe seherss .
(14-07-2011), yang dibuat dthadepen DYAH SARASWATL -vooee -

Serjana Hukum, Noteris di Esbupeten Porbalineez dan telab <o ocoeemmees.

Mlastagg Hzﬂ‘uszz dan Hek

S
Tahun 2011 dan dea dedipan-- - -omoee s ooe

A -

demikusy herwenang bertindak urtuk don sfer nams eris gl comnee




S:’?l ¥ ,’EH"U 0 S.HELH LK,
HOTAR!S PURBALINGGA

DS

-

- e - . .
.

N S T e e e m e st cc s rs cvemmcsrer b m mm e e m— = e o

2. Tison Yo ™00 bin A Y O

-~ - c!aiam Esrtu Tandz Penduduk hm,vh.-, e et A T

.- Barjana Huka i, diiaﬁzz.{an Smmm e e

-« di ; pads tsnggal. s A R e

-~ wattawan, «.wx*emﬂat t::xzzal ¢t T, Begg ceeeeill

oi ) m.l".m Tet niggs Fukua Warge Kecsmatan «-w--v--

- wEabupsten SURESE -l n s

- --L"‘ﬂlé zeog Karty Tands Pe*n:'dx.x Fepublik Indonesia dengan - vmeeennns

-- “Nosaor Toduk Kependodukan {NIE) = e :
3

il v 2 y
-- yang berleku hinggs cenmur hidup, vens datam hal m&ig A R
-~ tindaken bukum yenz shen disebut sebeeaps perln dengag - exevne ccoan

-- seperetujuanicterinva, vang turut menshadan kepads A ST PRI

-- notariz, nyonye! v dahir dii” b, pads tanseal -oeeenen .

f - e — r— e X
-- S e
— - A
t "" s ‘Tﬁo rb‘d [ =3 f-8- )} i DIoTOrY
-- 4> 1t BEE8 INBEAYE l0100M0E .'..3 § 154 2Wst b B e

-- -pemegang Karto Tande Pendoduk Reoubiik Indonesiz den W EH - mnn

-

- Nomor Tnduk Ke ependudukan (NIK) ; e SER—
-- veng berlalm hingge tanggsl dus pulnh lisns Peheoar duog cooceeroeo oo

L i s beles (25:02-20123; +-mmoemoree oo

.

-- -zelsrjubave dizebut "PIHARK KEDTA® ataun "‘n:‘,

-Pare Penghadap telah dkens] ofeh says, Notagis, «oooooooooeoeeeo

-Pars Penghadap terlebit dahidle meneranghian hal ol sebazai heckor e




-- uzshenys tdzh mengamban permohonan kepadz BANK vatuk -+ ooee oo
-- raemyperoleh fazsilitas Pembiayaan Tjarah Ml Jasa vang - cme e

-- pendspatanhenntunzannva shan dibag sacwra bazl has

-- NASABAH sexvai denzan berarnve Pamblavass don DANK -ooome e e ..
-

= an Motial dart Nasabalt ot ie s st et e s

[ D]

. Bahwe patuk makeud tersebut, BANE sepskat dax bey JANIE. SENE  —mmmeas

£

-~ Gengan iat mengiketoen dint varok memberiban Pembizveen ool

rat dan ketetrtuan vang termshiuh dalam -ooooemoo

-Selanjutnye. kedus belah pilak setuju menvanzhas hezesavmen ue - - on

dalem Akad Pembiavean Liarsh Mult Tazs (zeian sutnve dizebu “Aked 4 ..

K

== uemu-. e 1L'2' (“’“J ek zews JL‘

rl'

-- mendzpsthen imbalen atas objek rewa manfiat va

| B

3 T Sy r l___ 0% - :l"!' "
. Mua’iiir adalah BANK sebacai pemidik iaea. o oo ceoes cmemmee e

had




SR! WAHYGHD, SH.MH_ Ko,
NOTAR!S PURBALINGGA

|

penzakvan den kessnszupa

-- diterime zesta dizkui oleh RANKE dan ole

- tentang kegemiliken stau hab-hak lanas

-- dijedikian jeninan gutiz menjmin terlakea

&, Jangha Waktu Sews-Manfaai sdalsh ma:zs bedal unye Ferjanfian - -

F. Cidera Janji adalsh keadeen tidal dilskoansks

18

ms berjani denmenziliaken dr totuk membeniag oo

-- 1m seruas dengan vang ditentukan dalam Pazai & Pes SETE TV | S

semremme e POKOK PERJANILAR oo

-- kepads BANK vang dibuat dan ditendatengzn NASABAE dag woomeeeon.

-~ sevelom berakhirnva janeks wekhit perfaniian in fronasih e oee



—————— .

2. Jenghka wektn pemanfsatan atas cews manfaat zolams 47 {eqga ---—-- —.e.

-~ pulub) bulan terhitung sejal penandatanzanzn Akadin clef covoommoonn.

-- kedvua belsh pihek atau pada saet sersh tesima zews me

-- vaito tangeel tiza belas Septernber due nbu sebetas (10092000 eeenn .

i

tics helas Repten

oy

|-~ dap berakhir pada tensza

-- (13-09-2018) dan selambat-lambatiya pad

o + 4 -
2010y, NASABAT haros —---ee e

-- September dua ribu eram belas (13-09-

3

§

?

i

| -~ zudsh melunssi. Bils batas alhir pelonazan telah lewat wabkon - - oo o
f

|

1

I

-- HAZABAH be

-~ makz N

3. Pembavaran sewa manfaat secara anssiuwen ebesar Ep. 4186557 -

-- (empat juta seratus enam puish enmn by enam ratus ensm polus «coeen .

-- toiuh ropiahl da

S

Tim s ‘ v
Linfe el ua‘l‘ nierth ax

e




SI VIAHTOND, S.HELH,ERn.
NOTAR!S PURBALINGGA

-~

——— cRie S e .

1.

tepat pada: vaktu dangunlah vang tﬁxen M"Ep L.' 1&! fedua belgh -o-emeee

{

pihal berdazarkan Alisd ini, maks NASABAH be izt dan dengan commmeoeee

ini mengibathan did wtuk menyerahkan jeminzn danmiembugt coeeeee-. ..

pengikatan jaminan kepeds BANEK cecusi denZae PROENIEN <sonveensaans s,
perundenz-undanzen yanz bertakn, vaug meropak an bazisn yang «-v-eeimns -

tidek terpizefiken dar Akadini. < -eoomveeem el

~

Jeniz berang jaminen yeng dzershlian adelah BerupR: wooecmmmee L

Sebwanv tansh pelarengen dengan bengunaa Sestipikat I'i@i. F5 1 11
Nomort cseteas 53 M2 (imz polubtigs mefes ceemenie oo

vy LDezember dug --eee -

persegil, memeut Surzt Ulns tenzzal dus poink 4

ribu sepniuh (22-12-3010), Noraor : * - : = 7\' 125131

Tdentifikazi Bidang Tansh (NIB): : : ,tedetak di ------ooo.

Diexa Kecamatan Esbupaten | SR S
Prepinzi Jaws Tengsh. testulis star namal S i
hin : S e e S

berikut senus danxegsle cecustn veng sekerane ada mavpun vaig alias .-

zda diatas tanzh tersebut. vang memurt sifatava, tujusnnve, penstepes--oios

Undang-Usndang danfaten ad uﬂ cebigsesn disnges

ot
B lebags bendg-amomnnn.

tetap tanpe rm#ecua!*a,.. STSEsmemmmeestmas cwseesme Nl S i

-Tasranan ters-e-i*-ut zuan diis

Hak Tangzungan (APH.I} Peringhat I (Pectama), vang taerunekag <o
~NE o~

Cach Collzzera!sebezar Ry, 25, G00.000. (dus puluh lims has Ty

Rakvet Svarizh *

B{8E 113iTi2

: '\xy‘)‘.‘.'-?;“ .



- Fujmn Tetanges’ Fulon Wareza N e
{
S T I Rl MO e B i 8 e e - e e e S S s e o > - -
'{ -
Eihdibad bt L LS TEEEERR RPN 1 £ ¥ & 17 S S O ER

STT

sseremeenee e REALISAST PERTARITAN oo

Denzan _teta;'s snegy p f‘ twaﬂ dan rmena tié;eterri:’.&asbi:etmtuan .--_ “ceeoeaci
tenta Vg pembatazan penyediazn Ijarsh ::\{ulﬁ Jeza yone ditetesksn wo-emn.
vleh yang berwenang, BANE berjaﬁj:i dengan ini menzikathen &n -omee-...
vatuk melazaneken perjaniien ini setelah NASAR AT inemuun oo e e s
zelorvh perzaveratan se'i:aaga; UL 0 e e S BN
1. Meaverzhlan kepzda BANK Permiohenan B siizaz Perbizvean --coom .
-- sezual dengan tujuan penggunsanaya, sefambat-dambatnya § (catn) ---eeen
-- hati karja BANE daz: saat pencsiran haros dilskzanalian, «ocveoeeeeen oo,
2. Menverzhian kepada BANK celuruh dok Rumen NASABAE ternsouy-- -
-- den tidsk terbatas pada dokumen-deobumen ja:‘:iinm vang berhatag ----.
3. Menandstangoni abad i dan perjanjian-perjaniian jem: R
-~ dipersyarsthan B R

4. Dukti-bukt tentans kepemilibzn gran hal 1sin aras RATZAE BINEA. ~mree

-~ serta akia-slts pengikatan Jaminenaya. «---coececeiciicce s i

e eSeTcasANr e e NS TCT RS cce T Ben aew ue . e —a;iu :!.-.-.--—--..--.. A e wmm e rmEEEEES -

L —— EL&A POTONGAN DAN PAJAE PAJAK coovvee e
.: NAS ABAH berjanii dan dengan ini mengikatkan t})izi unik S S

zela biays yang diperluban berkensan dengan oo o oo

ErT Uk ‘f:‘

1t
o
r

-- sepanieng hal tto diberitshy

L.
«15.44 R T




1 T

GRIVIAKYONO, .1, iLH, H.Kn,
NOTARIS PURBALINGGA

== mrenyiii L an Pers et M NNGE e e s S e
2. Dialam hal NASABAY ciders tanii tidak raefshubkan patabavars oo

-- melonast utaagnye kepeda BANK, sehingze BANE periis oo veeeee oo

&= denzarech memint DA e 8 LD

. Setizp pembavaran kembali/pelupazen NA |

L)

-- potongen, pungutan, pajek denvatan Mave-bisva | tstanys, kecuall o vee.
-- 3ika potengen tersebut diheruskan berdsserbaa s pEratue s pernndatize - .-

-eeeeeens PFENGAWASA

NASABAH mengizinkan

Teiams berlen N
tranzakd. denfsran kesiatan fdnavs v St
berdasarkanAkad in: S e

e T -1 (o O




zelali dalam keadean bath den terpelthera, semarohi sellap sl an - mnee

-- pemehiharasn dan prosedur veng diwapbkan atso dizerzaben dagg- - -

etipp perabuat Sewa Manfeat - oo

'
'
LI“

2. Tidek melskokan pervbehae, penami

o

-- apapun terhadap Sews Manfezt vane dapet menyabniien kerosekan, -

-- beshorangnys manfast dan stan kernsian etaz nils ehonormis 3ews -
% Maﬁfsgt_ P i R i e S e e e S e e S e S
3. Dalaea melabvken pensgeitian ateu perbmban sia: Sews Simnisg -vneeee

T T - L

'
e
)
o
3]
o
Lo

0

-- perhatkan veng dizunabien zehurang-hwanenva memilids adag ool

-- kvelitas dan kegunsen van na detigan vang digarmikennya - s oo cones

-- dap menjad bagian va

Suanced Wi p Vg oo, B Al
-a 1§50 § L(IL‘.. B T

- ————————— - - Pasai B R e e e P

ETES S AR TTTRTSOTE § RT
oo am - - nn - ne eew - ___"(, u‘f_t E$ Ll e B I e B S e b
oy

SADAT o

menzihatban digi vntok ccem e

3 = 1

1. Alenanzzong reubio dalzn benivk spspus zehubua:




oy ee— ]

. Bertanggimziawab denmensn gung pembayaran setiap pajan, ---c--- e .
o 1=}

-~ retabusi_ dends den pungutan-pungotan lainnva atas Sewae -orevoo e coe o

-- Maafast tepat pada waktunya, -=-ee-smeecoeeeeieeee L

S Pi‘\fiﬁ e

Sermmee e e et AR AN Y
Untuk kepentinzan Pihak Pectama, Bihsk Pertarns dEpat vem oo e

jawabken stau mengasuranzikan pembi T P

r

P
=
hed
m
e
w
-
e
1
I
'I 4
m

veng dizepskati dan disetujid para pitisk atus heban Blhak Ke B e e
dengan syarst-svarat asuranci vang bedakn dan manfast asorans. e .

ekan berlaku efektif cetelah kepetertaen szurant d deSatnii "ohugs o S

dinkeeptast - meeee e AT e AR e oSS R e S Sl e -

B R e Y B £ e
[
| mmac e ate e e BENY{I AT SLSE 00 oA B - S

AT

N

SABAH dengan int menvstakan pengzkuvan denzan sebegar -

benernya serts menjzmin kepads BAN L, sebagaimens BANK «oocvenns

menerina per

1. Segals dok

baikenazn denzan Akad ine




-- menzguest di muka atau di lverlembaga peradilen siay srduase, - -

-- herptanz pads phek lan, diselidik dea dtuntit oleh pitiak veng - -

-~ vanz dapst mempengaruhi azet, keadean kevangan, deivatas - om o ame o

-- mengzaagy jdennya veeha NASABAN oo

3. Orang-oreng venz bertindak natvk dan afz: ne

-- dan’atau veng dibest kuesz oleh NASABAT sdalah sab dateooov oommnnns

ey T DPRISTTWA CIDERAJANTT cooni s oony

Menvimpang dart keterstuan dalem Pacal 2 Akad il BANE berhial oo oo ooe

v NACARAL
.. -y
t WASARAH

Ty L= 1

vatul mennehi

P
|

ssepapun fuza vang memperciel hal deanve, stes sebagian star oo

:{ 3 1.1; v(‘y = s B." D Eenans DANE RBriiat At s 8t == e
zelurph muau‘eue, than KA I3 HEPRUE DAk DerGgiarnan

Alad i, uotuk dhaver seketika dan zekialiguz. tanps dipecivkan -omoemmee

ziive suret pamberitshuzn curst tegwyan, etan surel lgnove - eemmeeeioe i

Yo o0 I P P Y N G | & 3
spstiia terisdh salzh sato hal steo peigtiwa tersebur & bawahamm | oo -
: 4 = e b T o A¥ e L
i DA tidak melabzanashon panbeveran stz hevonoan hotets

-- BANE sezuzi seat vang ditetsphen dedam Peeal 7 Abadun, - - ervme e

%, Dokpmen, surat-zurdt boks kepenubilan ateu hall lainve stan--— oo ome

-- barangz-barang ve




---------- BERARHIRNYA MASA MANFAAT CUNA USAHA oo

- g

ik kepada---c-ooceaancs

-- BANK pada sast berskhirnve masa Sews Manfeat SEHEZAUNIEHE —-ame e

Y

-- dizebuthan dalem pazal 2 4%ad inl oo ccocoe

-- Akad i tanps menzureng hek BANE untuk frermperhitug

BAH dau BANE - ovoomeee

it R e e o e e e e e S e e et e v e I e e

.

(o)







—t——————

NG it B S

-------------------- - PERYELESAIAN PERSELISIHAN

o 4 B

-- Purbalinsze dan stan Eentor B iave.;en Bekavaan N

t""

.- (KPENL

Val

. Para pihak sepakat dan dhnzun 12 menzibiathan divi o3

-~ vang lain, balwwa peadapat hokum (lezal opind

-- yang ditetaplen oleh Pengadilan Azaras stz fem thagz

a

T PEMBERITAHUAN ...

[V

~ 2

-~ dengen surst tercatst stey & sumpai kas

pok 5 =
-- Aijsfgist : : )_

et
™
ro

1. Dz Iam Ll terizdi perbedas a pendanat ataupen&f’s*: 211 gt

-~ tercagtum d& & dalony suret perjaniicn i atsy teriadi pers
&

{

e e —————

elicihieds afEi - vmane-

-- sengketa ddem pelakzanasnnva, para'pihak sepakal Baitnk - ciooeeeosiin i
-- menyeleszikannys secara musvewsrah vatol mufalkat cooo oo
2. Apshils musyawarsh vatil mufeb ot tef sh dinpaval an namun parvedasyg -

-- pnm.agat atan penaf =_£ 24, perselixihan ateu senghers didek dapar oo eme oov.

4

-- dengan i1 berjangi serta menzikathan diri cate fernzdes vaas sta. sutuh -

-- imenyeleszsikannys melalni Kepariteraan FE“IE dilen Agemg & ---eimceeenn o

2 A Purwokerto, —wemeemeeee e e

stu terhadag- oo .

peraitisn . om. o

-

-- vang becwenang teezebut bersifat final dan IOENPARBE: - -« ooooe o silemmisicitiis

- Beftap pembentshuan dan homunibesd cehuk utigan dengan Akad fvdee coeen.

-- dievizgap telah disamapaibon secars beil dan sah. apehils dikiig

-~ teriena ke slamat di bawwelting ooooooeeoes o e e

-- NASABAHR . Tuen. Yarfana Huhwe




4 1Ty T - g > »
o e s o I';u:,;uﬂ Warga! ..'15(:8!:’13‘{311\ . o A e
. e it ;
e o e el b ka‘t&g;(gtgﬂ ’ “,----_ e e meecmae e SAam—- oy f o . e o ——

AT

n 4 %, 2 FIRT AW AW AT Y oy =
-- BANEK 2 TRIATAAN RAKTAT 3VARTAR - -

.

———————— i e P i L L

-« Atamat  :f 3 - ’ P

‘
. .

e Bt e e O T et e e i1

~

S oL SO, o S e 2 S A e

<

1. Apebila sde hal-hal vang foluen gan belua enkup diziur delam ---oem v
.. Akzdini, NASABAH den B ANK shan mengatuinys BErZRmg - mmmme e
.- secararurvawareh patnk g sufeliet dal g suaty Addendion, —--mmeoemne e
2. Tiap Acdendum dard Akad ini merupakan satu Reustvet VBAL <o

1

.- tidak terpisehik

8 LA MY S AR
-- id'ent't’a's'para penghadap sezusi tenda pengene! vang dzampakan ---- -
-- Lepada Notariz, dan bertanzgung jawab sepens have stas hale- oo o oeees
- tersebut dan zelanjutnya para penghadap jugs raenyetekan - ooooemoomes

.. telshmeneerti den memehemi fui BER I, —ooom e omemmmnmr e

Dibust dan divesruka
dizebutlan pada bagien ewal shisini dengan dikiadirs alehi{-rmmmmmmeons e

1. Tusa IiﬁgkY'SU§TL$WO,Zehir zPuz‘oamxwa padatanggel —----o- e

= *r.\:lm hiznn Putbainge s Lor, Rulion Tetanges

- Wargs 005, Kecamatan Porbalingee, Kebupaten Purbaltnz g, -

-- -PEINEZEAS Feh




-- Nowaer Induk Rependudokan (NIK) 330303 2808840005 - omm mevemmeees

-- berlaby hinges tsngzel dua puloh ensm JTonl doa sho fege o moeoa i

ratus delapen puloh sembilan (05-11-1989) Wares Negar ccoemmmeeeen 0

-- Indenezcia. herfempet tingsal di Kelurshan Eembaren Wulon, - - oov e

3, RubuaWargs 003, Eecamatan Fi

- Eulam |

Fabubaten PurbalineEnt s o o B e e e

.

-- -pemegang Karts Tends Pendudul Kepublik Indonesiz denzan--oeeme oo -

e 2 =

-~ Nemor Indvk Kependodoban (T 330303051 139000%




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengad.ili perkara
tertentu pada tingkat pertama,dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari’ah antara :
PENGGUGAT, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili
oleh DIREKTUR UTAMA., dalam kedudukannya selaku Direktur
Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H.
Sugeng, SH., MSI., Advokat pada Kantor Advokat H. Sugeng, SH.,
MSL & Rekan yang beralamat kantor JI. DI Panjaitan No. 111

Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September

2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan
| PENGGUGAT L, Umur  tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Tempat
tinggal . . Kabupaten; 3 : selanjutnya disebut sebagai Tergugat
I:-

(3]

PENGGUGAT 1I, Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat

tinggal / , Kabupaten selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Tergugat T dan Tergugat IT dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi
Wiyono, SH. dan Hartomo, SH. MH. Keduanya Advokat pada Kantor
Advokat Budi Wiyono, SH. & Rekan yang berkantor di JI. Kenanga
Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten
Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari

2014,selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 26
Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik ia b ha untuk selaly mk; 'mmmmwwmwmmmmmmmmmwm.:
mwmmmmpwmmmummmwmwmmmwmwwmmmm;

Emal : Q gosd

Tolp : 021-364 3348 (axt 318) Halaman 1




Disclaimar
Kapanitaraan Mahkamah Agung Republik Ind untuk selalu
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23
September 2013 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23
September 2013 Nomor 1721/Pd.G/2013/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai
berikut ;--=-==rze--

| Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13

September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat I sebagai isterinya,

telah menerima Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus

delapan puluh juta

rupiah) ;
2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan
yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September
2016;
3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya
Cetak
Tabloid ;

4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugal telah menunggak angsuran,
kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga

Somasi ;
5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para
Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat
menyelesaikan kewajibannya kepada
Penggugat ;

6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka
Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh
jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat ( Akad pasal 11
)s

7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah

dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi yang
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sangat merugikan Penggugat ;

8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut
Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang
perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai

berikut:
Sewa Manfaat :Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah :Rp: 40.549.585.-
Denda Keterlambatan :Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan :Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum :Rp. 10.000.000.-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-

9 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa
hukumnya melayangkan somasi Il tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi
tersebut Tergugat tidak pernah

menanggapinya ;
10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan Sita Jaminan
( conservatoir beslaag ) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal
ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor :
02754/2011, yaitu sebagai
berikut :
e Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor::,
Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah,

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. tertanggal
22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : ;
terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama TERGUGAT 1 dengan

batas-batas :
e Sebelah Utara : BATAS UTARA
e Sebelah Timur : BATAS TIMUR
¢ Sebelah Selatan : BATAS SELATAN
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Sebelah Barat : BATAS BARAT

11 Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan /

Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan
tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan
kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat
mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan
Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3
Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah.-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan

mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : ------------
PRIMAIR :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

L

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas
barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama
Purbalingga yaitu

berupa:

e Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor:

Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. ( ; - tertanggal
22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB S

terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama PENGGUGAT Idengan

batas-batas :
Sebelah Utara : BATAS UTARA
Sebelah Timur : BATAS TIMUR
Sebelah Selatan : BATAS SELATAN
Sebelah Barat : BATAS BARAT
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3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor
- 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para
Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH.M.Kn Notaris di
Purbalingga ;-==-—-------

4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar
janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor :
01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu
berupa kerugian materiil sebesar Rp 257.393.450.-(dua ratus Tima puluh
tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh
rupiah) ;

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian malteriil sebesar
Rp 257.393.450.-(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh
tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung

seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara

ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah
hadir, kemudian Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil,
selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan
mediasi, para pihak telah memilih mediator dari daftar Hakim mediator Pengadilan
Agama Purbalingga bernama Dra. Hj, Muliah Sirry, akan tetapi berdasarkan laporan
hasil mediasi tertanggal 14 Nopember 2013, usaha mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebul yang isinya
tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan
jawaban secara tertulis tertanggal 08 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :---------
Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rakhmat
Nya yang telah dilimpahkan kepada kita . Dalam masalah gugatan perdata ini pertama
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tama saya ingin menekankan bahwa sebagai seorang Muslim saya sangat menyadari
bahkan meyakini bahwa hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar.----------—----

Dan tidak ada sebersitpun dihati saya untuk mengingkari kewajiban saya
membayar hutang. Jadi kalau saya digugat di Pengadilan Agama (PA) dengan alasan
tidak mempunyai iktikad baik, adalah sangat keliru. Demi Allah, hal tersebut tidak
benar sama sekali. Oleh karena itu perkenankanlah Majlis Hakim yang mulia untuk

berkenan mendengar permasalahan yang saya hadapi dan kondisi saya sekarang ini. .

Secara kronologis dapat saya sampaikan sbb :
| Awalnya saya mendapat tawaran kredit dari seorang karyawan. Saya pun
sepakat untuk mendapatkan pembiayaan kredit sebesar Rp 200.000,.000, (dua
ratus juta.) untuk jangka waktu 5 tahun guna pengembangan/ pembiayaan usaha
saya di bidang penerbitan Tabloid Tawaran tersebut saya terima
dengan catatan, bahwa saya memiliki 4 ruko yang siap dijual. Sehingga kalau
ruko tertebut terjual , maka semua hutang saya pun saat itu juga saya lunasi. Hal
tersebut saya sampaikan kepada Bank, sekaligus mempersilahkan BPRS
untuk ikut menwarkan dan menjualnya. Saya pun berharap, ruko segera terimal
karena kalau tidak cepat terjual akan menjadi beban bagi saya. Sehingga ruko
tersebut merupakan satu-satunya jalan agar saya‘dapat melunasi kredit di BPR
Syariah '\ _ Sebab meskipun pendapatan dari iklan dan langganan berkisar Rp
50 juta/ bulan, namun beban untuk membayar gaji karyawan belumlah cukup,
karena usaha saya baru saya mulai dan saya sangat menyadari bahwa investasi
usaha di bidang penerbitan memerlukan waktu, disamping ketekunan dan
kesabaran agar segera dapat memetik keuntungan. Kredit yang sama pun saya
ajukan ke Bank M . Seperti kredit di BPR Syariah. - saya pun mengagunkan
sebuah ruko di sebelahnya , dengan catatan jika ruko terjual kreditpun saya
lunasi semuanya.Saya pun sangat bersyukur karena hanya dalam waktu 4 bulan
Bank M berhasil menjual ruko saya dengan harga Rp 350.000.000,- Hutang

saya pun segera saya lunasi j—-

(o]

Setelah kredit dari kedua Bank tersebut cair maka langsung saya gunakan untuk
membayar kontrak percetakan TABLOID\ - . Sebanyak 72 edisi, yang
setiap edisi mencetak 4.000 eks, dengan harga‘Rp 2.500,-cks, atau senilai Rp
10.000.000,- setiap kali cetak/ minggu. Atau Rp 40.000.000,-/ sebulan. . Total
nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000,- atau Rp 10 juta x 72 edisi = Rp 720
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juta. (bukti kontrak

terlampir).
3 Namun dalam perjalanan usaha saya , mungkin Tuhan sedang memberi cobaan
kepada saya, ketika pihak percetakan baru mencetak 17 edisi yang berarti masih
tersisa 52 edisi lagi mendadak Direktur percetakan Direktur Percetakan kabur
tanpa diketahui sampai sekarang. Sehingga saya mengalami kerugian 52 edisi
X Rp 10.000.000,- = Rp 520.000.000,- ( Surat perjanjian ada dan laporan ke
kantor Polisi ada). Beban saya pun semakin bertambah berat karena Tabloid
harus tetap terbit demi menjaga pelanggan dan kelangsungan hidup.

Dan jika saya langsung tutup maka modal yang sudah saya tanam (investasikan)
hampir mencapai Rp 2 milyar tentu akan sia-sia. Sementara saya juga harus
tetap membayar 24 karyawan saya yang setiap bulannya sekitar Rp 30 juta. Dan
biaya cetak Tabloid setiap minggu, Sehingga total pengeluaran saya setiap
bulan dan harus tetap dipertahankan sekitar Rp 70 juta setiap bulan. Suatu
beban yang sangat berat, jangankan untuk mengangsur Bank untuk membayar
biaya cetak setiap minggu ditambah membayar gaji 24 karyawan benar-benar
terasa berat. Schingga apapun yang saya miliki dan dapat dijual terpaksa saya
jual demi kelangsungan usaha saya, kecuali ruko yang sudah menjadi agunan
dan 2 (dua) ruko lain yang belum laku. Itulah diantara penyebab mengapa saya

mengalami kesulitan untuk mengangsur BPRS

Hanya yang sangal saya sesalkan, cara —cara penagihan yang dipakai oleh Bank yang
berlevel syariah temyata kalah jauh dibandingkan bank konvensional (umum)
terutama dalam menghadapi nasabah yang dalam kesulitan bahkan terkesan terus
“menekan’. Dan kata syariah terkesan hanya untuk “menaril‘c" umat Islam .
termasuk awal ketertarikan saya berhutang dengan Bank Syariah, yang terkabar tidak
mungkin ada penyitaan atau semacamnya tapi benar-benar sangat islami dalam
mengahadapi nasabahj, dan berbagai kemudahan lainnya. Namun kenyataannya,
setelah saya menerima kredit, ketenteraman jiwa saya dalam usaha sejak saya
berhutang dengan BPRS / benar-benar tidak saya rasakan, kecuali rasa gelisah
yang luar biasa, sampai sampai saya jatuh sakit (hypertensi) karena tensi saya yang
biasanya normal-normal saja mendadak naik menjadi 175, schingga dokter
menyarankan saya meminum obat penurun tensi —amplodipine selama hidup. Sebagai

contoh, BPR Syan'ah' yang saya persilahkan untuk menjual ruko selalu berdalih
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terlalu mahal. Sedang Bank Umum saja dapat menjual dengan harga 350.000.000,- .
Bahkan 6 ruko lainnnya yang sudah terjual 5 tahun lalu berkisar antara 350 juta
sampai 400 jut sesuaio Pihak juga tak mau mendengar kesulitan nasabah tapi
yang sclalu dikejar hanyalah “bunga” keuntungan yang saya sendiri kurang
memahami. Bahkan upaya saya untuk bertemu dengan Pimpinan/ Direktur BPRS
selalu ditolak dengan alasan ada rapat dsb.Tapi malah menggunakan pihak ketiga
(swasta) yang selama ini tidak dikenal dalam perbankkan umum, karena istilah nasabah
sendiri sudah dihapus menjadi “mitra” sehingga tentu akan menambah beban nasabah.
Contoh lain, ketika saya diberi keberkahan oleh Allah setelah sekian tahun menunggu
daftar tunggu untuk naik Haji, saya pun berusaha untuk sedikit membuat ketentraman
di hati saya dengan menyetorkan uang ke BPRS sebesar Rp 30 juta. Dan ketika 2
hari saya baru pulang dari tanah suci, yang tentu saja belum melakukan aktiifitas

“bisnis” saya sudah ditagih lagi. Masya Allah.....;

Maijlis Hakim yang mulia, sebagai contoh lagi, dalam masa dua tahun , saya
sudah membayar bunga (apapun namanya) sedikitnya Rp 60 juta, dan disuruh
membayar lagi Rp 257 juta bersama pokok hutang yang berarti saya harus membayar
bunga sebanyak Rp 115 juta dalam tempo 2 tahun. Suatu jumlah yang luar biasa jika
kita bandingkan dengan bank Umum yang hanya mengenakan bunga 0,9 % sampai 1%
setiap bulan.Lantas mau diletakkan dimana azas BPR syariah tentang Ayat Al Quran
yang dibacakan pada waktu akad kredit * taaawanu alal birri wattaqwa wala taawanu

alal istmi wal u'dwan”.

Sejak tahun 1982 saya sudah mengenal kredit BANK Mulai dari Kredit
Sebesar 3 juta di BRI, kemudian kredit sebesar Rp 12 juta di Bank Dagang Negara,
kredit sebesar 15 juta di Bank Pembangunan Daerah, kredit sebesar 800 juta di Bank
Mandiri, sampai kredit sebedar 1,5 milyar di BNI. Semuanya berakhir dengan baik.
Tak ada satupun Bank yang menggugatnya sampai di Pengadilan meskipun ada
kesulitan yang saya hadapi. Saya justru sering ditanyai kesulitannya, baﬁkan suatu saat
saya malah ditambah kreditnya agar usaha saya bisa dan terus berjalan. Suatu saat
ketika saya mendapat kredit sebesar Rp 800 juta di Bank Mandiri, karena saat itu saya
mengalami kesulitan, ditambah ada krismon bunga banknya selama 3 tahun bahkan
dihapuskan (diputihkan) .Tidak hanya sampai disitu sisa pokok hutang sebesar Rp 800
juta masih mendapatkan keringanan 25% asal saya bisa melunasi. Namun ketika saya
mencoba berhutang dengan Bank syariah, dengan harapan mendapat ketenangan

dalam usaha, tapi justru sebaliknya. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa dan
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tidak mendapatkan ketenangan sedikitpun sampai sampai digugat di Pengadilan Agama
yang secara otomatis berdampak pada usaha saya. Tak pernah ada saran atau petunjuk,
kecuali saya terus dikejar dan dikejar harus membayar hutang.
Oleh karena itu dalam seminar “RIBA YANG SEBABKAN KEBANGKRUTAN
USAHA” di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang dipandu oleh Ibu
Ida Nur Laely; M.Ag Dosen Fakultas Agama Islam terungkap bahwa masyarakat
menilai bahwa produk Bank syariah 30% cukup syar'i, 50% setengah syar’l dan 20%
sama sekali tidak syar’i. (Radar Banyumas,11 Nopvember 2013 Hal.24)" Jika saya

ditempatkan dalam kelompok mana, maka dengan tegas saya akan memilih kelompok
20% yang menycbutkan bahwa Bank Syariah belum syar'i.

Untuk itu kepada Maijlis Hakim Yang Mulia tidaklah berlebihan andaikan praktik Bank
syariah di lapangan perlu pendalaman dan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI)
maupun Majlis Ulama Indonesia (MUI) apakah ~ Bank Syariah sebagai wadah
perbankan yang diperuntukan bagi umat Islam sudah benar-benar sesuai atau perlu
ditinjau kembali dalam praktek kescharian di lapangan. Karena penclitian tentang bank
syariah selama ini lebih banyak menyoroti perkembangannya yang luar biasa namun
belum ada yang meneliti tentang praktek bank syariah di lapangan dan dalam

keseharian.

Untuk itu, saya mohon kepada Majlis Hakim yang Mulia ini untuk menolak semua
gugatan BPR syariah ¥ " kepada saya dan menjatuhkan keputusan yang -
seadil adilnya berdasarkan syariat islam agar saya diberi kesempatan untuk dapat
menjual Ruko dengan harga yang wajar guna melunasi hutang/ kredit saya di BPR
Syariah Apalagi berdasarkan akad kredit, jangka waktu pembiayaan adalah
selama 60 bulan (5 tahun), yaitu sejak tg. 13 September 2011 sampai dengan tanggal
13 September 2016 atau baru akan berakhir paling sedikit selama 3 tahun lagi,
sehingga ada waktu bagi saya untuk menjual agunan atau menunggu perkembangan
usaha saya. Dan jangan sampai kehancuran usaha saya karena berhutang dengan Bank

syariah, apalagi seperti judul seminar sebagaimana yang saya ungkapkan di

atas. memmeeaen

Saya akan tetap membayar kewajiban saya, ferutama pokok hutangnya sedang
bunganya saya mohon keadilan dari Yang Mulia Majlis Hakim, agar jangan sampai
terlalu membebani

nasabah.
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Demikian Majlis Hakim Yang Mulia apa yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban
atas gugatan BPRS -yang merupakan sejarah baru dan pertama kali dalam
kehidupan saya. Seorang Pengusaha Islam yang sedang mendapat Cobaan dari Allah

SWT justru digugat oleh Bank yang berlevel Syariah”.

Sebagai seorang pengusaha di bidang Penerbitan sckaligus sebagai seorang
wartawan saya juga sangat tertarik untuk melakukan penelitian komperatif tentang
jumlah nasabah dari Bank Konvensional dan Bank Syariah yang digugat di Pengadilan
Agama dan Pengadilan Negeri sebagai bahan perbandingan. Saya pun sudah bersurat
ke MUI Pusat — Jakarta dan Bank Indonesia (BI). Sebagai bahan kajian/ masukan
sekaligus referensi apakah Bank syariah sudah mencrapkan kebijakan/ prinsip prinsip
sesuai dengan syariat Islam, atau sebaliknya kata syariah hanya untuk menarik minat
umat Islam saja. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia
beragama Islam. Saya pun bersedia untuk menjadi obyek penelitian termasuk beberapa
nasabah lain yang memiliki keluhan yang sama atas sikap dan perlakuan Bank Syariah
khususnya BPRS kepada para nasabahnya.

Akhimya dengan segala hormat, kepada Majlis Hakim Yang Mulia saya mohon
maaf atas jawaban saya yang mungkin tidak berkenan, sekaligus mohon kepada Yang
Mulia Majlis Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan gugatan BPRS
kepada saya dengan keputusan yang seadil adilnya berdasarkan syariat Islam,
sebagaimana firman Allah yang kalau tidak salah kutip berbunyi: “innalloha
ya'murukum bil’adli wal ikhsan waita idzil qurba wayanha ‘anilfakhsyai walmunkar
walbagh ------ms-emmemmm

Bahwa atasjawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik
tertanggal 22 Januari 2014 kemudian Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26
Februari 2014.yang isipokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;-——--
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat di

persidangantelah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
| Fotokopi KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus 2012 An. DIREKTUR
UTAMA, Tempat dan tanggal lahir : , agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Purbalingga yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai

dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.1.);
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2 Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor :
i tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Perseroan Terbatas, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan
ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.2.);

3 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT BPRS tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya
dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.3.);

4 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT BPRS - tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya
dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang
oleh Ketua Maijelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.4.);

5 Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01 tanggal 13 September
2011, yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH. M.Kn.Notaris
berkantor di J. Letkol. Isdiman Nomor 37 A.Purbalingga, yang oleh Ketua

Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai

cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.5.);
6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. Desa An.

TERGUGAT 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten
Purbalingga,yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.6.);
7 Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No :, ) tanggal 13
September 2011 yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn.
PPAT di Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata

sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.7.);==m
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8 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. Pemegang Hak: PT.

BPRS Obyek Hak Tanggungan : Hak Milik Tanah No. " Desa

“" An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan temnyata
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.8.);==-—

9 Fotokopi Surat Somasi I No. "7 tanggal 8
Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG SH.
MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.9.);

10 Fotokopi Surat Somasi IT No. _ tanggal 15
Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,SH.
MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

11 Fotokopi Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.11.);

12 Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama

tanggal 31 Agustus 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan

ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
(P.12.);

Bahwa Pihak Tergugat membenarkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di

atas dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah

diperintahkan oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan
secara tertulis masing-masing tanggal 16 April 2014, sclanjutnya kedua belah pihak
mohon agar Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan
PULUSANNY A j-nmmmmmmemmmmmmnenm

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal

sebagaimana (ercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kapanitaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia b untuk selaly ki mmmmmwmmmmmmwmmmwm,:
Daiam hal Anda menemukan Inakurasi informasi yang lermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalul :

Emal it @ i
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Disciaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, baik secara langsung oleh Majelis maupun melalui mediasi dengan
mediator Dra. Hj. Muliah Sirri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian
telah terpenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma 1 tahun 2008jo. Pasal 130 HIR, oleh
karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan

diselesaikan melalui putusan hakim;
Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Majelis perlu memeriksa konpetensi absolute
dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugatkemudian
Majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek
hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo; ====--==------==-===-

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undangNomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah denganUU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No.
7/1989 Tentang Peradilan Agama( di mana Peradilan Agama diberi tambahan
kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah) jo. Pasal 55ayat (1)
UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah : “Penyelesaian sengketa Perbankan
Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama” ,sebagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan
permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara inimenjadi wewenang
absolutPengadilan Agama Purbalingga;

Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo (bukti P.5)

pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian
sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, olch karena itu sesuai
dengan Pasal 118 ayat (6) HIR : “Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta,
maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu*, maka perkara ini

menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Bahwa mengenai legal standingdalam perkara a-quo, menurut Majelis harus
didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun
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1995tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ
perseroan  yangbertanggungjawab ~ penuh atas pengurusan . perseroan untuk

kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroaan baik di dalam maupun di

luar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar”;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat telah memberikan
pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga berdasarkan pasal
174 HIR bahwa “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti
sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secdra pribadi,
maupun lewat seorang kuasa hukumnya » dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat memberikan pengakuan berklausul
dan membantah dalil posita gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan
dalil-dalil bantahannya tersendiri ;

Bahwa Tergugat mengakui dengan klausul terhadap dalil posita gugatan angka
4 yaitu : kami menunggak angsuran, namun kami masih beriktikad baik, dan akan
melunasi hutang tersebut, serta telah pula ada jaminan, yang telah diikat dengan hak
tanggungan. Adapun kami menunggak, dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa
(overmach), berkaitan dengan usaha yang kami jalankan, yaitu Direktur percetakan
(Direktur Percetakan) telah kabur, schingga kami mengalami kerugian Rp.520.000.000.

Bahwa, Pihak Tergugat yang ditegaskan dalam dupliknya membantah dalil -
dalil gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
| Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan cidera Janji/ ingkar janji/
wanpresiasi, scbab Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi. hutang-
hutang, dan jangka waktu Perjanjian Kredit pada Akad Pembiayaan Tjarah
Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, adalah telah jelas disebutkan
pada Pasal 1 sub 2 yaitu: dari tanggal 13 September 2011 s/d 13 September
2016. --------========
2 Bahwa Penggugat tidak memintaagar membatalkan (fasakh) Perjanjian/ Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. Ol tanggal 13 September 2011, maka
konsekwensi hukumnya, akta perjanjian tersebut masih syah, berlaku, dan
belum berakhir, serta belum bisa dinyatakan Tergugat telah wanprestasi.

3 Bahwa terdapat beberapa kejanggalan isi perjanjian, diantaranya:

dan

@
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Biaya Kuasa Hukum (digugat, malah yang harus membayar).
Cash collateral sebesar Rp.25.000.000, harus disimpan dan diblokir BPRS
BMP. Dengan kondisi grose akta yang demikian, jelas telah mengandung cacat
yuridis, dan nampak ada pembodohan terhadap debitur, schingga pada
saatnya nanti, tidak segan-segan kami akan melapor ke OJK . ---

Bahwa perincian kewajiban Tergugat untuk membayar per 31 Agustus 2013
sebesar Rp.257.393.450 kami keberatan. Sebab jumlah perincian tersebut
berbeda-beda, ada yang berjumlah Rp.237.118.657, Rp.243.87é.921, dan
Rp.254.393.450. Dengan demikian seharusnya Penggugat konsekwen
menggunakan dasar perincian Rp.237.118.657, dan itupun harus dikurangi
Biaya Pengacara Rp.10.000.000, karena tidak tepat Tergugat harus membayar
Pengacara pihak Penggugat. Oleh karenanya jumlah tanggungan sebesar
Rp.237.118.657 masih harus dikurangi biaya pengacara sebesar Rp.10.000.000
= Rp.227.118.657. Kalau sebesar itu, Tergugat tidaklah keberatan.

Bahwa tidak benar dalil gugatan posita angka 9, yang menyatakan Tergugat
tidak pernah menanggapi somasi Penggugat. Sebab selalu pro aktif, dan
sanggup akan melunasi hutang, serta mempersilakan ruko yang telah diagunkan
untuk  dijual, schingga dapat digunakan untuk melunasi  hutang.

Bahwa dalil gugatan posita angka 10, yang meminta untuk dilaksanakan
conservatoir beslaag, adalah sangatlah berlebihan, tidak berdasar, dan tidak
beralasan hukum, karenanya pantas apabila ditolak.

Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat posita angka 11, yang menyatakan
Tergugat tidak ada iktikad baik. Sebab justru Penggugatlah yang tidak
beriktikad baik, dikarenakan hendak tidak melaksanakan akad/perjanjian yang
telah dibuat bersama, padahal perjanjian tersebut masih berlaku hingga 13
September 2016, dan karenanya Tergugat belum bisa dinyatakan telah

wanprestasi, =—--------

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah

apakah ParaTergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 201lyang menyebabkan Penggugat

dirugikan secara materiil yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar :---—-
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Sewa Manfaat :Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah :Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan :Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan :Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum :Rp. 10000000~
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh
Tergugat, maka sesuai asas ‘beban pembuktian berimbang’ sebagaimana ketentuan
Pasal 163 HIRJo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebankan wajib membuktikan
dalil-dalil gugatannya lebih dahulu  kemudian Tergugat dibebankan wajib
membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugattelah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di
persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.12seluruhnya berupa foto
copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang

sah di persidangan ;

Bahwa karena bukti P,] sampai dengan P.8 semuanya akta otentik yang tidak
dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna
(voilledig) dan mengikat (bindende), sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat Somasi
yang dibenarkan pihak Tergugat, Adapun Bukti P.11 dan P.12 berupa Akta sepihak
maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan sedang terhadap pihak ketiga
mempunyai kekuatan pembuktian bebas ;

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP. NIK :NIK tanggal 26 Agustus
2012 An. DIREKTUR UTAMA, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti

yang tercantum dalam surat Gugatan ;
Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004
membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan ‘Terbatas (PT) Bank Perkreditan
Rakytat syariah . berkedudukan di Purbalingga ;---=======-=m==s=me=mn
Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2-
yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga,

paling kini dan akurat sedagal bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pel Publk,
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membuktikan bahwa BPRS - \ berganti nama menjadi PT BPRS

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor :
-05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten
Purbalingga, terbukti DIREKTUR UTAMA.. telah diangkal sebagai Direktur Utama
Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah z b

Bahwa berdasarkan bukti P.1 samapai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa
DIREKTUR UTAMA., adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah

yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995,
berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus
dinyatakan bahwa DIREKTUR UTAMA mempunyai kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akad Pembiayaan ITjarah Multi Jasa No 01
tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui secara murni oleh Pihak Tergugat,
maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai
isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan
Tjarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, scbesar Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan
puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan
yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan
pembiayaan ftersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya Cetak

Tabloid ;
Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. . Desa
", An. TERGUGAT I, membuktikan tanah Hak Milik No. ~ Desa

. seluas 53 m2adalah milik . TERGUGAT I;----

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No :
tanggal 13 September 2011, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak

Tanggungan, No. ,, membuktikan bahwa tanah Hak Milik No. _ Desa
seluas 53 m2atas nama TERGUGAT 1 tersebut telah diletakkan Hak
Tanggungandengan Pemegang Hak : PT. BPRS 4 b

Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Somasi I No. s
' tanggal 8 Februari 2013, dan bukti P.10 berupa Surat Somasi II No.

tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa Penggugat
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telah memberikan dua kali somasi kepada Tergugat agar Para Tergugat memenuhi
kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat ;-
Bahwa bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013,
karena mengikat (erhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat
H. Sugeng, SH. MH. Telah menerima Biaya Kuasa Hukumsebesar Rp.10.000.000;-
dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah antara PENGGUGAT menlawan
TERGUGAT I dkk ,
Bahwa, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama

per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh * - Direktur Utama PT. BPRS karena di bantah oleh Pihak

Tergugat, maka merupakan bukti permulaan Perincian Kewajiban Para Tergugat

kepada Penggugat ;
Bahwa, bukti P.12 ini menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang
telah disetujui yaitu bukti P.5, pada Pasal 12 yaitu tabelpembayaran yang disepakati
oleh Nasbah dan Bank ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dari Pihak Tergugat sepanjang
menyangkut keadaan overnacht yang menyebabkan Para Tergugat tidak membayar
angsuran kewajiban, perincian yang berbeda-beda yang dibuat oleh Penggugat
mengenai kewajiban Para Tergugat per 31 Agustus 2013, sikap Para tergugat yang
telah pro aktif menanggapi somasi Penggugat dan itikad baik para Tergugat untuk
membayar angsuran kewajiban kepada Penggugat, karena pihak Tergugat tidak
membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut dikesampingkan.
Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan pembuktian Tergugat akan
dipertimbangkan secara integral pada saat Majelis mengkonstituter fakta perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pihak Tergugat dan bukti-bukti
Penggugat, Majelis menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut :

| Bahwa Tergugat 1 dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah
menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus
delapan puluh juta rupiah)dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam
puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13
September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan
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untuk Biaya Cetak Tabloid ( sesuai bukti P.5 dan pengakuan murni Pihak

Tergugat) ;--——-=---=-==-~ -

2 Bahwa tanah Hak Milik No. ~ atas nama TERGUGAT I di Kabupaten
Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur
No. g tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi
Bidang Tanah ( NIB ) : ~ telah diletakkan Hak Tanggungan
dengan Pemegang Hak : PT. BPRS ( ( tidak dibantah oleh Tergugat dan
seuai bukti P.6, P7 3 dan
P.8);

3 Bahwa Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah
melayangkan dua kali Somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 2013
dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun Para Tergugat tidak
memenuhi kewajibannya untuk membayar

angsuran ;

4 Bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Para Tergugat
tersebut, Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang

perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013
sebesar :

Sewa Manfaat :Rp. 206.318.865.-

Tunggakan Ujrah :Rp. 40.549.585.-

Denda Keterlambatan :Rp. 375.000.-

Biaya Kunjungan :Rp. 150.000.-

Biaya Kuasa Hukum :Rp. 10.000.000.-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-

Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan ;
Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim

mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstirutir) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, temyata obyek yang
dimohonkan sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) oleh Penggugat telah diletakkan
Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, schingga bantahan
pihak Tergugat dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir
beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanyaMajelis
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Hakimtelah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg., tanggal

19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan

sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan sah

secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September

2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI

WACHYONO, SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga, di pertimbangkan sebagai
berikut ; ~

Bahwa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan

dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak arau lebih
untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” dan pasal 22
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa *“rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang
berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;”, dengan syarat-syarat
sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari’ah ; %

Bahwa, di samping itu ditentukan bahwa Pembiayaan multi jasa hanya dapat
dilakukan dengan akad ijarah atau akad kafalah, maka bank syariah yang menggunakan
akad ijarah harus mengikuti semua ketentuan akad ijarah, dan Bank syariah sebagai
kreditor berhak memperoleh imbalan yang besarnya harus telah disepakati  di awal
transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk
prosentase.---=-----

Bahwa, selanjutnya Pengertian ljarah menurutPasal 20 ayat (9) Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah : “sewa barang dalam jangka waktu tertentu
dengan pembayaran. Dalam pasal 295 KHES ditentukan bahwa rukun ijarah terdiri
dari :Pihak yang menyewa (musta’jir) ; Pihak yang menyewakan (Muajjir) ;Benda yang
disewakan (Ma’jur) ;danAkad.”, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam
pasal 301 sampai 304 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ;

Bahwa, fakta hukum angka 1 diatas, sebagaimana_ tercantum dalam Akad

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat

Penggugat dengan Para Tergugat pasal | akadnya sebagai berikut :
1 Akad Ijarah Multi jasa adalah akad sewa menyewa manfaal antara pemilik

ma’jur (obyek sewa) dengan musta’jir (penyewa/nasabah) untuk mendapat
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manfaat dan Pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaal yang

disewakan.—-------==------

2 Muajjir adalah BANK sebagai pemilik jasa ( in casu Penggugat ) ;

3 Musta'jir adalah NASABAH scbagai pihak yang menyewa jasa manfaat
dai BANK ( in casu Tergugat I dan Tergugat II)

4 Ma'jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.

5 Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh
NASABAH (Tergugat 1 dan Tergugat II) kepada BANK (Penggugat).

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.5) bahwa surat
perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Sri Wahyono, SH, MH. M.Kn . Notaris
di Purbalingga kepada parapihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak
dan saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka AkadPembiayaan Ijarah
Multi Jasa Nomor:01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat Penggugatdengan Para
Tergugattelah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah dan

karenanya petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan ;
Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan 5 dipertimbangkan sebagai
berikut :

Bahwa sesuai dengan AkadPembiayaan Tjarah Multi Jasa Nomor:01 tertanggal
13Nopember 2011 yang dibuat i’enggugaldengan Para Tergugat ( bukti P.5 )
disebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 7 akad : Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya
sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan

seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang
terkait, serta sebelum berakhimya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan
seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK. -------mmemmmemeeee
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Pasal 11 : dengan menyimpangi pasal | angka 2 akad ini, atas kelalaian dan
pelanggaran Para Tergugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih
pembayaran atas scluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga wajib memedomani dalil al-Qur’an
dan as-Sunnah yaitu ; firman Allahdalamsurat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : —-----

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman pernuhilah akad-akad itu”';--=-==--

dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yangbcrbuny'i R

Artinya; * orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;
Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 akad tersebut, menurut

Majelis telah sesuai sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyari’ah pasal
21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : “akad dilakukan berdasarkan asas
amanah/menepati janji, setiap akadwajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan olehyang bersangkutan dan pada saat yang sama
terhindar dari cidera-janji"; pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku

nash syari'ah bagimereka yangmengadakan akad”,Pasal 46 “suatu akad hanya

berlaku mengikat antara pihak-pihak yangmengadakanakad “;

Bahwa mengenai Wanprestasi,Majelis berpendapat dengan mengambil alih
ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau
kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta :
Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur
tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai
atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi

(kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:

a Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan

dilakukannya.

b Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana
diperjanjikan,----=-=---

¢ Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi
terlambat.

d Melakukan sesuatu  yang menurut  diperjanjian  tidak

dibolehkan,-—---—<mms—mesizemex
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Bahwa berdasarkan ketentuan-keétentuan tersebut, maka bantahan bahwa Para
Tergugat tidak melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasisebab
Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang dalam jangka
waktuPerjanjian Pembiayaanyaitul3 September 2011 s/d 13 September 2016, adalah
tidak beralasan
Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 yaitu Para Tergugat telah

menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah melayangkan dua kali Somasx, yang
pertama pada tanggal 08 Februari 2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013,
namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka
para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji /
wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13

September 2011 yang merugikan Penggugat ;
Bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat terscbut,
menurut perhitungan pihak Penggugatdirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan

Akad Pembiayaan Tjarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang

perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar :

Sewa Manfaat :Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah :Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan :Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan :Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum :Rp. 10,000.000.-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-

Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan, maka Maijelis perlu mempertimbangkan
sebagai berikut ;

Bahwa mengenai besarnya perincian kewajiban para Tergugat pertanggal 31
Agustus 2013 sebagaimana bukti P.12, sebesar :
Sewa Manfaat :Rp. 206.318.865.-—-==-=rmmemm--mv
Tunggakan Ujrah :Rp.. 40.549.585.---— —
maka menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang telah disetujui
yaitu bukti P.5 pada Pasal 12 :besarnya yang disépakali oleh Nasabah dan Bank
pertanggal 13  Agustus 2013  adalah : Pokok Rp.154.166.667, ditambah ujrah
Rp.111.000.000,- sehinggga berjumlah Rp. 265.166.667,- Oleh karena yang disepakati
oleh Nasabah dan Bank lebih besar dari pada perhitungan pihak Bank (Penggugat),
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maka menurut Majelis ditetapkan yang lebih meringankan Para Tergugat sebagaimana

perincian Penggugatdalam bukti P.12

tersebut ;

Bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan
(bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
untuk dana qardhul hasan tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, sedangkan Biaya Kuasa
Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- Pihak Tergugat berkeberatan meskipun tercantum di
dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis berpendapat
berdasakan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka
Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut dipikul kedua belah pihak
masing-masing seperdua yaitu Rp.5.000.000,

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar

oleh Para Tergugat kepada Penggugat perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013

sebesar :
Sewa Manfaat :Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah :Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan :Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan :Rp. 150.000.-
50 % Biaya Kuasa Hukum 2Rp.5.000.000.-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 252.393.450.-

Menimbang, bahwa berdasArkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka
petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah
melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Muld
Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa
kerugian materiil sebesar Rp 252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus

sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
Menimbang, selanjuntya petitum angka 5 juga dapat dikabulkan sebagian

dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil ~ sebesar
Rp 252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya; ------==-===mmmmmemv
Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah,
makaberdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
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dibebankan kepadaPara Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i

yangberkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara
Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SR WACHYONO,
SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga ;

3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera

janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Tjarah Multi Jasa
Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan
Penggugal, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp
252.393.450.~(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil
sebesar Rp 252.393.450.-(dua ratus lima
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus

lima puluh rupiah) kepada Penggugatlangsung seketika setelah

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5 Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ;

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar
Rpl1.031.000,~(satu  juta tiga puluh satu ribu

rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu,
tanggal 07 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H., oleh oleh Kami
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H. HASANUDDIN,S.H.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL
FALAHMH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan olch Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat .

Ketua Majelis
TTD
H. HASANUDDIN,S.H. MH.

Hakim Anggota I Hakim Anggota IT
TTD
Drs. SYAMSUL FALAH.MH. a RN e

Panitera Pengganti
TTD

SITI AMANAH, SH. MH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Panggilan sidang Rp. 940.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp.  6.000.-

Jumlah Rp1.031.000,-
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SALINAN PUTUSAN SELA
Nomor : 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim,

telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Ekonomi Syariah antara :------==---------

e . umur tahun, agama Islam, pekerjaan
Wartawan, tempat tinggal ; " Desa’ 3T. RW.
Kecamatan Kabupaten semula sebagai

TERGUGAT | sekarang sebagai PEMBANDING | ;

2 umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal
o~ Desa RT . g’W. Kecamatan
Kabupaten , semula sebagai TERGUGAT Il sekarang

sebagai PEMBANDING |l ;
Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2014, memberikan kuasa
kepada Budi Wiyono, SH., dan Hartomo,SH.MH., Advokat pada Kantor
Budi Wiyono,SH & Rekan yang berkantor di Jalan Kenanga Nomor 4 Desa
Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, semula disebut
PEMBANDING | dan Il selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING

MELAWAN
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah = e , yang
berkedudukan hukum di 5 dalam
hal ini yang diwakili oleh - dalam

kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
16 September 2013, memberikan kuasa kepada H. SUGENG,SH.,MSI.,
adalah Advokat dari Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSl., & Rekan
yang beralamat Kantor di Jalan DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, semula
sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;----------c--seemeev

Salinan Putusan Sela No, 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termu?t dalam Putusan
Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan
tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan ljarah Multi
Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara
Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRl WACHYONO,
SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga ;---

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera
janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa
Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan
Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.
252.393.450.- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil
sebesar Rp 252.393.450.~(dua ratus lima
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus
lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ;

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar
Rp1.031.000,-(satu juta tiga puluh satu ribu

rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Partitera Pengadilan
Agama Purbalingga bahwa Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan
permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 07 Mei
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah Nomor 1721/
Pdt.G/2013/PA.Pbg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa para Tergugat / para Pembanding menyerahkan
memori banding tanggal 16 Juni 2014, dan Penggugat / Terbanding mengajukan
Kontra Memori tanggal 1 Juli 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah
diajukan oleh Tergugat / para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-
cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pemohon banding telah
membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding

tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah
bermusyawarah dalam persidangan berpendapat, menganggap perlu adanya
pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan

beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam
mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan pihak Penggugat, sehingga tidak jelas
dalam melihat peristiwa hukum yang dijadikan sebagai landasan sengketa dan

gugatan perkara ini yang seharusnya bila gugatan didasari atas wanprestasi atas

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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sebuah kontrak perjanjian, maka pertama-tama harus diperiksa dengan cermat akad /

kontrak yang dilakukan para pihak ;
Menimbang, bahwa akad ijarah berarti akad yang mengatur kesepakatan

pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan ;

Menimbang, bahwa rukun ijarah adalah mustaljir (yang menyewa), mu'ajir

Menimbang, bahwa apabila terjadi akad, maka rukun-rukurt ijarah itu harus

jelas dan memenuhi syarat akad itu sendiri ;

Menimbang, dalam perkara a qua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
belum cukup jelas ma’jur dalam agad tersebut, karena tidak ditemukan fakta ma’jur
itu yaitu obyek sewa, manfaat atas penggunaan barang dan atau jasa yang
dipersewakan, berupa tanah atau bangunan atau mesin cetak harus jelas dan milik

siapa apakah milik mu'ajir atau milik pihak Ketiga yang tidak dilibatkan dalam aqad

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding ada point yang dianggap
kurang jelas yakni pada Akad Pembiayaan ljarah Multi Jasa, lembar ke empat
terdapat kalimat : bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya
telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan
ijarah multi jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil
(syirkah) yang seimbang (proposional) antara Bank dan Nasabah sesuai dengan
besarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah ;

Menimbang, dengan bunyi kalimat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding
menjadi tidak jelas akad yang dibuat Penggugat dengan Tergugat masuk dalam
kreteria ijarah atau syirkatul mudharabah yang tentunya akan melahirkan
konsekwensi yang berbeda, oleh karena itu perlu adanya kejelasan dari maksud
kalimat dalam akad tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kejelasan tersebut, diperintahkan
Pengadilan Agama Purbalingga membuka persidangan kembali dengan memanggil
Pemohon / Terbanding dan Termohon / para Pembanding untuk melakukan

pemeriksaan kembali guna mendapatkan keterangan tambahan ;

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa
pemeriksaan tambahan seperti tersebut di atas, dapat dilakukan oleh Pengadilan
Agama Purbalingga, dan setelah selesai melakukan pemeriksaan tambahan Hakim

Tingkat Pertama diperintahkan mengirim kembali berita acara pemeriksaan tambahan

tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menangguhkan biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini dan akan diputus bersama-sama dengan putusan
akhir;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang

berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / para Pembanding
dapat
diterima ;

2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara, maka memerintahkan
agar Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga
membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding,
untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agar
supaya Pengadilan Agama Purbalingga membuka sidang kembali dengan
memanggil Pemohon / Terbanding dan Termohon / Para Pembanding untuk
melakukan pemeriksaan sebagai
berikut :

2.1Penjelasan mengenai Ma'jur atau obyek ijarah wujudnya itu apa dan

dalam penguasaan

siapa ;
2.2 Penjelasan pada agad Pembiayaan ljarah Multi Jasa tanggal 13
September 2011 bukti P5. Pada halaman ke empat Terdapat bunyi 1.
Bahwa Nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya
telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk memperoleh
fasilitas Pembiayaan ljarah Multi Jasa yang pendapatan / keuntungan
akan dibagi secara bagi hasil (Syirkah) yang seimbang (proposional)

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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antara Bank dan Nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dari
Bank dan Modal dari Nasabah, perlu adanya penjelasan tentang
bunyi kalimat tersebut keuntungan secara bagi hasil itu maksud dan

bentuknya bagaimana ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk keperluan
tersebut berkas perkara ini beserta salinan putusan sela ini disampaikan
kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dengan perintah agar berkas
perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, Berita Acara
Pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama
Semarang ;---====-====--

4, Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan
akhir ;===
Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi

bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL
FADHLANIE GHANY,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H.ANSHORRUDIN,S.H.MA.,
dan H.MUNARDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Juni 2014 Nomor
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim
Anggota dan dibantu MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan

Terbanding ;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
itd. ttd.
1. Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA. Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.
ttd.
2. Drs.H.SLAMET JUFRI,MH.
PANITERA PENGGANTI
Ttd.
MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.
Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,
Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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Ttd.
H. TRI HARYONO, SH,

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 7 dari 5 halaman

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik untuk selalu ‘»wmmmmwmmmmmmmwmmummnwdmn.:
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs inf atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungl Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mejalu :

Emad: g/ g.go.id

Tolp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Ekonomi Syari’ah antara :~~------

i - \ Umur = tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wartawan, Tempat tinggal  Desal RTPRW 2
Kecamatan . Kabupaten - ,semula sebagai Tergugat I sekarang
Pembanding T ;-—----em-memeneeee

o

,Umur  jahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal
Desa RT; ,RW/ ' Kecamaan ) Kabupaten

semula  sebagai  Tergugat II  sekarang  Pembanding

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2014, memberikan kuasa kepada
Budi Wiyono,SH., dan Hartomo,SH.MH., Keduanya Advokat pada Kantor
Advokat Budi Wiyono,SH. & Rekan yang berkantor di Jalan Kenanga
Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga,
semula Pembanding I dan 1T sckarang Para

Pembanding ;
MELAWAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
- yang berkedudukan hukum di Jalan «~ ..  No
Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh
dalam kedudukannya sebagai Dircktur Utama PT.
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) s Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, memberikan kuasa

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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kepada H.SUGENG,SH.MSI., adalah Advokat dari Kantor Advokat
H.SUGENG,SH. MSI., & Reckan yang beralamat Kantor di Jalan DI
Panjaitan No.111 Purbalingga, semula scbagai Penggugat sckarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas pekara dan semua surat-surat .yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini
seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Agustus
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah nomor 160/Pdt.G/2014/
PTA.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1 Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / para Pembanding dapat

diterima ;
2 Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara, maka memerintahkan agar
Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga membuka
kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa
yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agar supaya Pengadilan Agama
Purbalingga membuka sidang kembali dengan memanggil Pemohon / Terbanding dan
Termohon / Para Pembanding untuk melakukan pemeriksaan sebagai
berikut :

1 Penjelasan mengenai Ma'jur atau obyck ijarah wujudnya itu apa dan dalam
penguasaan

siapa ;

2 Penjelasan pada agad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September
2011 bukti P5. Pada halaman ke empat Terdapat bunyi 1. Bahwa Nasabah
dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan
permohonan kepada Bank untuk memperolch fasilitas Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil

Disciaimer
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(Syirkah) yang seimbang (proposional) antara Bank dan Nasabah sesuai
dengan besarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah, perlu
adanya penjelasan tentang bunyi kalimat tersebut keuntungan secara bagi
hasil itu maksud dan bentuknya

bagaimana ;

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk keperluan
tersebut berkas perkara ini beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Agama Purbalingga, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah
pemeriksaan tambahan selesai, Berita Acara Pemeriksaan tambahan dikirimkan

kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

4 Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;--------

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Semarang tersebut, Pengadilan Agama Purbalingga telah memeriksa kembali perkara ini
sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor 1721/Pdt.2013/
PA.Pbg. sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar
nomor WIil-A 23/2301/HK.03.5/X/2014, tanggal 23 Oktober
2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan
diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/
PTA.Smg. tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435
Hijriyah, schingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam
putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan
putusan resmi Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 07
Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, memori banding dan
kontra memori banding, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan berita acara
persidangan pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini,
maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai
berikut ;

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding mohon agar Pengadilan
Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 1721/
Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Maschi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345
Hijriyah dengan dalil, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan

hukumnya diantaranya :
e Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis (P.12) adalah bukui tulis tentang
debitur orang / pihak lain, yaitu bernama Mulia Lastro Wibowd, padahal tidak ada

kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh Penggugat selaku kreditur

adalah Tergugat yang bernama \, dan bukti tulis tersebut (P.12)
kemudian diterima sebagai alat bukti yang
sah ;

o Tentang bukti saksi, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, namun dalam

putusannya mempertimbangkan bukti saksi-
saksi ;

e Bahwa Penggugat / Terbanding selaku Kreditur menganggap para Tergugat / para
Pembanding telah melakukan wanprestasi, padahal dalam bukti P.5 bahwa nasabah
dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah
lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13
September2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan para Tergugat / para Pembanding tersebut
Majelis  Hakim  Pengadilan  Banding  memberikan  pertimbangan sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa bukti tulis (P.12) sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 2014
tertulis Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur atas nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31
Agustus 2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa (P.12) adalah perincian
kewajiban debitur atas nama’ per Agustus 2013, bukan atas nama Mulia

Lastro Wibowo ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi ternyata pada Pengadilan Tingkat
Pertama tidak memeriksa saksi-saksi, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama
yang mempertimbangkan  tentang  saksi-saksi tidak  perlu  dipertimbangkan

selanjutnya ;

Agung Republik b ha untuk selaiu paiing kinl dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelk publix, dan
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Menimbang, bahwa mempertimbangkan keberatan para Tergugat / para Pembanding
tersebut, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang
menjadi pokok dari persoalan ialah Akad Pembiayaan Multi Jasa nomor 01 tanggal 13
Nopember 2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat / Terbanding dan para
Tergugat / para Pembanding, hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah sebagaimana
disebut dalam pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yaitu harus

ada : .
a Musta’jir / pihak penyewa, b.Mu’ajir / pihak yang menyewakan, ¢. Ma’jur / benda
yang diijarahkan, dan
d.Akad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti
tentang Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September 2011 Nomor 01 yang dibuat
dihadapan Notaris SR WAHYONO,SHMH,MKn. didalam akad dimaksud tertulis yang
menjadi Musta’jir / pihak penyewa adalah para Tergugat / para Pembanding, Mu’ajir / pihak
yang menyewakan adalah Bank sebagai Penggugat / Terbanding, dan Ma’jur / benda yang
diijarahkan adalah suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan akadnya adalah Akad
Pembiayaan Nomor | tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa nomor 0l tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak dan telah
memenuhi syarat rukun ijarah maka Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13
September 2011 harus dinyatakan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal
13 September 2011 sah, maka segala sesuatu yang yang telah disepakati dalam Akad tersebut
mengikat kepada yang menandatangani Akad tersebut, yaitu Penggugat / Terbanding dan para
Tergugat / para Pembanding dalam jangka waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam
akad tersebut yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan berakhir tanggal 13
September 2016 ;-—--------r--mmmv

Menimbang, bahwa didalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan
pasal 1 angka 7 sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di Akad
disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan sebagian atau
seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian
pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum
berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah
kewajiban NASABAH kepada BANK ;

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 5 dari 9 halaman
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Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal | angka 9, dengan menyimpangi pasal 2
angka 2 Akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para Tergugat / para Pembanding, maka
Penggugat / Terbanding berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah
modal yang masih menjadi tanggungan para Tergugat / para

Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi pada Akad tersebut, telah terdapat fakta
hukum para Tergugat / para Pembanding telah tidak membayar ataw menunggak, dan
Penggugat / Terbanding telah memberikan somasi, akan tetapi pihak para Tergugat / para
Pembanding tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang
menyatakan para Tergugat / para Pembanding telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar
janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13
September 2011, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena
para Tergugat / para Pembanding dinyatakan ingkar janji, maka para Tergugat / para
Pembanding dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus
lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada
Penggugat / Terbanding langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat meskipun para Tergugat / para Pembanding telah dinyatakan ingkar janji akan
tetapi oleh karena di dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13
September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati oleh
Nasabah dan bank sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang harus dibayar oleh Nasabah
kepada Bank yang berlaku sejak tanggal angsuran pertama 13-10-2011 sampai dengan tanggal
13-09-2016, oleh karena itu tidak adil apabila para Tergugat / para Pembanding dijatuhi
hukuman untuk membayar sckaligus sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta
tiga rats  sembilan puluh tiga ribu  empat raws lima puluh
rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Tergugat
/ para Pembanding dikatakan wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi / perbuatan yang
telah disepakati dalam Akad (perjanjian), dalam hal ini para Tergugat / para Pembanding telah

Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Ind untuk sslaly inft paling kinl dan akurat sebagai bentuk i Agung untuk pelgy publik, transp dan akuntabiiitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
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lalai dalam memenuhi bunyi Akad dalam pasal 2 angka 3, yang berbunyi “Pembayaran sewa
manfaat secara angsuran sebesar  Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu
enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, paling lambat tanggal 13 (tiga belas) setiap
bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan Nasabah sesuai

dengan jadwal angsuran ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu
ditetapkan para Tergugat / para Pembanding melakukan cedera janji / ingkar janji /
wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Tjarah Multi
Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran
sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh
enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) setiap bulan selama jangka waktu enam puluh
bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
berpendpat amatlah adil dan bermanfaat apabila para Tergugat / para Pembanding dihukum
untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana
tertuang dalam Akad, yakni pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta
seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan
Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta
rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan
Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H. atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan
didalamnya scpanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah
tepat dan benar tidak perlu diulang kembali sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama
menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan
Pengadilan Agama Purbalingga harus dikuatkan dengan memperbaiki sebagaimana tersebut

dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama

ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan-
keberatan yang diajukan oleh para Tergugat / Para Pembanding tidaklah perlu
dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RIL

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan : “ Bahwa Hakim Banding
tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan
juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat

Pertama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding harus
dibebankan kepada para Tergugat / para Pembanding j------—--

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun
2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara

ini ;

MENGADILI
- Menguatkan - Putusan  Pengadilan Agama  Purbalingga  Nomor
1721/Pd1.G/2014/PA Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Maschi bertepatan dengan tanggal 07
Rajab 1435 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut :-
I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2 Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01
tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat
dihadapan SRT WACHYONO,SH.,MH.,MKn. Notaris di Purbalingga ;-

3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi
dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi
“Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667;- (empat juta
seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tjuh rupiah), dan ujroh
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam
Akad ;

4 Menghukum para Tergugat untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran

selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad yakni :--

Disclai
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* Pembayaran sewa manfaal sebesar Rp.4.166.667;- (empat juta seratus enam puluh

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) ;

* Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000;- (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal
13 September 2016 ;

5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

6 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;-------

* Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat  banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh  ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL FADHLANIE
GHANYMH.  selaku  Ketua Majelis, Drs.HANSHORRUDIN,SHMA. dan
HMUNARDLS.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Juni 2014 Nomor 160/Pdt.G/2014/
PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD
SALAFUDDIN,S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak

Pembanding dan Terbanding ;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
ttd. td.
1. Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA. Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.
td.
2 H.MUNARDLSH.MH.
PANITERA PENGGANTI
td.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
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Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000.-
2. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
3. BiavaMaterai :Rp. 6000

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh .
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indc . untuk selalu kan inft paling kinl dan akurat sabagal bentuk Komitmen Mahkamah Agung untuk pels pubik, dan fungsi p
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Ketika bertemu wakil ketua Pengadilan Agama Purbalingga yaitu: Drs. Mahmud
HD, M.H., (sebelah paling kiri) dan salah satu hakim yang menyidangkan perkara
nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., yaitu Drs. Syamsul Falah, M.H., (sebelah
paling kanan) di Pengadilan Agama Purbalingga, pada hari Jum’at tanggal 5
Februari 2016.

Ketika bertemu dengan salah satu nasabah pembiayaan ijarah multijasa pada
BPRS ABC, yaitu YYY yang sekaligus istri XXX seorang wartawan sekaligus
pengusaha maupun pimpinan redaksi tabloid Inspirasi (bukan nama sebenarnya)
di rumahnya, pada hari Jum’at tanggal 5 Februari 2016.



A. ldentitas Diri
Nama
Tempat tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama
Kewarganegaraan

Alamat

Nama Ayah
Namalbu
Telepon

Email

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.
: Kendal, 3 April 1991

- Laki-laki

- Islam

: Indonesia

: Kauman Lor RT. 01 RW. 04 Sarirejo

Kaliwungu Kendal Jawa Tengah

: Komari
: Sri Kunyati
: (0294) 385078 / 08987222880

: auritsniyalfirdaus@yahoo.co.id

a. SDN 02 Sarirejo Kaliwungu, tahun lulus 2003.

b. SMP Takhassus Al-Qur’an Kalibeber Mojotengah Wonosobo, tahun

lulus 2006.

c. SMA 01 Kaliwungu Kendal, tahun lulus 20009.

d. S-1Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang,

tahun lulus 2013.
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2. Non Formal

a.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Asy’ariyyah Kalibeber
Mojotengah Wonosobo, tahun 2003 s.d. 2006.

Short Course on Sharia Banking conducted by The Islamic Banking
School Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta joining with Bank
Indonesia and Bank Muamalat Indonesia (BMI), tahun 2010.

Sharia Economic Training 1 ForSHEI Fakultas Syari’ah ITAIN
Walisongo, tahun 2010.

Pondok Pesantren Ribathul Muta’alimin  APIKK Kapulisen
Krajankulon Kaliwungu Kendal, tahun 2006 s.d. 2013.

Happy English Course Pare Kediri Jawa Timur, tahun 2013 s.d. 2014.

ELFAST English Course Pare Kediri Jawa Timur, tahun 2014.

C. Riwayat Pekerjaan

1.

2.

Surveyor di PT Teh Botol Sosro Semarang, tahun 2009.

Salesman CV Berkah Kaliwungu Kendal, tahun 2010 s.d. 2013.

Staf Pengajar Pondok Pesantren Ribathul Muta’alimin Kapulisen

Kaliwungu Kendal, tahun Tahun 2011 s.d. 2013.

Karyawan Koperasi Pengadilan Agama Kendal, tahun 2014 s.d. 2016.

Staf Pengajar di Madrasah Diniyah Awaliyah NU Sullamul Hidayah

Sarirejo Kaliwungu Kendal, tahun 2015.

Staf Pengajar di Madrasah Wustho NU Sullamul Hidayah Sarirejo

Kaliwungu Kendal, tahun 2015 s.d. sekarang.



7.

183

Staf Karyawan Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Bahurekso Lawyers Kendal, tahun 2016 s.d. sekarang.

D. PengalamanOrganisasi

1.

2.

WEC (Walisongo English Club), tahun 2009 s.d. 2010.

PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), tahun 2009 s.d. 2010.
ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam), tahun 2010 s.d. 2011.
Sekertaris Pondok Pesantren Ribathul Muta’alimin APIKK Kapulisen
Krajankulon Kaliwungu Kendal, tahun 2011 s.d. 2012.

Bendahara Pondok Pesantren Ribathul Muta’alimin APIKK Kapulisen
Krajankulon Kaliwungu Kendal, tahun 2013 s.d. 2014.

Kordinator Outdoor Training Class Program Happy English Course Pare
Kediri di Pondok Moderen Jihadul Ukhro Tempuran Karawang, tahun
2014.

Ketua Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Sarirejo Kecamatan

Kaliwungu Kabupaten Kendal, tahun 2015 s.d. sekarang.
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